
UNIVERSITAS INDONESIA 

ANALISIS DAMPAKSERTIFIKASI PENJEJANGAN 
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR TERIIADAP KOMPETENSI, 

POLA KARIER, DAN FUNGSI AUDITOR 
INSPEKTORAT JENDERAL DEPDIKNAS 

TESIS 

SUJANA GITANEGARA 
0606162662 

FAKULTAS EKONOMI 
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI 

JAKARTA 
APRIL2009 

Analisis Dampak..., Sujana Gitanegara, FEB UI, 2009



UNIVERSITAS INDONESIA 

ANALISIS DAMPAK SERTIFIKASI PENJEJANGAN 
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR TERHADAP KOMPETENSI, 

POLA KARIER, DAN FUNGSI AUDITOR 
INSPEKTORA T JENDERAL DEPDIKNAS 

TESIS 

Diajukan sebagai salah satu sy.arat 
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi 

SUJANA GITANEGARA 
0606162662 

FAKULTASEKONOMI 
PROGRAM STUD! MAGISTER AKUNTANSI 

JARARTA 
APRIL2009 

Analisis Dampak..., Sujana Gitanegara, FEB UI, 2009



HALAMAN PERNY AT AAN ORISINALITAS 

Tesis ini adalah basil karya saya sendiri, 

dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk 

telah saya nyatakan dengan benar. 

Nama Sujana Gitanegara 

NPM ()606162662 

Tanda Tangan 

Tanggal 30 April 2009 

II 

Analisis Dampak..., Sujana Gitanegara, FEB UI, 2009



Tesis ini diajukan oleh 
Nama 
NPM 
Program Studi 
Judul Tesis 

HALAMAN PENGESAHAN 

: Sujana Gitanegara 
' 0606162662 
: Magister Akuntansi 
: AnaHsis Dampak Sertlflkasi Penjenjangan Jabatan 

Fungsional Auditor Terhadap Kompetensi, Pola 
Karler, dan Fungsi Auditor Inspektorat Jenderal 
Depdiknas 

Telab berhasil dipertabankan di badapan Dewan Penguji dan dituima 
sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar 
Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Indonesia. 

DEWAN PE!'!GUJI 
' 

Pembimbing Dwi Setiawan, MSi (C!lf-/ ) 

Penguji Dr. Ronny K. Muntoro ( I? ) 

Penguji Dr Andi F ahmi ( ) 

Ditetapkan di : Jakarta Mengetahui, 
Tanggal : 30 April 2009 

Analisis Dampak..., Sujana Gitanegara, FEB UI, 2009



KATA PENGANTAR 

Tak ada kata lain yang ingin penulis ucapkan pertama kali selain puji 

syukur "Albamdulillah" ke badirat Alloh SWf atas selesainya penyusunan karya 

akhlr ini setelah melalui perjuangan yang cukup lama dan mendebarkan. Karya 

akhir ini merupakan upaya penulis untuk memberikan suatu peningga1an yang 

berbarga bagi Subbagian Kepegawaian Inspektorat Jenderal Depdiknlls, karena di 

sanalab karier penulis berawal sebelum menjadi Auditor Inspektorat Jenderal 

Depdiknas. Disamping ilu, karya akhir ini merupakan salab satu syamt bagi 

penulis guna meraih gelar akademis Magisrer Akantansi di Program Studi 

Magister Akuntasi Fakultas EkQnomi Universitas Indonesia. 

Dengan selesainya penyusunan karya akhir ini, penulis menyampaikan 

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada: 

1. Menteri Pendidikan Nasional yang telah mernberikan dukungan pembiayaan 

melalui Program Beasiswa ·Unggulan hingga penyelesaian tugas akhir 

~'Ana1lsis Dampak Serrifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor 

Terhadap Kompetensi, Pola Karier dan Fungsi Auditor Inspektorat Jenderal 

Depdiknasjj 

2. Inspektur Jenderal Depdiknas, Bapak M. Sofyan., S.H., M.Si., Sekretaris ltjen 

Depdiknas, Bapak Dr. Abdul Apip, M.Pd., Inspektur Insvestigasi, Bapak 

Slamet Pumomo, M.B.A., Kopala Bagian Kepegawaian, Ibu Dra. Ralnnanida 

dan Bapak Mubaram Syarif, S.H., M.H., Kasubbag Perencanaan Program 

Bapak Drs. Wihowo S., M.Si., Kasubbag Evaluasi Program, Bapak Agam 

Bayu, S.E., M.B.A. Pjs Inspektur Investigasi, Bapak Sjech Senemak, S.H. , 

ternan-ternan Auditor Itjen Depdiknas, teman-teman di Kepegawaian, 

khususnya Bunda Emawati Ambar, Mas Erik, Mas Sulis, Mba Yepi, Bu Siti 

Rohimah, Mas Bayu, Mas Hadiyul, Mas Hartono dan lainnya yang Ielah 

membantu proses penyusunan karya ak.hlr ini 

3. Ketua Program Magister Akuntansi Fak:uJtas Ekonomi Universitas Indonesia, 

Dr. Lindawati Gani beserta seluruh staf yang telah memfasilitasi pelayanan 

pendidiknn dengan baik 

iv 

Analisis Dampak..., Sujana Gitanegara, FEB UI, 2009



4. Bapak Dwi Setiawan, M.Si, AI<. selaku dosen pembimbing yang senantiasa 

meluangkan waktu Beliau untuk memberikan bimbingan dan araban kepada 

penulis selama penyusunan karya akhir ini serta bekal dalam mengbadapi 

sidang. 

5. Dr. Ronny K. Muntoro dan Dr. Andi Fahmi, Tim penguji yang telab 

memberikan masukan, kritikan dan revisinya 

6. Para dosen yang telab berbagi wawasan, ilmu, pengetabuan dan 

pengalamannya di Maksi Ul kbususnya di kelas 3B {Depdiknas 3) angkatan 

200612007 

7. Almarhum Papaku tercinta Drs. Atjep Djamaludin dan lbundaku Wiwin 

Winarti tersayang yang telab membesarkan dan mendidikku dengan penuh 

kasih sayang serta terus bermunajat guna kesuksesan hidupku di dunia 

maupun di akhirat kelak 

8. fstriku tercinta, dr. Linda Rnsliaai dan buab hati kami Gatfan Fikri Gitanegara 

Y ani serta Dede yang masih ada dalam kandungan bundanya yang sena.ntiasa 

memberikan semangat dan do'a untuk cepat lulus 

9. Kedua mertuaku, Almarhum RM. Yani dan Hj. Resmiati yang senantiasa 

mendo'akan dan mendukwtg aktivitas harianku 

!0. Kakak-kakakku, Teh Wida, Teh Ita, Aa Gana, Aa Yudi, Aa Andri, Teh Eha, 

dan adik-adikku, Kema!, Roni, Ricky, dan Yeni terima kasih untuk dukuogan 

kalian 

II. Rekan-rckanku di Maksi UI kelas JB dan 3A yang telah memberikan kerja 

sama dan hantuan yang baik selama di perkuliaban. Semoga hubungan ini 

tetap terus terjalin. 

Segala kemampuan dan pengetabuan yang ada telah tercurahkan demi 

kesempurnaan karya akhir ini, namun penuHs hanyalah manusia biasa yang tak 

lepas dari kekurangan dan salab, sehingga karya akbir ini jauh dari kala sempuma. 

Dengan segala keterhatasan yang ada, penulis berharap semoga kerya akhir ini 

tetap memberikan manfaat bagi kita semua. 

v 

Jakarta, April 2009 

Penulis. 

Analisis Dampak..., Sujana Gitanegara, FEB UI, 2009



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 
TUG AS AKHIR UNTUK KEPENTJNGAN PUBLIKASI 

Sebagai sivitas 
dibawah int: 

Nama 
NPM 
Program Studi 
Konsentrasi 
Fakultas 
Jenis Karya 

akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan 

: Sujana Gitanegara 
: 0606 I 62662 
; Akuntansi 
: Akuntansi Pemerintahan 
: Ekonomi 
: Tesis 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nort-ekslusif Royalty­
Free Right) atas karya ilmiab saya yang berjudul : 

AnaUsls Dampak Sertir!kasi Penjeojaogan Jabatan Fungsionol Auditor 
Tetbadap Kompetensi, Pula Karier, dan Fungsi Auditor Inspektorat 
Jendcral Departemen Pendidikan Nasional 

beserta perangkat yang ada Gika diperlukan). Dengan hale bebas Royalti 
NonEkslusif ini Universitas Indonesia berhok menyimpan, mengalih 
media/formatkan, mengelola dalom bentuk pangkalan data (database}, merawat, 
dan memublikasikan tugas ak:ltir saya selama tetap mencantumkan nama saya 
sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta 

Demikianlah pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

Dibuat di : Jakarta 
Pad aT anggal : 30 April 2009 

Yang menyatokan 

~ 
(Sujana Gitanegara) 

vi 

Analisis Dampak..., Sujana Gitanegara, FEB UI, 2009



Nama 
Program Studi 
Judul 

ABSTRAK 
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: Analisis Dampak Sertifikasi Penjenjanga.n Jabatan 

Fungsional Auditor Terhadap Kompetensi, Pola Karier, dan 
Fungsi Auditor lnpektorat Jenderal Departemen Pendidikan 
Nasional. 

Tesis ini membahas tentang dampak sertifikasi penjenjangan Jabatan Fungsional 
Auditor (JFA) ter!uldap kompetensi, pola karier dan fungsi Auditor lnpektorat 
Jenderal Departemen Pendidikan NasionaL Penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif deskriptif. Hasil peneHtian menyarankan agar dalam menyusun formasi 
kebutultan Auditor bendaknya menggunakan peudeketan formasi yang telab 
dikelnarkan oleh BPKP, dan dalam memetakan Auditor heodaknya 
memperbitungkan beban kerja dan sertifikasi peran yang dimiliki masing-masing 
Auditor serta disamping semangat untuk belajar dan berkembang harus ada dalam 
diri Auditor, BPKP pun sebagai badan pembina pengawasan APIP diharapkan 
lebih optimal dalam menciptakan Auditor-Auditor yang handal, profesionaf~ loyal, 
jujur dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan kegiatan Audit melalui kegiatan 
diklat sertifikasi yang telab berlangsung selarna ini. 

Katakunci: 
JF A. kompetensi, pola karier, sertifkasi, formasi 

vii Universitas Indonesia 

Analisis Dampak..., Sujana Gitanegara, FEB UI, 2009



Name 

Studi's program 

Title 

ABSTRACT 

: Sujana Gitanegara 

: Accounting 

: Anaiisis of Increasing of certification Impact to Auditors 
Functional Responsible Position to Interest, Career pattern, 
and Function of Auditor National Education Department 
General Inspectorate. 

This thesis works through increasing of certification impact to Auditors 
Functional Responsible Position (JFA) to Interest, Career pattern, and Function of 
Auditor National Education Department General Inspectorate. 'This research is 
observational descriptive qualitative. The result suggest to arrange Auditor 
requirement formation ought to utilize fonnation approaching that already has 
been issued by BPKP, and in map Auditor ought to take into account work load 
and proprietary role certification each Auditor and also~Auditor must have spirit to 
study to developo himself, BPKP as institution of AP!P'S suporvisory builder is 
expected more optimal in create Auditors that competence, professional. loyal, 
have high integrity in perform Audit activity via education and training activity 
certification that already happen all this time. 

Keyword: 
JF A, competence~ career pattern, certification, formation 
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1.1. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Penerhitan Peratunm Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 ten!ang Jahatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil memheri peluang pembentukan jahatan 

fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) heserta pembinaannya herdasarkan sistem 

karier dan sistem prestasi ketja. Upaya tersebut menjadi bagian reformasi 

manajemen PNS dalam menciptakan PNS yang profesional, bertanggung jawab, 

jujur dan adil guna menjanrin pelaksanaan tugss pemerintahan wnum dan 

pembangnnan yang herdaya guna dan herhasil guna. 

Jaha!an fungsional PNS merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS da1am suatu satuan organisasi 

yang dalarn peluksanaan tugasnya didasarkan pada keablian danlatau keterampilan 

tertentu serta berslfat mandiri bertuj uan untuk peningkatan profesionalisme dan 

pengembangsn karier PNS daban rangka meningkatkan kualitas peluksanaan 

tugas umum pernerintahan dan pembangunan. 

Sebagai bagian dari upaya pembentukan Jabatan Fungsional Pegawai 

Negeri Sipi! tersebut, .maka dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara (MenPAN) nomor 19 tahun 1996 dibentuklah Jahatan 

Fungsional Auditor (JFA) dengan muksud untuk memenubi kebutahan 

tersedianya PNS yang ditugaskan secara penub wuktu untuk melaksanakan tugas 

pengawasan secara profesional dan untuk menjaroin pembinaan profesi, karier, 

kepang)tatan dan jahatan dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan di 

tingkangan instansi pemerintah" 

Sehagai salah satu dampak dari penerapan peraturan tersebut, kedudukan 

JFA di lnspekrom Jendetl!l Departemen Pendidikan Nasional (ltjen Depdiknas) 

menjadi sangat strategis karena menjadi tulang punggung aparat pengawasan 

fungsional internal pemerintah yang mempunyai per.m penting dalam 

pengendatian manajemen pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan 

Departemen Pendidikan Nasional. 
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PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seoara penuh 

oleh Mabat yang berwenang untuk rne!aksanakan pengawasan pada instansi 

pemerintah teiSebut, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aperatur Negara nomor 19 tahun 1996 disebut Auditor atau Pejabat Fungsional 

Auditor (PFA) dan untuk lebih menjamin terlaksananya pembinaan JFA seoara 

efisien, efelctif dan berkesinambungan, Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) ditetapkan sebagai instansi pembina JF A di lingkungan 

Aperat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ruang lingkup pembinaannya 

meliputi BPKP, Inspelctomt Jenderal, dan unit keJja pemerintah lainnya yang 

melaksanakan tugas pengawasan internal serta Badan Pengawas (Inspektorat) 

Provinsil Kahupaten/ Kola. 

Upaya penjngkatl:an kompetensi pejabat yang melaksanakao tugas pengawasan 

dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sertifikasi yang dimalui !ahun 1997 

hingga sekarang. Diktat sertifikasi JF A dimaksudkan untuk memberikan 

kompetensi dasar seorang PNS untuk menjadi Auditor yang memiliki 

kemampuan minimal untuk dapal melakukan audit sesuai perannya dalam suatu fun 

maudiri dan memiliki kampetensi (pengetahuan, ketrampilan, serta sikap) yang 

sesuai dengan jenjangjabatan/ perannya tersebut. 

1.2. Permasalaban 

Awal pembentukan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lnspektorat 

Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dimulai pada tahun 2004, dimana pada 

masa itu berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 

19 tahun 1996 teJjadi perubahan melalui inpassing dari Jabatan Sttuktura! 

Pemeriksa lnspelctorat Jenderal (Jabatan Pemeriksa (Eselon l!Ua) dan Inspektur 

Pembantu (Eselon IV/a)) menjadi Jabatan Fungsional Auditor Inspelctorat 

Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dengan mengikuti pendidikan dan 

pelatihan (diklat) matrikulasi JFA gana memperoleb sertifikasi berdasarkan 

pangka~ jabatan dan pendidikan yang dimiliki setiap peserta dildat tersebut. 

Dalam perjalanannya, penerapan sertifikasi JFA tersebut menimbulkan 

dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifuya adalah lahimya Auditor 

yang kompeten di bidang pengawasan melalui kegiatan diktat sertifikasi 
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pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, 

namun dampak negatifnya adalah tidak optimalnya penerapan basil sertifikasi JF A 

yang mana dalam peneilitian ini dibatasi pada dampak serti:fikasi terhadap 

kompetensi, pola karier dan fungsi Auditor lnspektorat Jenderal Depdiknas. 

Melalui data kepegawaian !~en Depdiknas, data program kerja 

pengawasan tahunan (PKPl) tahun 2009, studi literatur, wawancara dan kuesioner 

akan dianalisis tentang : 

I. Apakah jurnlah formasi Auditor !~en Depdiknas per 31 Desember 2008 masih 

sesuai dengan perhitungan pedoman perumusan formasi BPKP? 

2. Apakah komposisi jurnlah Auditor per 31 Desember 2008 berdasarkan 

sertifikasi peran telah terpetakan secara merata di setiap lnspektorat? 

3. Bagaimana dampak penerapan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor terhadap 

pola karier dan kompetensi Auditor Itjen Depdiknas? 

4. Permasalahan apa yang masih menjadi kendala pengembangan sistem karier 

Auditor Itjen Depdiknas sehubungan dengan penerapan Sertifikasi 

Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk mencoba me{\jawab permasalahan 

di atas, yaitu: 

1. Untuk menentukan formasi Auditor yang ideal sesuai dengan kebutuhan 

perencanaan kegiatan pengawasan tahunan (PKPT) tahun 2009 berdasarkan 

pedoman perumusan fonnasi BPKP dan menata kembali pemetaan Auditor di 

setiap Inspektorat Itjen Depdiknas berdasarkan sertifikasi peran yang dimiliki 

sehingga akan terjadi pemerataan peran dan kekuatan pengawasan 

2. Untuk mengetahui dampak sertifikasi Jabatan FWlgsional Auditor terhadap 

pola karier, kompetensi dan :fungsi Auditor lnspektomt Jenderal Depdiknas. 

3. Untuk menganalisis pennasalahan yang masih menjadi kendala 

pengembangan sistem karier Auditor Itjen Depdiknas sehubungan dengan 

penerapan Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor. 
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Berdasar tujuan penelitian di atas, maka signifikansi penelitian 

diharapkan: 

I. Dapat memberikan penjelasan tentang dampak sertifikasi Jabatan Fungsional 

Auditor ltjen Depdiknas terhadap pola karier, kompetensi, dan fungsi Auditor 

ltjen Depdjknas yang dikaitan dengan formasi Auditor ltjen Depdiknas beserta 

pemetaannya. 

2. Sebagai hahan masukan (input) bagi pimpinan lnspektorat Jendeml Depdiknas 

dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan JF A dan sebagai bahan 

evaluasi bagi bagian Tatalaksana dan Kepegawdian lnspektorat Jenderal 

Depdiknas 

3. Bagi penulis, peoelitian ini sangat menarik, karena sebagai seorang calon 

Auditor di lnspelctorat Jendeml Depdiknas barus mengetahui sendiri seeara 

aktif mekanisme Jabatan fungsional Auditor di lingknngan lnspektorat 

Jenderal Depdiknas, khususnya dalam memahami arti peoting sertifikasi 

penjenjangan Jabetan Fungsional Auditor. 

lA. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa 

analisis data kualitatif berdasarkan tclaah data basil observasi, studi literatur, dan 

studi empirik. Observasi data dilakukan terhadap data Auditor !~en Depdiknas 

per 31 Desember 2008, data pereneanaan program kerja pengawasan tahunan 

(PKPn tahun 2009 dari masing-masing lnspektorat Itjen Depdiknas dan data 

hasil pengisian kuesioner oleh para Auditor Itjen Depdiknas serta basil wawancara 

dengan beberapa Auditor Senior Itjen Depdiknas dan/ atau pengelola JF A di 

Subbagian Kepegawaian Igen Depdiknas. Sedangkan teknik studi literatur 

dilakukan untuk mendukung analisa yang akan dilakukan peneliti melalui buku­

buku ataupun situs internet yang berhubungan dengan materi penelitian, serta 

studi empirik dilakukan untuk perhitungan formasi Auditor Hjen Depdiknas tahun 

2009 berdasarkan pedoman perumusan formasi BPKP. 
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1.5. Keterbatasan Penelitiao 

Karena keterbatasan waktu, penelitian ini dibatasi pada dampak sertifikasi 

terhadap kompetensi dan pola karier Auditor Inspektorat Jenderal Depdiknas 

sedangkan dampak sertiflkasi terhadap fungsi Auditor lnspektorat Jenderal 

Depdiknas tidak dianalisis secara mendalam, hanya diambil berdasarkan hasil 

penilaian Auditor terhadap pertanyaan kegiatan audit. Selain itu penelitian ini 

terbatas pada penggunaan data kepegawaian per 31 Desember 2008, PKPT tahun 

2009, laporan tahunan ltjen Depdiknas tahun 2008, literatur yang terkait dengan 

penelitian, kuesioner yang sederhana (dua pilihan/ tertutup) dengan jumlah 

responden sebanyak ± 70% jumlah Auditor Itjen Depdiknas serta tidak 

menggunakan pengujian statislik yang kompleks. 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Untuk mencapai tujuan studi, dalam membahas pennasalahan, penulis 

menyusun karya akhir ini dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I 

Babll 

Pendahuluan 

Bah ini membahas latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, 

metode penelitian, keterbatasan penelitian serta sistematika penulisan. 

Tinjauan Pustaka 

Bah ini membahas tentang sistem karier PNS, Jabatan Fungsional 

Auditor (JF A), perumusan BPKP untuk formasi Auditor, sertilikasi 

JFA, pola karier JFA, Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan 

fungsi Auditor dalam Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. 

Bab III Gantbaran Umum Obyek Penelitiail 

Bab ini membahas tentang sejarah organisasi, visi dan misi, struktur 

organisasi, data kepegawaian, jenis pengawasan dan jumlah sasaran 

pemeriksaan Auditor ltjen Depdiknas. 

Bab IV Pembahasan basil penelitian 

Bab ini membahas tentang deskripsi data beserta analisisnya guna 

memperoleh gambaran dampak sertifikasi JF A bagi kompetensi, pola 

karier, dan fungsi Auditor ltjen Depdiknas. 
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Simpulau dan saran 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan sarnn dari penulis yang 

diberikan untuk memperkecil dampak negatif dari penerapan sertiftkasi 

penjenjangan Jaba!an Fungsional Auditor terhadap kompetensi, pola 

karier, dan fungsi Auditor ltjen Depdiknas. 
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BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.l. Gambaran Umum Sistem Karier PNS 

Definisi pegawai negeri rnenurut Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 

tentang Perubahan AlllS Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok­

Pokok Kepegawaian adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah 

memenuhl syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan 

digaji berdasarkan pemturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pegawai negeri yang terdiri alllS pegawai negeri sipil (PNS), anggota 

Tentara Nasional Indonesia (TN!) dan anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia merupakan unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang berperan 

penting dalam menciptakan masyamkat madani yang taat huknm, berpemdaban 

modern~ demokratis~ makmur, adil dan bennoral tinggi yang menyelenggarakan 

pelayanan secara arlil dan merata_ menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan 

penuh kesetiaan kepade Pancasila dan Undang-Und- Dasar 1945, dalam 

mewujudkan cita~cita bangsa. 

2.1.1. Sistem Karier Pegawai Negeri Sipil 

Karier PNS merupakan tahap perkembangan pangkat atau jabatan seomng 

PNS melalui suatu pembinaan karier. Pembinaan karier PNS tersebut didasarkan 

atas sistem karier dan sistem prestasi keija dengan penekanan pada prestasi keija, 

sehingga memungkinkan PNS yang preslllSi kerjanya lebih baik akan 

mendapatkan kesempatan promosi walaupun masa ke!janya lebih rendah 

dibanding yang lain. 

Pembinaan karier ini memiliki dua sistem, yaitu: 

I. Sistem tertutup, artinya jabatan yang ada hanya dapat diisi oleh pegawai yang 

berada dalam organisasi tersebut. 

2. Sistem terbuka, arlinya jabetan yang ada dapat diisi oleh orang dari luar 

organisasi karena bagi PNS berlaku sistem pembinaan karier tertutup daiam 
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arti negara, sehingga para PNS dimungkinkan untuk pindah tugas atau pindah 

wilayah kelja sepanjang masih dalam status PNS. 

Melalui penyusunan sistern pembinaan karier pegawai yang sedemikian 

rupa, sistematik dan terencana, maka akan diperoleh penempatan pegawai negeri sipil 

berdasarkan tingkat keserasian antara persyaratan jabatan dengan kinerja pegawai 

yang bersangkutan dan akan tercipta keselarasan kompetensi pegawai dengan 

kebutuhan organisasi. 

2.1.2. Jabatan Karier Pegawai Negeri Sipil 

Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 pasal I dan pasal 17 menyatakan 

bahwa jabatan karier merupakan jabatan struktural atau fungsional yang hanya 

dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan 

dan pengangkatannya dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip 

profesionalisme sesuai dengan kornpetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat 

yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan 

jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. 

2.1.3. Jenis Jabatan. 

Jabatan karier dapal dibedakan dalam dua jenis, yaitu jabatan struktural 

dan jabatan fungsional. 

2.1.3.1. Jabatan Struktural 

Sesuai dengan PP No. 100 tahun 2000, yang dimaksud dengan Jabatan 

struktural adalah suatu kedudukan yang menunj ukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka mernimpin suatu 

satuan organisasi negara. Ini berarti jabatan struktural merupakan jabatan yang 

secara tegas ada dalarn struktur organisasi dan akan lebih banyak pada fungsi­

fungsi administratif, manajerial dan kepemirnpinan yang diperlukan dalam proses 

pengambilan keputusan. 
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Untuk meraih jabatan struktura1 umumnya PNS harus memenuhi kriteria 

berikut: 

• Persyaratan Jabatan yang terdiri dari: 

1. Berstatus pegawai negeri sjpil; 

2. Serendah-rendabnya menduduki pangkat l (satu) tingl<at di bawab jenjang 

pangkat yang ditentukan; 

3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan; 

4. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekumng-kurangnya bemilai baik 

dalam 2 (dua) tabun terakhir; 

5. Mem.iliki komperensijabatan yang diperlukan; dan 

6. Sebat jasmani dan rohani. 

• Pertimbangan Baperjakat 

L Kompetisi dengan ealon-ealon lain (min 3 orang) 

2. Melakukan pelaksanaan pengangkatan 

Keputusan Kopala Badan Kepegawaian Negara nomor: 431kep12001 

tentang Standar Kompelensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil menyatakan 

bahwa kompetensi adalah kemarnpuan dan karakteristik yang dimiliki oleh 

seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan~ keahlian dan sikap perilaku 

yang diperlukan dalarn pelaksanaan tugas jabatannya yang meliputi kompetensi 

um~ yaitu kernampuan dan karakteristik yang harus dim.iliki oleh seorang 

pegawai negeri sipil berupa pengetahuan dan perilaku yang diperlukan dalarn 

melaksanukan tugas jabatan struktural yang dipangkunya dan kompetensi khusus, 

yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri 

sipil berupa keahlian untuk melaksanakan tugas jabatan strukturdl yang 

dipangkunya. 

Dalarn jabatan strukturnl dikenal pola dasar karier PNS, yaitu pedoman 

yang memuat teknik dan metode penyuswtan pola karier dengan menggwtukan 

nnsur-unsur: pangkat; go Iongan ruang; tingkat jabatan; masa kelja; diklat jabatan; 

pendidikan formal dan usia. 

Pola karier PNS adalab pola pembinaan PNS yang menggarnbarkan alur 

pengembangan karier~ yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara 
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jobatm, pangkat, diklot jabatan, kompetensi, serta masa jabotan, sejak 

pengangkatan pertama dafam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. 

Jenjang jabatan struktural dan jenjang pangkat berdasarkan Peraturan 

Pemerintah nomor I 00 tabun 2000 jo Peraturan Pemerintah RJ nomor 13 tabun 

2002 tentang Pengangkatan PNS Dalarn Jabatan Slrnktural, dapat dilihat dalarn 

tabel berikut: 

Tabe12.l 

Jenjang Pan!!l!ll! dan Golonll!!!! Ruang dalarn Jabotan l!truktural 

Ieujang Pangkat. Golongan Ruang 
No Eselon ,_ Tertinggi 

l a Pembina Utama. IV/e embina Utama I Vie 

2 b embina Utarna Madya !VId embina Utama IV/e 

J Ia embina Utama Muda !VIc Pembina Ulama Maeya 

4 I b embina Tingkat I !VIb embina Utama 

5 I! a Pembina !VIa Pembina Tfngkat I 

6 Illb enata Tingkat I lll/d tpembina ._ .. 
7 Va :Penata IIUc .,nata Tingk<lt l I 

8 Vb tpenata Muda Tingkat I Il!Jb enaoa HJ/c: 

9 ~· enata Muda lll/a enata Muda Tingkat r 
.. -;= 

I!IIb 

10 Vb Pengalur Tingkat l Hid PenataMuda nua 
(Sumber. Peratunm Pemenntah Nom or I 00 Tahun 200(}) 

Sedangkan besarnya tunjangan jabatan struktural yang diberikan sejak pelantikan 

adalah sebogai berikut: 

Tabe12.2 

Tuniangan Jabatan Struktw:a[ 
--·---------------

No ll>don Btsar Tunjangan 

1 ---- lA Rj>5.500.000,00 
2 IB Rj>4375.000,00 
3 IIA Rp3.250.000,00 - ··-·---4 liB Rp2.025.000,00 
5 IliA Rpl.260.000,00 
6 IIIII Rp980.000,00 
7 IVA Rp540.000,00 -
& IV B Rp490.000,00 
9 VA Rp360.000,00 . Sumber: P001turan Prcsnlcn Nomor 26 tabun 2007 
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Namun demikian pegawai negeri sipilpun dapat diberhentikan dari jabatan 

struktural dengan a1asan sebagai berilmt: 

I. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya; 

2. Mencapai batas usia pensiun; 

3. Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; 

4. Diangkat dalamjabatan struktura.llain atau jabatan fungsional; 

5. Cuti di luar tanggungan negara, kecua!i cuti di luar tanggungan negara karena 

persalinan; 

6. Tugas belajar lebih dari 6 (enarn) bulan; 

7. Adanya perampingan organisasi pemerintah; 

8. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; a tau 

9. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2.1 .3.2. Jabatan fungsional 

Berdasarkan Peraturan I•emerintah nomor 16 tahun 1994 pasal 1 angka 1 

yang disebut sebagai jabatan fungsional adalah kedudukan yang mennnjukkan 

tugas. tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ne:geri sipil dalam 

suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tuga.:mya didasarkan pada 

keahlian dart/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dengan kata lain 

jahatan fungsioua! merupakan jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam 

struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan organisasi, dan lebih 

berperan pada proses penyusunan rencana pelaksanaan~ pemberian saran. 

masukan dan rekomendasi dalam rangka pengarabilan keputusan oleh pirnpinan 

organisasi atau para pejabat struktural. 

Pengangkatan ke dalarn jabatan fungsional dilaksanakan dengan 

memperbatikan jenjang pengkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut dan juga 

penilaian alas prestasi keda. Sedangkan pelaksanaan pembinaannya didasarkan 

atas sistem prestasi ketja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem 

prestasi kelja, sehlngga PNS yang mcmenuhi syarat dapat dinaikkan pangkatnya 

sebagai pengbargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS 

terhadap negara dan sebagni pendorong kepada PNS untuk meningkatkan prestasi 

kerja dan pengabdiarumya. 
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2.2. Jabatan Fungsional Auditor 

2.2.1. Sejarab Jabatan Fuogaional Auditor 

Melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 19 tahun J 996 tentang Jabatan Fungsiooal Auditor dan Angka Kreditnya, 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dirintis sejak 

tahun 1983 dengan nama Pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan (PKP) 

menjadi instansi pemerintah yang pertama ka1i menerapkan Jabatan Fungsional 

Auditor (JPA) dan ditetapkan sebagai instansi pembina JFA di lingkungan 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang meliputi BPKP, Jnspektorat 

Jeuderal Departemen, lnspektorat Utamaflnspektorat Kementerian/Lembaga 

Pemerintah Non Departemen (LPND), dan unit kerja pemerintah lainnya yang 

melaksanakan tugas pengawasan internal serta Badan Pengawas (Inspektorat) 

Provinsi!Kabupaten/Kota. Selanjutnya penerapan JFA mulai berkembang ke 

instansi pengawasan lainnya seperti di lingkungan Inspektorat Jendeml 

Departemen!LPND pada tahun 2000 dan di lingkungan Badan Pengawasan 

Daerah (Bawasda) pada tahun 2003. 

JFA dibentuk dengan tujuan untuk menjamin pembina.an profesi 

dan karier, kepangkatan dan jabatan bagi PNS yang melaksanakan 

pengawasan pada instansi pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan 

kinerja instansi pemerintah. 

2.2.2. l'engangkatan ke dalam JabataJJ Fuugsional Auditor 

Seorang pegawai negeri sipil dapat diangkat ke dalam Jabatan 

Fungsional Auditor Trampll ataupun Ahli apabila memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

1. Berijazah pendidikan formal minimal SLTA, D ll, atau D lil dengan 

kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina untuk Auditor Trampil dan 

minimal sarjana (S I) untuk Auditor Ahli 

2. Pangka1 serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (golongan ruang 11/b) 

untuk Auditor Trampil dan Penata Muda (golongan ruang III/a) untuk 

Auditor Ah li 
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3. Bekerja di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan di 

lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP}, meliputi: 

BPKP, lnspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan LPND, dan 

Badan Pengawasan Daerah Provinsi/Kabupaten!Kota 

4. Memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan lulus diklat sertifikasi 

JFA sesuai denganjenjangjabatan yang akan didudukinya 

5. Memiliki angka kredit minimal yang ditentukan. 

Sedangkan pengangkaran seorang pegawai negeri ke dalam Jabatan 

PWlgsiomd Auditor (JFA) dapat dilaknkan melalui tiga mekanisme yaitu: 

I. Pengangkatan Pertama 

Merupakan pengangkatan pertama kali ke dalam JP A bagi PNS yang 

melaksanakan tugas pengawasan. Persyaratan pengangkatan ini adalah 

PNS/calon Auditor barns memperoleh sertifikasi dan angka kredit kumulatif 

tertentu sesmd denganjenjangjabatan dan pangkatnya 

2. Pengangkatan Perpindahan 

Merupakan pengangkatan ke dalam JPA dengan memindahan dari jabatan 

struktural atau jabatan fungsiomd lainnya ke dalam JPA (mutasi horisontal) 

setelah memenuhi syarat~syarat yang telah ditentukan, yaitu sertiftkasi sesuai 

dengan jenjang jabatannya. Dengan kemungkinan adanya perpindahan seeara 

horizontal dari jabatan struktural dan jabatan fungsional lain ke dalam JP A 

atau sebaliknya padajenjang golongan ruang yang sama, memberikan peluang 

bagi Auditor yang telah meneapai pangkat dan jabatan tertentu berpindah ke 

jabatan struktural/ jabatan fungsionallain dengan persyaratan sesuai ketentuan 

yang berlaku dan kembali lagi menjadi Auditor sesuai kebutuhan organisasi. 

3. Pengaagkaran melalui Inpassing (penyesmdan dalam jabatan) 

Merupakan pangangkatan ke dalam JP A melalui penyesuaian bagi para PNS 

yang telah dan masih bertugas di bidang pengawasan bardasarkan keputusan/ 

persetujuan pejabat yang berwenang. lni merupakan ketentuan khusus pada 

saat terjadi perubahan ketentuan yang memerlukan penyesmdan bagi PNS 

yang terkena dampak ketentuan tersebut dan pelaksanaannya dibatasi waktu 

yang ditetapkan pembina PNS. 
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2.2.3. Jenjang Jabatan 

Jenjangjabatan yang ada dalam Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari : 

a. Auditor Trampil, meliputi Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan 

dan Auditor Penyelia. 

b. Auditor Abli, meliputi Auditor Abli Pertama. Auditor Ahli Muda. Auditor 

Ahli Mudya, dan Auditor Abli Utama. 

2.2.4. Kompetensi Pejabat Fungsional Auditor (PFA) 

Sebagal sebuab profesi, maka kompetensi seorang Pejabat Fungsional 

Auditor (PF A) diukur dari beberapa aspek yaltu: 

• Pendidikan, balk pendidikan furmal maupun pendidikan dan pelatiban yang 

diikuti. 

• Pengalaman pengawasan yang ditunjukkan melalui besaran angka kredit yang 

berhasil dikumpulkan dalam satu periode wakltL Perolehan angka kredit 

tersebut akan dinilai secara reguler tiap semester. 

PF A dalam rnelaksanakan tugas pengawasan selaln ditentukan olen 

jenjang jabatan yang didudukinya juga ditentukan oleh peran yang diembannya 

yaitu pecan Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim atau Anggota Tim. 

Penentuan peran tersebut disesuaikan dengan sertifikasi yang telah dimiliki PFA. 

Sedangkan karalcteristik profesionalismenya adalah sebagal berikut: 

• Memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidang pengawasan yang 

dibuktikan dengan lui us sertifikasi keahlian dan keterampilan sesual peran dan 

jabatannya; 

• Menerapkan standar audit yang telah ditentukan dalam setiap penugasan; 

• Menjnnjung tinggi kode etik dalarn setiap pelaksanaan tugas; 

• Merne1ihara dan meningkatkan keahlian profesionalnya melalui Pendidikan 

Profesi Berkelanjutan (PPL) sesuai dengan ketentuan; 

• Berpartisipasi dalarn upaya pengembangan profesi melalui keikutsertaan 

da!am organisasi profesi; dan 

• Memelihara kualitas audit melalui upaya reviu rekan sejawat (peer~review). 
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Profesionalisme tersebut dapat diwujudkan melalui pengalaman dalam karier 

jabatan dan melalui dildat sebagaimana PP No. 16 tahun !994 dan PP No. !0! 

tahun2000. 

2.2.5. Kebijakan Pemblnaau 

Di dalam Peraluran Pemerintah no. !6 tahun !994 dinyalakan bahwa 

untuk mewujudkan PNS yang profesional perlu dilalrukan pembinaan jabatan 

fungsional PNS yang dilaksanakan bardasarkan sistem karier dan sistem prestasi 

keJja secara korureptual, konsisten, bertahap dan berkelanjntan dengan mendasari 

pada tata kelola yang balk, yang meliputi: 

I. Peningkatan profusionalisme yang terintegrasi dalam sistem karier dan sistem 

prestasi kruja. Kebijakan ini mendasarkan pada konsep bahwa peningkatan 

profesionalisme <laPat diwujudkan melalui pengalaman dalam menduduki 

jabatan dan melalui diklat. Oleh karena itu, pembinaan profesionalisme tidak 

dapat berdiri sendiri tetapi harus diintegrasikan dalam sistem karier dan sis1em 

prestasi ke~a, sehingga pendidikan dan pelatihan (diklat) menjadi bagian 

integral dari sistem pembinaan PNS yang berkaitan dengan pengembangan 

karier PNS dengan memperhitungkan proses identifikasi kebutuhan, 

perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diklat. 

Sernentata itu ketetkaitan peningkatan profesionalisme, sistem karier dan 

sistem prestasi kerja ak:an terliltat pada pola karier yang dikembangan dalam 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor !9 Talmn 1996 

tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, dan peraturan 

pelaksanaannya yang dirangkum dalarn table 2.3 berikut: 
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Tabel2.3 

Po1a Karier JF A 

Auditor Tram pi I 

Jabatan Peran 

Auditor Pelaksana 

Anggola Pembentukan 
Auditor Tim 
Trampil 

Entry level 

Auditor Penyelia 

Auditor Ahli 

Jabatan Peran 

Auditor Ahli Anggota Pembentukan 
Tim 

Entry level 

Auditor Ahli Muda Ketua Tim 175 

Pengendali 
Auditor Ahli Madya 

Teknis 350 

PengendaH Penjenjangan 
Auditor Ahli Utama 

IV/e 1050 Mutu 
Pengendali 
Mutu 

775 

Pola karier JF A dalam label di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Dalam JFA terdapat jenjang jabatan terampil dan ahli dengan pola 

pembinaan yang memiliki keterkaitan dan keserasian antara jabatan, 

pangkat, diklat, serta pengalaman dalam karier jabatan yang diukur dari 

perolehan angka kredit. Keterkaitan dan keserasian tersebut dirancang 

sedemikian rupa sebagai upaya untuk membentuk, mempertahankan dan 

meningkatkan profesionalisme dan kompetisi yang sehat dalam 

pelaksanaan tugas Auditor. 

b. Pernenuhan sertifikasi dan pencapaian angka kredit kwnulatif sebagai 

persyaratan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat tersebut sejalan 

dengan karakteristik JF A sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 

Pemerintah no. 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS, yaitu 

jabatan fungsional mensyaratkan adanya keahlian dan keterampilan dalam 

pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri. Keahlian dan keterampilan di 

Universitas Indonesia 

Analisis Dampak..., Sujana Gitanegara, FEB UI, 2009



17 

bidang pengawasan tersebut diperoleh melalui pengalaman dalam karier 

jabatan yang tergambar dalam pencapaian angka kreditnya dan 

peningkatan kompetensi melalui dik.lat. 

c. Pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri JF A diartikan sebagai tim mandiri 

yang berimplikasi adanya peran Auditor yang berbeda dalam sebuab tim 

mandiri yaitu Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan 

Anggota Tim. Perbedaan peran dalam sebuah tim mandiri ini tentu saja 

membutuhkan persyaratan kompetensi yang berbeda pada masing-rnasing 

peran. 

d. Pemenuhan persyaratan kompetensi yang berbeda tersebut meliputi 

pendidikan formal, diklat Sertiftkasi JF A dan pendidikan profesi 

berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam pasal II ayat I dan pasal 12 ayat 

1 Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan 

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. 

e. Dalam mengikuti diklat Sertifikasi JFA secara beijenjang dipersyaratkan 

adanya pengalaman kerja yang diwujudkan dalam pemenuhan angka 

kredit sejurnlah tertentu. 

Kebijakan mengenai pelaksanaan diklat dan UJian sertifikasi bagi Auditor 

ditetapkan oleh Kepala BPKP yang tertuang dalam pola pendidikan dan 

pelatihan auditor bagi aparat pengawasan fungsional pemerintah dan sesuai 

dengan kebijakan pembinaan diklat yang ditetapkan oleh Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) yang meliputi: 

a. Pendidikan Formal 

Berdasarkan ketentuan dalam Jabatan Fungsional Auditor untuk dapat 

menjadi Auditor, pendidikan formal yang dipersyaratkan adalah sebagai 

berikut: 

• Untuk Auditor ahli, berijazah serendah-rendahnya Srujana (SI)/ D-IV 

atau yang sederajat dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi 

pembina. 

• Untuk Auditor terampil, berijazah serendah-rendahnya SLTA atau 

yang sederajat dan setinggi-tingginya D-Ill dengan kualifikasi yang 

ditentukan oleh instansi pembina. 
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b. Diklat Sertiflkasi JFA 

Diklat ini diselenggarakan secara berjenjang untuk memenuhi persyaratan 

kompetensi minimal bagi Auditor untuk melaksanakan tugas sesuai 

jenjang peran dan jabatannya dan keberbasilannya dilegalisasi melalui 

kelulusan ujian sertifikasi JFA peda setiap jenjang diklat. Diklat ini 

rnetiputi: 

I) Diklat Sertifikasi Pembentukan Auditor 

2) Diklat Sertifikasi Pindab Jalur 

3) Diklat Sertifikasi Penjenjangan Auditor yang terdiri dari: 

a) Diklat Sertilikasi Penjenjaugan Perau Ketua Tim, 

b) Diklat Sertifikasi Penjenjangan Perau Pengendali Teknis 

c) Diklat Sertiflkasi Penjenjangan Peran Pengendali Mutu 

TabellA 

s J batan. Q!llonlll!!! dan Peran J batan F "ona! Auditor usunan a a Ufig§l 

Jabatan GnL Perao Lulus Sertifikasi 

Auditor Ahli IV/d- IV/e PM Penjenjangan PM 

Auditor Ahli IV/a-IV/c PT Penjenjangan PT 

Auditor Ahti Muda lll/c -lllld KT Penjenjangan KT 

Auditor Ahli 11!/a - (f[fb AT Pembentukan!Pindab Jalur Auditor 

Auditor Trampil 11/b- 11/d AT Pembentukan Auditor Trampit 

c. Ujian Sertifikasi JP A 

Merupakan ujian yang wajib diikuti oteh peserta diktat peda setiap jenjang 

diklat dengan kesempatan ujian maksimal empat kali, yang terdiri dari satu 

kali ujian utama dan tiga kali ujian ulangan dalam waktu dua tabun setetab 

mengikuti diklat. Apabila dalam jangka waktu tersebut beturn lulus maka 

peserta ujian dinyatakan tidak lulus/gugur, dan peserta diwajibkan 

mengikuti kembali program diklat secara penuh dari awal. 

d. Diktat untuk Pengangkatan lnpassing 

Diklat ini diwajibkan bagi PNS yang diangkat ke dalam JP A melalui 

pengangkatan inpassing (penyesuaian) dalam JF A. Bagi Auditor yang 
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diangk.at melalui inpassing dalam jabatan tertentu diwajibkan mengikuti 

diklat sertifikasi yang terdiri dari diklat matrikulasi (tanpa ujian) untuk 

jenjang peran di bawahnya dan diklat dengan ujian sertiftkasi sesuai 

dengan peran dalam jabatannya. Diklat matrikulasi dapat juga digantikan 

dengan mekanisme Ujian Bebas Matrikulasi (UBM). yaitu mengikuti dan 

lui us ujian tanpa mengikuti diklat terlebih dahulu. Sebagai contoh seorang 

Auditor yang diangkat melalui inpassing dalam jabatan Auditor Ahli 

Muda dengan peran ketua tim, maka yang bersangkutan diwajibkan 

mengikuti diklat matrikulasi ahli anggota tim dan diklat sertifikasi 

penjenjangan ketua tim. Diklat matrikulasi ahli anggota tim dapat 

digantikan dengan program ujian bebas matrikulasi. 

e. Pendidikan Profesi Berkelanjutan 

Pendidikan tru bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan 

kemampuan Auditor agar dapat melaksanakan tugas di bidangnya dan atau 

mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sesuai 

perkembangan lingkungan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 

Pelatihan ini dapat berupa kegiatan sebagai berikut: 

• Diklat Teknis Substansi Auditor yang dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan peningk:atan dan persyaratan kompetensi teknis pelaksanakan 

tugas Auditor. 

• Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) yang merupakan bentuk in-house training 

dengan penekanan lebih pada unsur pelatihan (praktis) dan bukan 

pendidikan (teoritis), sehingga metode pelatihannya berupa pemaparan oleh 

pemrasaran dan moderator sebagai pengendali diskusi. 

• Seminar, diskusi panel, dan lokakarya di bidang pengawasan yang 

mencakup current issue pengawasan, penugasan audit yang sedang 

dilaksanakan dan perbaikan/ penyempumaan metode-metode pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi. 

• Penyusunan karya tulis ilmiah di bidang pengawasan yang merupakan salah 

satu kegiatan pengembangan profesi yang dianjurkan. 
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2. Sisrem Karier Jabatan Fungsional Auditor 

Alur pengembaogao karier Auditor melalui promosi (kenalkan pangkat dan 

jabatan), dan diklal yang dibaogun dengan berbasis sistem prestasi kerja dalam 

bentuk pencapaian angka kredit diuraikan sebegai berikut: 

a. Pengangkatan ke dalam JF A didasarkan atas kompetensi/ sertifikasi yang 

bersangkutan dengao mempertimbangkan formasi jabatan, kecukupan 

beban kelja pada unit kelja yang bersangkutan ser1a knaliflkasi pendidikan 

yang sesuai deogan tugas Auditor. 

b. Kenaikan pangkat diperoleh setelah mencapai sejumlah angka kredit 

kumulatif tertentu dan masih berada di dalam jenjang jahatan yang sama, 

serta tidak berhak memperoleh kenaikan pangkat secara reguler. 

c. Kenaikan jabatan dapat diperoleh apabila angka kredit kumulatif tertentu 

terpenuhl dan persyaratan sertifikasi yang dimiliki telah sesuai dengan 

peran dalam jenjang jabatannya. 

Sistem karier dalam JF A tersebut dirancang sedemikian rupa Wltuk 

mewujudkan potensi, kompetensi dan profesionalisme, dan minat Auditor 

dalarn pekerjaan/jabatan secara optimal sehingga diharapkan dapat memaeu 

Auditor dalam memanfaatkan kemampuannya untuk melakukan pekeljaan, 

dan meningkalnya kiuerja dalam suasana kompetisi yang sehat sehingga pada 

gilirannya dapat meningkatkan pula produktivitas dan knalitas kelja 

organisasi. 

3. Sistem Prestasi Kerja Berbasis Aagka Kredit 

Penilaian prestasi kerja Auditor ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 

setelah mendapat pertimbangan dari Tim Peniiai melaiui perhitungan dan 

penetapan angka kredit yang merupakan satuan nilai dari tiap butir kegiatan 

dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiallm yang hams dicapai oleh Auditor 

dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. Aagka Kredit tersebut 

dirancang sedemlkhm rupa sehingga dapat menghasilkan suatu media 

pengukuran yang mernenuhi kriteria berikut 

• spesifik, yaitu teridentifikasi 44 butir kegiatan Auditor yang 

dikelompokkan sesuai dengan jenjang jahatan dan perannya yaug 

menunjukkan tanggung jawab dan wewenang Auditor dalam tim mandiri, 
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kegiatan tersebut meliputi unsur pendidikan, unsur pengawasan, dan unsur 

pengembangan profesi sebagi unsur utama ser1a unsur penunjang 

pengawasan; 

• terukur, yaitu setiap kegiatan Auditor memiliki satuan angka kredit atau 

satuan nilai dari tiap butir kegiatan yang berbeda-beda sesuai dengan 

tingkat kompleksitas kegiatan; 

• terencana, yaitu penetapen satuan angka kredit tersebut didasarkan pada 

jam kelja efektif seorang Auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan 

(1.250 jam dalam setabun), sehingga Auditor ternebut memiliki 

targetlkejelasan waktu yang akurnt dalam mereneanakan dan meniti 

jenjang kariemya; dan 

• orientasi basil, yaitu angka kredit dapat diberiksn bila Auditor telah selesai 

melaksanakan penugasan yang diberikan dengan menunjukkan bukti yang 

menyatakan bahwa penugasan yang dilaksanakan telah memperoleh suatu 

basil. 

2.2.6. Penilaian Prestasi dan Kinerja Auditor 

Penilaian prestasi dan kineJja Auditor antarn laiu dilakukan melalui 

mekanisme pemberian angka kredjt dengan memperhltungkan setiap butir 

kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan penugasan sesuai dengan 

kompleksitas kegiatan dan jenjang jabatan Auditor. Ada pun unsur-unsur kegaiatan 

yang dinilai adalah sebagai berikut: 

I. Unsur Utama: 

• Pendidikan 

Setiap kegiatan pendidikan formal dan memperoleh gelarlijazah serta 

mengikuti atau lulus pendidikan dan pelatihan kedinasan. 

• Pengawasan 

Setiap kegiatan dalam proses penilllian terhadap obyek pengawasan dan 

atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah 

pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan 

terSebut telab sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

• Pengembangan Profesi 
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Setiap kegiatm yang dilakukan untuk meningk.alkan kinelja pekerjaan (job 

performance) melalui keterampilan tertentu, yaitu pelatihan/diklat teknis 

dan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan organisasi. 

2. Unsur Penunjang: 

Setiap kegiatan yang diarahkan pada pemberdayaan diri pribadi yang 

mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan~ antara lain meialui 

kegiatan mengajart mengikuti seminar/lokakarya, berperan dalam 

kepanitiaan dan organisasi profesi. serta memperoleh penghargaan/landa 

jasa. 

2.2. 7. Formasi Jabatan Fun~iooal Auditor 

Formasi Jabalan Fungsional Auditor adslahjumlah dan susunan jabalan fungsional 

Auditor Pegawal Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu saluan orga.nisasi 

pengawasan untuk mampu melaksanakan tugas pengawasan secara profesional dalam 

jangka waktu tertentu. Analisis kebutuhan dan penyediaan pegawat tersebut 

berdasarkan anaJisis terhadap: 

a. Jenis Pekerjaan, yaitu berbagai kegiatan yang barns dilakukan Auditor untuk 

melaksanakan pengawasan yang merupekan tugas dan fungsi masing·masing 

satuan organisasi pengawasan 

b. Sifat Pekeijaan, yaitu berbagai aspek yang mempengarubi waktu penyelesaian 

pekerjaan. 

c. Behan Kerja, yaitu jumlah semua kegiatan/tugas yang harus diselesaikan oleh 

seorang Auditor sehuna periode tertentu dalam keadaan nol1lllll yang diukur 

dengan hari pengawasan (HP). Memperkirakan beben ke(ja dari masing-nwing 

satuan organisasi pengaWllSall dilakukan berdasarkan jumlatt auditan dan jenis 

kegiatan pengawasan yang dilakukan. 

d. Kapasitas Auditor, yaitu kemampuan Auditor dalam melaksanakan betbagai kegiatan 

pengawasan sesuai dengan jenjangjabalan JFA yang telah ditentukan. 

e. Prinsip pelaksanaan pekeljaan, yaitu apakah suatu kegiatan pengawasan barns 

dilaksanakan sepenuhnya oleh satuan organisasi pengawasan alau memerlukan 

dukungan pihak luar organisasi, misalnya akibat kebutuhan tenaga atau 

pengetahuan!keahlian khusus. 
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f. Pernla1an y.mg tersedJa arau dipetkir.!kan aloin fl:rsedia, yaitu makin tinlll!i mutu 

pern1atan y.mg tersedJa pada wn!llt1Il)'R makin sedildt jum!ah pegawai yang 

dibutuhkan. 

Perhitungan Beban Kerja unit ketja pengawasan mandiri didasarkan pada 

rum us: 

(jurnlah auditan x jenis kegiatan audit x rata-rata hari penu!J"SWl audit) + HP 

untuk kegiatan pengawasan lainn)'ll te!l!lllSuk pengembangan profesi (30 %) 

Dengan perincian sebagai berlkut: 

L Jumlah auditan merupakan jumlah ohyek pengawasan yang Ielah ditetapkan oleh 

unit ketja pengawasan mandiri. Dalam menetapkan jumlah auditm atau obyek 

pen~ unit ketja pengawas;anmandiriharus mempertimbangkan: 

a. Skala prioritas, keterbatasan anggaran, dan isu strategis. 

b. Kegiatan pengawasan pada akhimya harus mampu meningkatkan efcktivitas 

sistem pengendalian manajemen auditan sehingga tidak perlu dilakukan audit 

secara terus-menerus setiap tahun terhadap satu ohyek pengawasan yang 

sama. 

c. Kegiatan pengawasan harus mampu mengembangkan sistem pengendalian 

rnanajemen y.mg dapat direplikasi secarn efuktif pada seluruh audillm yang 

memiliki ciri kegiatan sejenis dalam jurnlah banyak. Sehingga terhadap 

seluruh populasi auditan sejenis diterapkan prinsip sampling yaitu hanya 

sebagian yang diaudit. 

2. Jenis Kegiatan Pengawasan: 

a. Kegiatan audi11 seperti audit keuangan, audit operasional1 audit investigasi, 

audit dengan tujuan tertentu, atau audit kinerja 

b. Kegiatan pengawasan lainnya, seperti sosiaJisasi dan asistensi, bimbingan 

teknis dan konsultansi 

c. Kegiatan Pengembangan Profesi 
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3. Rata-rata hari penugasan audit 

a. Bagi unit kerja pengawasan mandiri yang menerapkan 5 hari kerja dalam 

satu minggu rnemiliki karakteristik sebagai berikut: 

• Hari Penugasan rnenurut Surat Tugas rata-rata diperkirakan 15 hari 

ketja yang terdiri dari 2 hari perSiapan, 8 hari pekerjaan lapangan, 5 hari 

pelaporan 

• Setiap penugasan membutuhkan 65 HP per tim audit dengan rincian; 3 

Auditor Terampill Auditor Ahli Pertama masing-masing dengan 15 HP, 

I Auditor Ahli Muda dengan 15 HP, I Auditor Ahli Madyadengan 5 

HP alllu 1/3 HP Auditor Ahli Muda 

b. Bagi unit kerja pengawasan mandiri yang menerapkan 6 hari kerja dalam 

satu minggu memiliki karakteristik sebagai beriknt: 

• Hari Penugasa.n rnenurut Surat Tugas rata-rata diperkirak:an 18 hari 

kerja yang terdiri dari 3 hari persiapan, 10 hari pekerjaan lapangan, 5 

hari pelaporan 

• Setiap penugasan membutuhkan 78 HP per tim audit dengan rincian; 3 

Auditor Terampill Auditor Ahli Pertama masing-masing dengan 18 HP, 

I Auditor Ahli Muda dengan 18 HP, I Auditor Ahli Madyadengan 6 

HP atau 1/3 HP Auditor Ahli Muda. 

4. HP untuk kegiatan pengawasan lalnnya 

HP untuk kegiatan pengawasan lainnya besamya ditetapkan 30 % dari jumlah 

HP untuk kegiatan audit Dalam jumlah HP kegiatan ini termasuk HP untuk 

kegiatan Pengembangan Profesi. Untuk memudahkan perhitungan beban kerja 

dapat digunakan tabel 2.5 sepetti berikut: 
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Tabel2.5 

Tabel Perhitungan Beban Keda 

NO URAIAN 
JUMLAH JENIS JUMLAH 

UNIT KEGIATAN KEGIATAN 

I 2 3 4 (5)-(J)X 

A SA1UANKERJA/ AUDIT AN 

JUMLAH 
B 

KEGIATANIPENUGASAN 

65 atau 78 

c RATA-RATA HP PER TIM 
HP 

D JUMLAil BEBAN KERJA (B x C) 

- ~-

JUMLAH BEBAN KEIUA UN1UK 

E KEGIATAN PENGAWASAN 

LAlNNY A ( 30%x D) 

-·"······-

JUMLAH BEBAN KERJA UNIT 
F 

PENGAWASANX(D+E) 

... ······--------

2.2.7.2. Krireria 

Dalam perhitungan formasi, Auditor Ahli Utama berperan sebagai 

Pengendali Mutu (PM), Auditor Ahli Madya berperan sebagai Pengendali Teknis 

(PT), Auditor Ahli Muda berperan sebegai Ketua Tim (KT), Auditor Ahli Pertama 

dan Auditor Terampil berperan sebegai Anggota Tim (AT). 

Perhitwtgan Forroasi JF A didasarkan atas konsep Gugus T ugas. Seorang 

Auditor Ahli Utama membawabkan maksimal tiga Gugus Tugas. Satu Gugus 
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Tugas (On terrliri dari 13 orang Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dengan 

susunan sebagai berikut: 

Gambar2.l 

Konsep Gugus Tugas 

I 

,'luditor Allli Madya 

. : 

AuditOr Al11i . ll!Uda . 
. . 

. ~ilofAhti 
·-Mu:da 

Auaiiti~ Ahil Pertamal 
-: -Audittir)"~rhpil 

Auditor Ah!i Pertarnat 
_AuditorTrampil 

Auditoi-Ahlt Perfu~­
Audijor Tramjlil 

Auditor Mu Pe-it:i~ 
AuditoiTrarn~il · 

AuditorAhli Pertama/ 
Auditor Tram pi! 

Atlditoi Ahlll'e!tami>l 
AuditorTram~l 

Auditor Ahli Pertama/ 
Auditor Trampil 

I. Fonnasi JFA untuk unit ke!ja yang menerapkan 5 hari ke!ja dalam satu minggu 

dilentukan berdasarkan basil pelhitungan beban kelja unit kelja pengawasan 

mandiri., sedangkan standar formasi JFA didasarkan pada kapasilas normal gugus 

tugas. Kapesitas normal satu gugus tugas (Gn bagi unit kelja pengawasan 

mandiri yang menernpkan lima hari ke!ja dalam satu minggu ada lab 2.600 HP. 

Angka tersebut diperoleh dengan mengkalikan jumlah Auditor dalam satu gugus 

tugas (13 orang) denganjumlah HP minimal untuk naik pangkaltepat waktu (200 

HP). Penerapan konsep lersebut dapat digamharikan sebagai berikut: 
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Tabell.6 

Fonnasi JF A 5 Hari Keija 

Kelompok 
Beban Ketia Unit Ketia 

FormasiJFA 
Pengawasan Mandiri (HP) 

AI Di alas 29.900 12GT 
+4orang 

A2 Di atas 27.300 s.d. 29.900 II GT Auditor Ahli 

Utama 
A3 Di atas 24.700 s.d. 27.300 IOGT 

Bl Di alas 22.100 s.d. 24.700 9GT 
+ 3 orang 

B2 Di alas 19.500 s.d. 22.100 8GT Auditor Abli 

Utarna 
B3 Di alas I 5.900 s.d. !9.500 7GT 

CJ Di alas 14.300 s.d. 15.900 6GT 
+ 2 oraug 

C2 Di atas II. 700 s.d. 14.300 5GT Auditor Ahli 

Utarna 
C3 Di alas 9.100 s.d. 1 1.700 4GT 

- -·······-
Dl Di atas 6.500 s.d. 9.1 00 3GT 

+ 1 orang 

D2 Di atas 3.900 s.d. 6500 2GT AuditorAhH 

----~ .. ·-- Utama 
D3 Sampai dengan 3.900 1 GT 

.. ···-

2. Formasi JFA untuk unit kerja yang menerapkan 6 hari kerja dalam satu 

minggu memiliki kapasitas normal satu gugus tugas sebesar 3.250 HP. 

Angka tersebut diperoleh dengan mengkalikan jum!ah Auditor dalam 

satu gugus tug as ( 13 orang) dengan j um!ah HP minimal untuk naik 

pangkat tepa! waktu (250 HP). Penerapannya digambarkan sebagai berikut: 
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Tabel2.7 

Fonnasi JF A 6 Hari Ke!ja 

Kelompok 
Behan Kelja Unit Kelja 

FottnllSi JF A 
Pengawasan Mandirl (HP) 

AI Di alas 37.375 12GT 

A2 Di atas 34.125 s.d. 37.375 ll GT 
+ 4 orang Auditor 

Ahli Utama 

A3 Di atas 30.875 s.d. 34.125 !OGT 

B I Di alas 27.625 s.d. 30.875 9GT 

B2 Di atas 24.375 s.d. 27.625 SOT 
+ 3 orang Auditor 

Ahli Utama 
-· 

B3 Di alas 2!.125 s.d. 24.375 7GT 

Cl Di alas 17.875 s.d. 21.125 6GT 

C2 Di atas 14.625 s.d. 17.875 SGT 
+ 2 orang Auditor 

Ahli Utama 

C3 Di alas 11.375 s.d. 14.625 4GT 

·-·-

Dl Di atas 8.125 s.d. 11.375 3GT 

D2 Di alas 4.875 s.d. 8.125 2GT 
+ l orang Auditor 

Ahli Utama 

D3 Sampai dengan 4.875 1 GT 

2.3. PERAN DAN I<'UNGSI AUDITOR DALAM SISTEM 

PENGAWASAN INTERNAL PEMERINT AH. 

Paradigma bam terhadap internal Auditor menuntut peran pengawas 

internal tidak sebatas pada "watchdog" lagi melainkm juga pemberian jasa-jasa 

konsultatif dan safe guarding yang dibutuhkan oleh manajemen sehingga 

organisasi yang diawasi dapat meru:apai tujuan dan sasaran yang telah di 
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rencanakan secam efektif, efisien, ekonomis dan sesuai ketentuan perundang­

undangan yang berlaku. 

Peran APIP tersebut terintegrasi dalam siklus manajemen: planning, 

organizing, aclualling, dan con/rolling (POAC) yang dibarapkan di masa 

mendatang, pemberdayaan APIP akan lebih terdorong dengan terbitnya Peraturan 

Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sis1em Pengendalian Internal 

Pemerint.ah (SPIP) oleb Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang 

Yudboyono pada tanggal28 Agustus 2008. 

Peraturnn Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 terdiri atas 4 (empat) bab, 

yaitu bab satu berisi ketentuan umum~ bab dua berisi unsur sistem pengendalian 

intern pemerintah, bab tiga berisi penguatan efektifitas penyelenggaraan SPIP, dan 

bab empat berisi ketentuan penutup, dengan jumleb pasal keseluruhan sebanyak 

61 pasal yang dilengkapi dengan penjelasan masing-masing pasal, dan juga 

lampiran daftar uji pengenda!ian intern pemerintah, sebagai satu kesatuan bagian 

yang tak terpisebkan dari PP ini. 

Peran dan fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerinteb (APIP) yang 

meliputi BPKP, lnspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional 

melaksanakan pengawasan intern, lnspektorat Propinsi dan lnspektorat 

Kabupatenf Kota tercakup dalarn PP nomor 60 tahun 2008, kbususnya bab Ill 

tentang penguatan efektivilas peoyelenggaraan SPIP yaitu untuk memperkuat dan 

menunjang efektivltas sistem pengendalian internal melalui kegiatan audit~ reviu, 

evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. 

Audit yang dilakukan oleh APIP terdiri atas audit kineija dan audit dengan 

tujuan tertentu. Audit kine.lja merupakan audit alas pengelolaan keuangan negara 

yang meliputi: 

a. Audit kine.lja ata• pengelolaan keuangan negara yang meliputi: 

• audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran; 

• audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana~ dan 

• audit alas pengelolaan aset dan kewajiban. 

b. audit kinerja alas pelaksanaan tugas dan fungsi yang meliputi audit alas 

kegiatan peneapaian sasaran dan tujuan. 
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Sedangkan audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidek 

termasuk dalam audit kinerja antrua lain audit investigatif, audit at.as 

penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hallain di bidang keuangan. 

Pelaksa.naan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh 

pejabat yang mempunyai tugas melaksa.nakan pengawasan dan yang telab 

memenuhi syarat kompetensi keablian scbagai Auditor, yaitu melalui 

keikutsertaan dan kelulusa.n program sertifikasi yang ditelapkan oleh inslansi 

pembina jabalan fungaional sesuai peraturan pertu1dang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas audi~ Auditor wajib mematuhi kude etik 

aparat pengawasan intern pemerintab, slandar audit, membuat laporan basil 

pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan lns!ansi Pemerintah yang 

diawasi, dalana hal BPKP melaksanakan pengawasan alas kegialan kebendebaraan 

umum negara, laporan basil pengawasan disampaikan kepada Menteri Keuangan 

selaku Bendabara Umum Negara (BUN) dan kepada pimpinan inslansi 

pemerintah yang diawasi~ secara berkala. BPKP menyusun dan menyampaikan 

ikhtisar laporan basil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Inspektoral Jenderal atau nama 

lain yang secara fungaional melaksanukan pengawasan intern, Inspektorat 

Provinsi, dan lnspektorat Kabupatenl Kota meny11sun dan menyampaikan ikhtisar 

laporan basil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubemur, alau 

bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dan 1anggung jawabnya dengan 

tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, melakukan 

telaaban sejawat, dan harus selalu bersikap independen dan obyektif dalana 

melaksanakan audit. 

Untuk menciptak:an suatu sistem pengendalian intern pemerintah yang 

dapat mewujudkan suatu praktik-praktik good governance, langkah pertama yang 

diamanabkan di dalam PP nomor 60 tahun 2008 adalab memabami terlebih 

dabulu konsep dasar pengendalian intern yang meliputi 5 unsur pengendalian 

coso. 
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S Unsur Peggendalian COSO 

Liogkungan Peogendalian 

Penilaian Resiko 

Kegiatan 
Pengendalian 

Info:rmasi dan 
Komunikasi 

Pemantauan 

l. Lingkungan Pengendaliao (Environtment Control) 
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Lingkungan pengendalian merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang 

mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Artinya apabila lingkungan 

pengendalian menunjukan kondisi yang baik, maka dapat memberi pengamh 

yang cukup haik bagi suatu organisasi, namun sebaliknya, apabila lingkungan 

pengendalian jelek, mengindikasikan bahwa organisasi tersebut tidak sehat. 

Untuk itu saat mendesain SPIP pada U11Silr lingkungan pengendalian hams 

memperharikan: 

• Penegekan integritas dan nilai etika 

• Komitmen terhadap kompetensi 

• Kepemimpinan yang kondusif 

• Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 

• Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat 

• Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan SDM 

• Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif 

• Hubungan kerja yang haik dengan instansi pemerintah. 
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2. PenUaian Resiko (Risk Valuation) 

Penilaian resiko adalah keglatan penilaian alas kemungkinan kejadlan yang 

mengancam peneapaian tujuan dan sasaran Instansl Pemerintah. Melalui 

proses penilaian resiko ini, maka setiap kejadian yang dapat mengbambat 

pencapaian tujuan organisasi dapat diantisipasi seeara optimal. 

3. Aktifitas Pengendalian (Activity Control) 

Aktifilas pengendalian adalah kel>ijakan dan prosedur yang dapat membantu 

memastikan dilaksanakaonya atahan pimpinan lnstansi Pemerintah Wltuk 

mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. 

Aktililas pengendalian meliputi selurah tiegkatan dan fungsi organisasi yang 

tercermin dari adanya persetujuan, o!orisasi~ verifikasi, rekonsiliasi. review 

alas kinerja, keamanan asset dan pemisahan fungsi. Menurut PP 60/2008, 

Kegiatan pengendalian terdiri alas: 

a. Reviu atas kineija Instansi Pemerintah yang bersangkutan; 

b. Pembinaan sumber daya manusia; 

c. Pengendalian atas penge[olaan sistem informasi; 

d. Pengendalian fisik alas aset; 

e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; 

f. Pemisahan fungsi; 

g. Otorisasi alas transaksi dan kejadian yang penting; 

h. Peneatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; 

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 

j. Aku ntabilitas terbadap surnber daya dan pencatatannya; dan 

k. Dokurnentasi yang baik alas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi 

dan kejadian penting 

4. Informasi dan Komuoikasi (Communication and Information) 

Infofilll'tSi dan komunikasi rnengandung arti dalam setiap organjsasi harus 

mengidentilikasikan selurah infonnasi yang dibutubkan dan dikomunikasikan 

kepada pihak-pihak yang membutubkan sesuai kewenangannya. Untuk itu 

dibutuhkan suatu sistem infarmasi yang handal yang dapat memberikan 

infarmasi terkait operasional, keuangan serta perbandingan infarmasi dalam 
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organisasi. Sistem lnfurmasi harus dapat membantu manajemen dalam 

menjalanlrnn dan mengendalikan opernsinya. 

5. Monitoring (Monitoring) 

Monitoring mengandung makna sebagai suatu proses yang menilai kualitas 

dari kinerja sistem pengendalian gnna memastikan apakah suatu kegiatan 

opernsional telah sesuai dengan sistem dan prosedur pengeodalian yang telah 

ditelapkan. Hal ini dapat berupa monitoring saat kegiatan beijalan, eva!uasi 

terpisah atau kombinasi keduanya, dan monitoring atas tindak Ianjut temuan 

audit. 
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DAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

3.1. Sejarah Organisasi 

Perkembangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional 

dimulai semenjak lahimya Republik Indonesia. Pada tahW1 1948 telah ada 

illllpekai·inspeksi di pusat yang rnelakukan tugas pembinaan dan pengawasan 

teknis pendidikan dan kebudayaan, tahnn 1972 struktur organisasi lnspektorat 

Jenderal Depdikbud mulai mengalami perkembangan dao perubahan, hingga saat 

inl berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 tahnn 2005 

tentang Organlsasi dan Tata Kerja lnspektorat Jenderal Departemen Pendidikan 

Nasional, Inspektornt Jenderal Oepartemen Pendidikan Nasional (ltjen 

Depdiknas) mernmping menjadi 4 lnspektorat yang masing-masing mempunyai 

wilayah kerja berdasarkan provinsi dan sekretariat sebagai penunjang kegiatan 

ltjen Depdiknas secara kese!nruhan. Masing·masing Inspektorat dipimpin oleh 

seorang lnspektur (Eselon 11) yang membawahi Jabatan Fungsional Auditor 

(JFA). 

3.2. Vi•i dan Misi 

Inspektorat Jenderal Depdiknas mempunyai visi mewujudkan sistem 

pengawasan yang efektif, efisien, dan berkualitas serta pelaksanaan pendidikan 

yang bersih dati korupsi, kolusi dan nepetisme. Untuk mewujudkan visi tersebut, 

lnspektorat Jenderal Depdiknas mempunyai misi sebagai berikut: 

l. Meningkatkan efek:tivitas pengawasan yang berorientasi akWitabilitas; 

2. Mencegah prnktik korupsi, kolusi dan nepotisme; 

3. Mendorong terwujudnya akuntabilitas unit kerja; 

4. Menlngkatkan profesionalisme aperat peogawasan; 

5. Mengembangkan sistem pengawasan yang lebih mandiri dan obyektif; 

6. Melakukan pelembegaan koordinasi fungsi pengawasan yang dilakukan lintas 

dan multi instansi; 
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7. Menegakkan etika dan moral penyelenggara, pengelola, dan pelaksana 

pendidikan. 

3.3. Slruktur Organisasi 

Struktur organisosi lnspektorat Jenderal Depdiknos diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasiolllll nomor 12 tahun 2005 dan digambarkan seperti pada 

gambar 3.! berikut: 

Gambar3.l 

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal herdasarkan Peratutan Menteri Pendidikan 

~i!!nal Ngmor 12 Tabun 2005 
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3.4. 'l'ugas dan Fungsi 

Tugas dari lnspektorat Jenderal Depdikn~C> adalab melakukan pengawasan 

fungsionaJ dengan objek sebagai berikut: 

I. Subtansi bidang yang terdiri alas pendidikan tinggi, kepegawaian, keuangan 

dan perlengkapan 

2. ± 2.469 Unit keija dengan rincian sebagai barikut: 

• 7 unit utama 

• 7pusat 

• 82 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 
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• 2.304 Perguruan Tinggi Swasta(PTS)I Kopertis 

• 69 Unit Pengendali Teknis (UPT) 

• Satuan Pendidikan di Luar Negeri 

3. Dana dekonsentrasi 

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

5. PNBP 

6. Block Grant 

1. APBN Depdiknas 

Sedangkan fungsi yang dijalankan oleh Inspektorat Jenderal Depdiknas adalah 

sebagai berikut: 

I. Perumusan Kebijakan 

2. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional 

3. Pelaksanaan Fasilitasi 

4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan 

5. Pelaksanaan Urusan Administrasi 

3.5. Data Pegawai lnspeklnral Jenderal Dcpdiknas 

36 

Berikut adalah data kepegawaian lnspektorat Jenderal Depdiknas per 31 

Desember 2008 yang diperoleh dari bagian Tatalaksana dan Kepegawaian 

Inspektorat Jenderal Depdiknas. 

Tabel3.1 

Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan 

Jumlah Total PNS ltjen 454 

a. Jumlah Pejabat Struktural . 24 

b. Jumlah Pejabat Fungsional Auditor . 265 . 

c. Jumlab Staff . 165 . 
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Gambar3.2 
Rekapitulasi Pegawai lljen Depdiknas Berdasalkan Jabalan 

c_ Jurolah Sial! 
165 

a_ Jurolah Pejabal 
StrukWral; 24 

Jurolall Pejabat 
Fllll!JSional 

Auditor, 265 

(sumber: Kepegawaian Itjen Depdikna.' 2008) 

Gambar3.3 

i tn Jumlah Pejabat 
! struktural 
i • b_ Jumlah Pejabal 
' Fungsional Auditor 

Jurolah Sial! , 

·······~~··----_j 

Rekapitulasi pegawai berdasart<an jenis kelamin 

b. Perempuan; 
142 

a_ Laki-laki; 312 

' 

i 
Ill a. Laki-laki - 11 

n Peremp!JaflJ I 

I 
' 

----"'""" -------

(sumber: Kepegawaian lljen Depdilmas 2008) 
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Tabel3.2 

Reka(litulasi Pegawai !;le~an Insoektorat/ Bastian 

InspekturJender.d 

~ --·------------
Sekretaris Itjen . 
a. lnspektorat I . 74 . 

b. Inspektorat II . 78 . 
c. Inspekturat III . 75 

d. Inspektomt IV . 74 

e. Bagian Perencanaan . 20 

g. Bagian Tatalaksana & Kepegawaian . 32 

g. Bagian PLP . 26 ' 

h. Bagian Umum : 70 
--~--

LKORPRI . 3 . 

Jumlah 454 
. . . 

(sumber: Kepegawruan ltjen Dep<hknas 2008) 

Tabel3.3 

Rekaoitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Strukturnl 

a.lnspekturJender.U I 

b. Sekretaris 1\ien I 

c. lnspektur . 3 

d. Kepala Bagian 4 

e. Kepala Subbagian . 10 

f. Sekretaris KORPRI . l 

g. Wakil Sakretaris KORPRI . 1 . 
--·-

h. Pembantu Pimpinan . 127 ' 

---~-----

i. Pelaksana . 41 . 

Jumlah . 189 ' 

. . ' (sumber: Kepegawatan 1\jen Depdilmas 2008) 

Universitas Indonesia 

Analisis Dampak..., Sujana Gitanegara, FEB UI, 2009



39 

Tabel3.4 

Rek!!J1itulasi Pegawai Be~an Jabatan Ftmi!Sional 

a. Auditor Abli Utama . 4 

b. Auditor Abli Madya 108 

c. Auditor Abli Muda . 76 . 
d. Auditor Ahli Pertama 43 

e. Auditor Penyelia . 19 

f. Auditor Pelaksana Lanjutan 14 

g. Auditor Pelaksana I 

Jumlab . 265j . 
. . . 

(sumber: Kepegawruan ltJen Depdtknas 2008) 

Tabel3.5 

Reka 'tulasi Pe!ll!wai Berdaswkan Panokatl Golo oan R' n 

Pangkat Gol Total Auditor Sekretariat 

Pembina Utama !Y/e . I 0 I 

Pembina Umma Madya IV/d 5 4 I 

Pembina Umma Muda !VIc 23 20 3 

Pembina Tk I IY/b 40 37 3 
. ·-···· 

Pembina Nla . 66 6! 5 

Penata Tk I IIUd . 91 82 9 . 
Penata HUe . 57 25 32 

Penata Muda Tk I HUb . 76 25 51 
-

PenataMuda Ill! a . 53 10 43 
c-o:-·----
Pengatur Tk I !Ud 13 I 12 

Pengatur !Uc 14 0 14 

Pengatur Muda Tk I ll/b 3 0 3 
..•..••.... 

Pengatur Muda Til a . 12 0 12 

Jurnlah . 454 265 !89 . 
-. . 

(surnber: Kepegawruan ltJen Depdiknas 2008) 
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--------------------------··------

Gambar3A 
RekapiUJasi pegawai berdasaikan Pa!IJkaU Gon11Jan 

., 
"' 70, 

fll 

"' 40 

........___ _________ E I 
~ 

JO 

"' 
10 

0 

w• w~ WI< w• Nla Ill It lb .. rc lb i'a ' 

--- ------- ..... J 
( sumber: Kepegawaian Itjen Depdiknas 2008) 

Gambar3.5 
Rekapitulasi Gegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

300.------_,~---------------

250 +------------
200 
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100 ........ 94 ______________ _ 
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(sumber: Kepegawaian Itjen Depdiknas 2008) 
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Gambar3.6 
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Latar Pendidikan 

76 

i 
70 + -----------------~ -----------------------

' ! 
65 
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' _; 
i 

: r--__ - ~~-- -- =:-~ ~-
-------------------·--·----~ - -
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(sumber: Kepegawaian ltjen Depdiknas 2008) 

Tabel3.6 

Rekanitulasi Auditor Berdosarkan Sertifikasi Pernn/ Penieniangan JF A 

No UnitKerja TJ T A KT l'T PM I 
l lnspeklorall 1 10 7 18 28 1 65 

r-:.- --·---
2 lnspektorat n 0 8 16 18 24 2 68 

c-::-
3 lnspeklornt III I 8 9 16 31 2 67 

4 lospektora!IV 0 7 16 20 20 2 65 

Jumlab 2 33 48 72 103 7 265 
·-- -----····· . . (sumber: Kepegawamn I!Jcn Dcpdiknas 2008) 
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Keterangan: 

TJ : Tidak jelas sertifikasinya/ bel urn ditemukan bukti sertifikasinya 

T : T erampil/ anggota 

A : Anggota 

KT : Ketua Tim 

PT : Pengendali Teknis 

PM: Pengendali Mutu 

I : Jumlah 

Tabel3.7 

Reka~itulasi Auditor Berdasarkan Jabatan 

No UniiKerja AU AM 

1 lospektorat I 0 29 

lnspektorat 

2 II I 25 

Inspektorat 

3 Ill I 33 

Inspektout 

4 IV 2 21 
r--~ -· . 

Jumlah 4 108 

AMu 

20 

20 

14 

22 

76 
. . (somber: Kepegawruan lgen Depdiknas 2008) 

Keterangan : 

AU : Aodilor Utama 

AM : Auditor Madya 

AMu : Auditor Muda 

AP : Auditor Pertama 

TPy : Terampii PenyeHa 

TPL : T errunpil Pelaksana Lanjut 

TP : T errunpil Pelaksana 

AP Tl'y TPL 

6 4 5 

14 6 2 

10 6 3 

13 3 4 

43 19 14 

42 

TP Jumlah 

1 65 

0 68 

0 67 

0 65 

I 265 
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3. 6. Jenis Pengawasan dan Pemeriksaan 

Jenis pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen 

Pendidikan Nasional meliputi: 

I. Pemeriksaan wnum, merupakan kegiatan pengawasan secara berkala ternadap 

tugas dan fungsi satuan kerja di linglrungan Departemen Pendidikan Nasional 

dan pengawasan rerhadap program yang dibiayai dengan anggaran 

Departemen Pendidikan Nasional; 

2. Pemeriksaan khusus. merupakan pemeriksaan terhadap kasus tertentu atas 

pengaduan roasyarakat, media massa dan permintaan pimpinan unit kerja; 

3. Inspeksi mendadak, merupakan pemeriksaan secara langsung untuk melihat 

kesiapsiagaan unit kerja oleh unsw: pimpinan Inspektorat Jenderal Deprutemen 

Pendidikan Nasional; 

4. Pemantauan tematik, merupakan pemantauan dan pengendalian terhadap 

program-program pendidikan yang menjadi isu nasional yang strategis; 

5. Pengawasan dini, merupakan pemeriksaan temadap program dan kegiatan 

pendidikan yang akan dan atau sedang berjalan; 

6. Post audit. merupakan pemeriksaan temadap program atau kegiailm 

pendidikan yang telah selesai, khususnya pengadaan barang/ bangnnan dan 

Jasa; 

7. Audit dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus (DAK), merupakan 

pemeriksaan terhadap program dan anggaran yang didukung dana 

dekonsentmsi dan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan; 

8. Audit kinerja, merupakan pemeriksaan rerbadap kinerja suatu instansi atau 

unit kelja untuk mengetahui tampilan suatu entitas; 

9. Pemeriksaan di helakang meja (desk audit), merupaka pemeriksaan dengan 

menelaah, meneliti, dan menganalisis data dan laporan; 

I 0. Pengawasan represif, merupakan penelaahan peraturan daerah dan keputusan 

kepala daerah yang barkaitan dengan pendidikan;. 

11. Monitoring, merupakan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil 

pemeriksaan internal, ekstemal, dan pengawasan masyaralrat; 
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12. Pengawasan masyarakat, merupakan aktivitas lnspektorat Jenderal Depdiknas 

menindak.lanjuti partisipasi masyarakat (pengawasan masyarakat) dalam 

bentuk pemeriksaan maupun pemantauan; 

13. Pemeriksaan akhir jabatan dan pemberian pertimbangan, merupakan 

pemeriksaan terhadap kinerja pejabat yang akan mengakhiri masa jabatan, 

sedangakan pemberian pertimbangan adalah penelitian terhadap rekam jejak 

(track record) kinerja seseorang yang diusulkan untuk menduduki jabatan di 

lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; 

14. Reviu laporan keuangan, merupakan telaahan terhadap laporan keuangan 

Departemen Pendidikan Nasional atas kewajaran penyajiarutya sesuai dengan 

Sistem Akuntansi lnstansi (SAl) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

dengan harapan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia; 

IS. Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lak.ip), merupakan 

evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip) yang 

disusWI oleh Departemen Pendidikan Nasional. 

3. 7. Sasaran Pemeriksaan 

Sasaran pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional 

dikelompokkan berdasarkan Inspektorat sebagaimana lampiran 1. 
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BAil IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

4.1~ Analisis Formasi Auditor Berdasarkan Pedoman Perumusan Formasi 

BPKP 

Berdasarkan pedoman perumusan fonnasi Auditor yang dikeluarkan BPKP 

selaku pembina APIP, akan dianalisis formasi Auditor I\ien Depdiknas untuk U!hun 

2009 dengan prosedur sebagai berikut: 

l. Menghitung jumlah sasaran andit sebagaimana tertuang pada program keda 

pengawasan tahunan (PKP1) U!hun anggaran 2009 untuk masing-masing 

lnspektorat ltjen Depdiknas (A) 

2. Menghitung jumlah kegiatan/ penugasan (B) dengan cara menjumlahkan 

PKPT tahun 2009 masing-masing Inspektorat l*n Depdiknas. 

3. rnenentukan rata-rata hari pengawasan (HP) per tim (C) dengan ketentuan: 

Bagi unit kerja pengawasan yang menerapkan 5 hari kerja dalam satu 

minggu: 

• Hari penugasan menurut surat tugas rata-rata diperkirakan 15 hari kerja 

yang terdiri dari 2 hari persiapan, 8 hari pekeljaan lapangan, 5 hari 

pelaporan 

• Setiap penugasan membutuhkan 65 HP per tim audit dengan rincian; 3 

Auditor Terampilf Auditor Ahli Pertama masing-masing dengan 15 HP, I 

Auditor Ahli Muda dengan 15 HP, 1 Auditor Ahli Madya dengan 5 HP 

atau 113 HP Auditor Ahli Muda. 

4. Menghitung jumlah beban ketia (D) dengan cara mengalikan jumlah 

kegiatanlpanugasan (B) dengan rata-rata HP per tim (C) 

5. Menghitung jumlah beban kelja 1ll1luk kegiatan pengawasan lainnya (E) sebesar 

30"A> x jumlah heban kelja (D) 

6. Menghitung jumlah beban kelja dengan cam menjumlahkan jumlah beban ketia 

(D) dengan jumlah beban kelja untuk kegiatan pengawasan lainnyd (E). 

Langkah I sampai 6 depat disederllanakan dalam tabel berikut: 
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Tabel4.1 

Perllltung!!!! Beban K;ma 

NO URAIAN 
JUMLAH JENIS JUMLAH 

UNIT KEGlATAN KEGlATAN 

I 2 3 4 (5) (3)X 

A SATUAN KERJA/ AUDIT AN 

JUMLAH 
B 

KEGlAT ANIPENUGASAN 

65 alau 78 
c RATA-RATA HP PER TIM 

HP 

D JUMLAH BEBAN KERJA (B x C) 

JUMLAH BEBAN KERJA UNTUK 

E KEGIATAN PENGAWASAN 

LAINNY A ( 30"/o x D ) 

JUMLAH BEBAN KERJA UNIT 
F 

PENGAWASANX(D+E) 

---
(Somber: Lampu-.m Keputusan Kcpala BPKP, Nomor : Kep-971/SU/2005) 

Sebelum memasuki langkah berikutnya perlu diketalrui bahwa pcrllltungan 

furmasi JF A didasarkan alas konsep gugus tugas. Seorang Auditor Ahli Utama 

membawahkan maksimal tiga gugus tugas. Satu Gugas Tugas (1 GT) terdiri dari 

13 orang Pejabat Fungsional Auditor (PF A) dengan susunan sebagai barikut: 
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Konsep Gugus Tugas 
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jumlah beban ke~a tersebut 

dibandingkan dengan beban ke~a unit ke~a pengawasan mandiri (HP) yang ada pada 

!abel formula perhitungan formasi berikut: 
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Tabel4.2 

F . JFA5 H . K . ormasr an e[Ja 

Kelompok 
Behan Kerja Unit Kerja 

FormasiJFA 
Pengawasan Mandiri (HP) 

AI Di alas 29.900 12GT 
+4 orang 

A2 Di alas 27.300 s.d. 29.900 II GT Auditor Ahli 

Utama 
A3 Di alas 24.700 s.d. 27.300 lOOT 

Bl Di alas 22.100 s.d. 24.700 9GT 
+ 3 orang 

82 Di alas 19.500 s.d. 22.100 8GT Auditor Ahli 

Utama 
83 Di alas 15.900 s.d. 19.500 7GT 

Cl Di alas 14.300 s.d. 15.900 6GT 
+2 orang 

C2 Di alas 11.700 s.d. 14.300 5GT Auditor Ahli 

Utama 
C3 Di alas 9.100 s.d. II. 700 4GT 

Dl Di alas 6.500 s.d. 9.100 JGT 
+ I orang 

D2 Di alas 3.900 s.d. 6.500 2GT Auditor Ahli 

Utama 
D3 Sampai dengan 3.900 I GT 

. 
(Sumber. Larnprran Keputu.san Kepala BPKP, Nomor: Kep-971/SU/2005) 

8. Setelah diketahui kelompoknya maka diketahuilahjumlah formasi JF A yang 

sesuai. 

Selanjutnya Prosedur di atas diternpkan untuk menganalisis formasi Itjen Depdiknas 

per 31 Desember 2008 dengan analisis sebagai berikut: 
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lnspeklo!ll! Jenderal Departemen Pendidikan Nasional yang lerdiri alas 4 

Inspeklollll menerapkan 5 bari ke!ja dalam satu minggu. Masing-masing lnspektorat 

berdasarium analisis program kerja pengawasan tahunan (PKPT) tahun anggaran 

2009 memi1iki perhitungan beban kerja sebagai berikut: 

4.1.1. Perbitung;rn Behan Keija lnspektorat I 

Data Awal (Jumiah Sasaran Audit berdasarkan PKPT !nspektorat I): 

Tabel4.3 

PKPT Ins kto t I T h 2009 ~· ra aun 
--·-------

JUMLAH JENIS JUMLAH 
NO. URAIAN 

UNIT KEGIATAN KEGIATAN 

I 2 3 4 (5)={3)X(4) 

A PKYf Non Dekon 
--------.----

DKJ Jakarta 3 l J 

Riau 5 I 5 

Kep.Riau 2 I 2 

Lampuug 6 I 6 

Jawa Barat 20 I 20 

Kalimantan Se1atan 1 I 7 

Sulawesi Utara 7 1 7 

NTT 6 l 6 

nku 4 1 4 

Dana Dekon 
--··---
8 l 8 

-- ·----·--
Kep.Riau 7 I 7 

Lampung 8 I 8 

Jawa Barat IS I 15 
-

Kalimantan Selatan 8 l 8 

Sulawesi Utara 8 1 8 
·--·~-- ------ ----I--·-··· 

NTT 8 l 8 
.. 

Maluku 7 1 7 
. . (sumber: Bag1an Perencanaan I!jen Depdilrnas) 
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lnspektorat I menerapkan 5 hari kelja pengawasan dalam senunggn 

sehingga sesuai pedoman fonnasi maka nilai rata-rata hari pengawasan (HP) per 

timnya adalah 65 dan tahel fonnasi yang akan dignnakan adalah fonnasi JFA 5 

hari kelja. 

Analisis perhitungan data: 

Tabel4.4 

Analisis Beban Keria lnsoektorat 1 

NO. URAIAN JUMLAHUNIT 
JENIS IUMLAH 

CAN CAN 
I 2 3 4 

A ~NonDekon 
3 I 3 

~~Riau s I s 
2 I 
6 I 6 

' Jawa B""l 20 I_ 20 
7 7 

i Utara 7 I 7 
NTI 6 l 6 

4 I 4 

~DsnsDekon 
8 8 

Kep. Riau 7 
8 8 

Jawa Barn! IS I IS 
8 I 8 

~Utara 8 8 
8 8 

=NIPENUGASAN 

7 7 

B 129 

c :;, dalam• 
• '""' \J hari 65 

D 
~ 

[ B x':) 8.38S 

' u" \U" 
E KEG !AT AN PENGA WASAN 2.Sl6 

LAINNYA ( 30% x D) 

F JUMLAH BEBAN KERJA ( D + E ) 10.901 

Dari pethitungan di atas diperoleh jumlah hehan ketja (JBK) Inspektorat I di 

tahun 2009 adalah sebesar l 0.901. Kemndian dibandingkan dengan tahel fonnasi JF A 
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5 hari kerja karena Inspektorat I menerapkan 5 hari kerja pengawasan dalam 

seminggu. 

Tabel 4.5 

Fonnasi JF A 5 Hari Keria Sebaeai Pembanding JBK Insoektorat I 

Kelompok 
Behan Kelja Unit KeJja 

FonnasiJFA 
Pengawasan Mandiri (HP) 

AI Di atas 29.900 12GT 

A2 Di atas 27.300 s.d. 29.900 II GT + 4 orang Auditor Ahli Utarna 

A3 Di atas 24.700 s.d. 27.300 IOGT 

81 Di atas 22.100 s.d. 24.700 9GT 
82 Di atas 19.500 s.d. 22.100 8GT + 3 orang Auditor Ahli. Ulama 

83 Di atas 15.900 s.d. 19.500 7GT 
Cl Di aias 14.300 s.d. 15.900 6GT 

C2 Di at:as I 1.700 s.d. 14.300 5GT + 2 orang Auditor Ahli Utarna 

C3 Di alas 9.100 s.d. 11.700 4GT 

Dl Di alas 6.500 s.d. 9.100 3GT 

D2 Di atas 3.900 s.d. 6.500 2GT + I orang Auditor Ahli Utama 

D3 Sampai dengan 3.900 I GT 

Dari basil perbandingan dapat diketahui bahwa formasi JFA untuk 

Inspektomt I Iljen Departemen Pendidikan Nasional masuk dalam kelompok C3 

yaitu 4 gugus tugas (4GT). Karena 1 gugus tugas terdiri dari 13 Pejabat 

Fungsional Auditor, maka formasi untuk 4 gugus tugas adalah sejumlah 4 x 13 ~ 

52 PF A ditamhah dua Auditor Ahli Utama. Rincian 4 gugus tugas tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Formasi Auditor Insoektorat I Tahun 2009 

Formasi 2009 

Komposisi Auditor Pertama/ Auditor Auditor Auditor 
Jumlah 

terampil Mud a Madya Uta rna 

1 gugus togas 9 3 I I 14 

4 gugus lugas 36 12 4 2 54 

Sedangkan kondisi yang ada adalah seperti tabel berikut: 
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Tabel4.7 

Rekaoitulasi Auditor lns~rnt I l!'l' 31 Desember 2008 

Unit Kcrjl 
Aatfrtor Pertamal Audilor Muda Auditor Auditor 

Jumlab ........ Mid )'II tif:.m• 

hu:pektont t 16 2ll ,. • 65 

Dengan membandingkan tabel4.7 terhadap tabel4.6 di atas diperoleh kesimpulan 

bah"'" kondisi jurnlsh Auditor lnspektorat I Iijen Depdiknas secara jumlsh telsh 

melebihi kebutuhan minimum, namun dari sisi jabatan tampak cukup besar 

perbedaan dengan harapan idealnya. Berikut perbandingannya: 

Tabel4.8 

Perbandinfl,l!!! Jumlah Auditor Berdasarkan l'onnasi dengan Kondisi Yang Ada di 
t l: 

Perban.diagan Auditor Pertamfll Auditor Auditor Auditor Jamlab tentmpil Mud a Madya Utama 

~Kondisi yang ada !6 20 29 0 65 
Fonnasi 2009 36 12 4 2 54 -·-- . 
Selisih .:.20 8 25 ·2 II 

Secara kwnulatif jwnlab Auditor lnspektorat I kelebihan II PFA, namun 

demikian jika ditinjau darl segi jabatan dan peran fonnasi maka lnspektorat [ 

kektuangan 20 orang Auditor Pertama yang berpentn sebagai anggota tim, 

kelebiban 8 orang Auditor Muda yang berperan sebagai ketua tim, kelebihan 25 

Auditor Ahli Madya yang berperan sebagai Peogendali Teknis dan kektuangan 2 

Auditor Utama sebagai Pengeudali Mutu. 

Dengan kondisi tersebut sudsh pasti akan leljadi penyimpangan pentn 

Auditor dalam tim guna memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Atau dengan kata 

lain seorang Auditor Madya dimungkinken bisa berperan sebagai Pengeudali 

Mutu, Pengendali Tekni.s, Ketua Tim atau anggota; seorang Auditor Muda bisa 

berperan sebagai Ketua Tim atau Anggota. Hal tersebut tentunya akan 

berpengaruh terhadap koefisien perhitungan angka keedit, dimana seorang Auditor 

akan dirugikan ketika harus berperan di bawab sertifikasi yang dimilikinya yaitu 

90% X angka kredit yang diperolebnya atau akan diuntungkan jika harus berperan 

di atas sertifikesi yang dimilikinya yaitu II 0"/o X angka keedit yang diperolebnya. 
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4.1.2. Perhitungan Beban Kega lnspektgrat II 

Data Awal (Jumlah Sasaran Audit berdasarkan PKPT lnspektorat II): 

Tabel4.9 

PKPT lnsJl!lklora! II Tahun 2009 

NO. URAIAN 
JUMLAH JENIS JUMLAH 

UNIT KEGIATAN KEGIATAN 
I 2 3 4 (5F{3)X(4) 
~ 

PK.Pl' Non Delron 

NAD 5 I s 
I 5 I 5 

3 I 3 

B-n 2 I 2 
I& I l& 
4 1 4 
2 1 2 

NTB 3 I 3 

14 I 14 
mwl l! I I I 

Ben•kul,l! 14 1 14 
Banten II l 11 
Jawa Timur JJ I II 
Kalimantan Barat 11 1 11 
Sulawesi Ten~Rra 11 I II 
NTB 11 I II . 

(sumber: Bag1an Perencanaan !~en Depd1knas) 

Analisis perbitungan data: 

Tabel4.lll 

Perhitungan Behan Kega Inspektorat II 

NO. URAIAN 
JUMLAH JEl•llS JUMLAH 

UNIT KEGIATAN KEGIATAN 
I 2 l 4 5 

B JUMLAH 136 
KEGJATANIPENUGASAN 
RATA:RATA11P PERTIM (5 hari 

·-·· 

c ketia per min>t<ul 65 

D JUMLAH BEBAN KERJA ( B x C) 8.&40 
JUMLAH BEBAN KERJA UNTUK 

B KEG !A TAN PENGAW ASAN 2.652 
LAINNY A (311% x D ) 

F JUMLAH BEBAl'l KERJA ( D +E) 11.492 
-···-
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Dari pedtitungan di alas dipero1eh jumlah beban ketja Inspektom. II di tahun 

2009 adalah sebesar 11.492. Kemudian dibandingkan deng;1n tahel fonnasi 1F A 5 hari 

kerja mengingat Inspektorat II menerapkan 5 hari kerja pengawasan da1am 

serninggu. 

Tabel4.11 

Fonnasi 1F A 5 Hari Ke!ia Seb!lgai Pembanding JBK Inspektorat II 

Kelompok 
Bellon Kerja Unit Kerja 

Formasi JFA l'engaWliSOilMandirl(HP) 

At Di atas 29.900 l2GT 
A."l ~ ~ 

-!iGT + 4 orang Auditor Altli Utama 
A3 i atns JOGT 
B: is . . 24.700 
82 

l~ ;± [i + 3 Ql'aDg Auditor Ahti Utama 
ll3 

r 5GT 
C2 

i"""l~ ·~ 
5GT + 2 orang Auditor Ahli Utama 

"' 4GT Dl Di is.d.9.100 3GT 

D2 Di i-~.d:6:soo- 2GT +I orang Auditor Ahll Utama 

03 Sampai dengan 3.900 l GT 

Dari hasil perbandingan dapat diketahui bahwa fonnasi JFA untuk 

lnspektorat II Igen Departemen Pendidikan Nasional masuk dalam kelompok C3 

yaitu 4 gugus togas (4GT). Karena 1 gugus tugas terdiri dari 13 Pejabat 

Fungsional Auditor, maka fonnasi untuk 4 gugus tugas adatah sejumlah 4 x 13 = 

52 PFA ditambah dua Auditor Abli Utama Rincian 4 gugus tugas tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Tabel4.12 

Po as· A d"to Ins~k:t t II Tah 2009 rm I u l r ora un 

Formasi 2009 ----
Komposisi Auditor 

Auditor Auditor Auditor Pertamal Snmlah 
terampil Muda Madya Utama 

------~ 

I gugu.s tuP!~·-~~ 9 3 I l 14 

4 gug~-~!!tas 36 12 4 2 54 

Sedangkan kondisi yang ada adalah seperti tabel berikut: 
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Tabel4.13 

Rekaoitulasi Auditor lnsoektorat II oer 31 Desember 2008 

Auditor 
Auditor Auditor 

Uoit Kerja Pertama/ Auditor Muda 
Madya Utama 

Jumlah 
terampil 

lnspektorat U 22 20 25 I 68 

Dengan membandingkan label 4.13 terhadap label 4.12 di alas dipero1eh 

kesimpulan bahwa kondisi jumlah Auditor lnspektorat li ltjen Depdiknas secara 

jum1ab te1ab me1ebihi kebutuban minimum, namun dari sisi jabatan tampak cukup 

besar perbedaan dengan harapan idealnya. Berikut perbandingannya: 

Tabel4.14 

Perbandinean Jumlah Auditor Berdasarkan Formasi denean Kondisi vane Ada di 
lnsoektorat II Per 31 Desember 2008 

Auditor Auditor Auditor 
Perbandingan Pertamal Auditor Moda 

Madya Utama 
Jumlah 

terampil 

Kondisi yang ada 22 20 25 I 68 
Formasi 2009 36 12 4 2 54 
Selisih -14 8 21 -I 14 

Secara kumu1atif jumlab Auditor lnspektorat II kelebihan 14 PF A, namun 

demikian jika ditinjau dari segi jabatan dan peran fonnasi maka Inspektorat II 

kekwangan 14 orang Auditor Pertama yang berperan sebagai anggota tim, 

kelebihan 8 orang Auditor Muda yang berperan sebagai ketua tim, kelebihan 21 

Auditor Ahli Madya yang berperan sebagai Pengendali Teknis dan kekurangan I 

Auditor Utama sebagai Pengendali Mutu. 

Dengan kondisi tersebut sudah pasti akan terjadi penyimpangan pecan 

Auditor dalam Tim guna memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Atau dengan kata 

lain Seorang Auditor Madya dimungkinkan bisa berperan sebagai Pengendali 

Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim atau anggota; seorang Auditor Muda bisa 

berperan sebagai Ketua Tim atau anggota. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh 

terhadap koefisien perhitungan angka kredit. dimana seorang Auditor akan 

dirugikan ketika harus berperan di bawah sertifikasi yang dimilikinya yaitu 90% 

X angka kredit yang diperolehnya atau ak:an diuntungkan jika harus berperan di 

alas sertifikasi yang dimilikinya yaitu 110% X angka kredit yang diperolebnya. 
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4. 1.3. Perbitungan Behan Kmja Inspektorat III 

Data Awal (Jumlab Sasaran Audit berdasarkan PKPT lnspektorat III): 

Tabci4.1S 

PKPT insiljlktorat Ill Tabun 2009 

to. JUMLAH JENJS 
--:-

JUMLAH 
URAIAN 

UNIT KEGIATAN KEGIATAN 

T 2 3 4 (5F(3)X(4} 

PKPT Non Dekon 

OK! Jakarta 7 I 7 

Sumbar 8 I 8 

DIY 9 I 9 

Kalimantan Timur 5 I 5 

Gorontalo 2 I 2 

Maluku Utara 3 I 3 

Irian Jaya Barat 0 I 0 

Papua 4 l 4 
'' 

PKPT Dana Dekon 
""'"" 

DK!Jakarta 14 1 

Sum bar 10 I 10 
---DIY 10 I 10 

-·--
Kalimantan Timur 10 I 10 

Gorontalo 9 I 9 

Maluku Utara 9 I 9 
r--- Irian Jaya Bamt 11 I ll 

Papua 11 1 !I 
' ' ' (sumber: BagJan Perencanaan ltjen Depdiknas) 
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Analisis perhitungan data: 

Tabel 4.16 

~erhitungan Beban Kerja Inspektorat III . 
NO. URAIAN UNIT ~ ~ I ~ 3 

1 Dekon 
7 l 

~ 
s 
9 

Timur 5 1 
2 1 
3 l 3 

:lrian 0 1 0 

i E"'"'" 4 ' 4 

~ 14 1 
!0 I !0 

DIY 10 I !0 

~ 
_10 I 10 
9 ' 9 
9 1 9 

' Irian " I 1: 
Paoua 11 1 II 

B 
1111A~AN 

lOS 

c .TlM 65 

D C) 
BEBAN KERJA ( B • 7.020 

E UNTUK KEGIATAN 
2.106 PENGAWASAN LAlNNYA ( 

'"'"'<D) 

F JUMLAH BEBAN KERJA ( D + 
9.126 E) 

Darl perllil!mgan di alas diperoleh jumlah be ban ketja Inspektomt ill di !alum 

2009 adalnh sebesar 9.126. Kemudian dibandingkan dengan label Formasi JF A 5 hari 

kerja mengingat lnspektorat III menempkan 5 hari kerja pengawasan dalam 

seminggn. 
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Tabel4.17 

Fonnasi JF A 5 Hari Karia SebaQai Pembandine JBK lnsvektomt Ill 

Kelampok 
Beban Kerja Unit Kerja 

FormasiJFA 
Pengowasan Mandiri (HP) 

AI Di alas 29.900 l2GT 

A2 Oi atas27.300 s.d. :29,900 IIGT 
+ 4 orang Auditor 

Ahii Utama 
A3 Di atas24.700 s.d. 27.300 lOGT 

Ill Di atas 22.100 s..d, 24.700 9GT 

B2 Di atas 19500 s.d. 22.100 8GT 
+ 3 orang Auditor 

Ahii Utama 
B3 Di atasl5.900s.d.l9.500 7GT 

Cl Di atas 14.300 s.d. !5.900 6GT 

C2 Oi a1tis 11.700 s.d.. !4.300 5GT 
+ 2 orang Auditor 

Ahli Utama 
C3 Diatu !UOOs..d.l1.700 4GT 

Dl Di- 6.50fls.d 9.100 3GT 

02 Di atas 3.900 s.d. 6.500 2GT 
+ l orang Auditor 

Ahli Utama 
D3 Sampai rlengan 3.900 l GT 

-···--L.---··--

Dari hasil perbandingan dapat diketahui babwa Formasi JF A untnk 

lnspektorat Ill Itjen Departemen Pendidikan Nasional masuk dalam kelompok C3 

yaitu 4 gngus tugas (4GT). Karena l gngns tugas terdiri dari 13 Pejabat 

Fungsional Auditor, maka formasi untuk 4 gugns tugas adalab sejumlab 4 x 13 = 

52 PF A ditambab dua Auditor Ahli Utama. Rillcian 4 gugns tugas tersebut adalab 

sebagai barikut: 

Tabel4.18 

Formasi Auditor lns[lllktorat Ill Tabun 2009 
... 

Fonnasi 2009 --
Komp6Si.si Auditor Auditor Auditor Auditor 

Pertamal MU:da Madya Utama Jumlah 
terampU 

1 gugus tups 9 3 I I I4 
4 ........ .., 36 I2 4 2 54 

Sadangkan kondisi yang ada adalab seperti label berikut: 
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Tabel4.19 

Rekallitulasi Auditor lns!!!lktorat Ill !!!lr 31 Desember 2008 

Auditor 
Auditor Auditor Auditor 

Uait Kerja Perlamol 
Muda Madya lH>oma Jumlab 

tera:mpil 
lnspektorat lll 19 14 33 1 67 

Dengan membandingkan tabel 4.18 terhadap tabel 4.17 di atas diperoleh 

kesimpulan bahwa kondisi jumlah Auditor lnspektorat Ill ltjen Depdiknas secara 

jumlah Ielah melebihi kebutuhan minimum, nrunun dari sisi jabetan tampak cukup 

besar perbedoan dengan harapan idealnya. Berikut perbandingannya: 

Tabel4.20 

Perbandingan /umlah A!lditor berdasarkan Formasi dengan Kondisi yang a~ di 

losoektorat IIII!!lr 31 Deil!l!llber 2008 
-·--

Auditor Auditor Auditor Auditor 
Ptrban4inga~t Petta mal Mud a Madya Utt&ma Jumlah 

terampil 
Kondisl yang ada 19 14 33 l 

:-
67 

Formasi 2009 36 12 4 2 54 -----
Selisih -17 2 29 ·1 13 

Secara kumulatifjumlah Auditor Inspektorat III kelebihan 13 PFA, namun 

demikian j ika ditlnjau dari segi jabatan dan peran fonnasi maka Inspektorat III 

kekurangan 17 orang Auditor Pertama yang berperan sebegai anggota tim, 

kelebihan 2 orang Auditor Muda yang berperan sebagai ketua tim, kelebihan 29 

Auditor Ahli Madya yang berperan sebagai Pengendali T eknis dan kekurangan 1 

Auditor Utama sebagai Pengendali Mutu. 

Dengan kondisi tersebut sudah pasti akan teljadi penylmpangan peran 

Auditor dakan Tim guna memenubi !criteria yang dibutubkan. Atau dengan kala 

lain Seorang Auditor Madya dimungkinkan bisa berperan sebegai Pengendali 

Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim atau anggota; seorang Auditor Muda billa 

berperan sebagal Ketua Tim atau anggota. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh 

terbadap koefisien perhitungan angka kredit, dimana seorang Auditor akan 

dirugikan ketika berus berperan di bewah sertifikasi yang dimilikinya yaitu 90"/o 

X angka kredit yang diperolehnya atau akan diuntungkan jika harus berperan di 

atas sertifikasi yang dimilikinya yaitu 110% X angka kredit yang diperolehnya. 
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4.1.4. Perhitungan Behan Keria lnspektorat IV 

Data Awal (Jumlab Sasaran Audit berdasarkan PKPT Inspektorat IV): 

Tabel4.21 

PKPT Insvektorat IV Tabun 2009 

JUMLAH JENIS JUMLAH 
NO. URAIAN 

UNIT KEGIATAN KEGIATAN 

1 2 3 4 (5)='(3)X(4) 

PKPT Non Dekon 

DKI Jakarta 3 I 3 

Sumut 9 I 9 

Jarnbi 3 I 3 

Bangka Belitung I I I 

Jawa Tengah 11 I 11 

Kalimantan Tengah 4 I 4 

Sulawesi Selatan 9 I 9 

Sulawesi Tengah 4 I 4 

Sulawesi Barat I I I 

Bali 8 I 8 

PKPT Dana Dekon 

Sumut 13 I 13 

Jarnbi 12 I 12 

Bangka Belitung 12 I 12 

Jawa Tengah 13 L 13 

Kalimantan Tengab 14 I 14 

Sulawesi Selatan 14 I 14 

Sulawesi Tengah 10 I 10 

Sulawesi Barat 17 I 17 

Bali 9 I 9 
. (sumber . Bag1an Perencanaan lljen Depdiknas) 
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Analillis perhitungan data: 

Tabel4.22 

Perbi!l!!!gan Beban Ke!ia Insgektorat IV 

NO. UI!AIAN 
JUMLAH JENIS JUMLAH 

UNIT KEGIATAN KEGIATAN 
1 2 3 4 5 

B JUMLAH KEGIATANIPENUGASAN 141 

c RATA-RATA HP PER TIM 65 

D JUMLAH BEBAN KERJA ( B x C) 9.165 

RIMLAH BEBAN KERJA UNTUK 
E KEGIATAN PENGAWASAN LAJNNYA 2.750 

( 30"/o X D) 

F JUMLAH BEBAN KERJA ( D + E) 11.915 

Dati perhltungan di alas diperoleh jumlah befJon kerja fnspeklorat IV di tahun 

2009adalahsebesar 11.915. Kemudiandibandingkandengan tahel Formasi JFA 5 bari 

kerja mengingat lnspelctornt IV menerapkan 5 bari kerja pengawasan dalam 

seminggu. 

Tabel4.23 

FormasiJFASHariKe 'aSeb!!iii'!iP band' JBKI ektorat!V !l em tng DSB 

Kelompok Bebm Ketja Unit Ketia Fonnasi JFA 
Pengowasan Mandiri (HPJ 

AI Di atas 29.900 12GT 

A2 Di atas 27.300 s.d. 29.900 11 GT 
+ 4 orang Auditor Ahli 

Utama 
A3 Di aw 24.700 s.d. 27.300 IOGT 

Bl Di ata.s 22.100 s.d. 24.700 9GT 

82 Oi atas 19.500 s.d. 22.100 &GT 
+ 3 orang Auditor Ahli 

····-· Utama 
83 Di alas 15.900 s.d. 19.500 7GT 

Ci Di alas 14.300 s.d. 15.900 6GT 

C2 . Di alas 11.700 S.d. !4.300 5GT 
+ 2 omng Auditor AbU 

Utama 
C3 Di atlt$ 9.JOO s.d. 11.700 4GT 

DI Di atas 6.500 s.d. 9.!00 3GT 

02 Di alas 3.900 s.d. 6.500 2GT 
+ I orang Auditor Ahli 

Uroma 
D3 Sampai dengan 3.900 !GT 
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Dari basil perbandingan dapat diketahui babwa Fonnasi JF A untuk 

Inspektorat N lgen Departemen Pendidikan Nasional masuk dalam kelompek C2 

yaitu 5 gugus tugas (5GT). Karena I gugus tugas terdiri dari 13 Pejabat 

Fungsional Auditor, maka formasi untuk 5 gugus tugas adalab sejumlab 5 x 13 = 

65 PF A ditambab dua Auditor Ahli Utama. Rincian 5 gugas tugas terSebut adalab 

sebagai berikut: 

Tabel4.24 

Formasi Auditor lusJl!lk!Oillt N Tabun 2009 

Formasi 2009 

Kompos:isi Auditor Auditor Auditor Auditor 
Pertama/ Jumlah 
tenunpil Mada Madya u'"""' 

J :IIUie:US tugas 9 3 l I 14 
s,..... ..... 45 !5 5 2 67 

Sedangkan kondisi yang ada adalab seperti tabel berikut: 

Tabel4.2S 

Rekaoitulasi Auditor lnsgck!!l !!! N ll!' 31 D r r b 2008 esem er 

Auditor Auditor Auditor UnitKerja Perfama/ Auditor Muda 
Madya u'"""' Jumlah 

terampii 
lnspektorat JV 20 22 21 2 65 

-----

Dengan membandingkan tabel 4.26 terhadap label 4.25 di alas diperoleh 

kesirnpulan babwa kondisi jutulab Auditor lnspektorat IV lgen Depdiknas seeara 

jumlab tetah melebihl kebutuhan minimum, namun dari sisi jabatan tampak cukup 

besar perbedaan dcngan harapan idealnya. Berikut perbandingannya: 

Tabel4.26 

Perbandin[@! Jumlab Auditor berdasarkan Formasi den2an Kondisi yang ada gi 
lnsoektorat IV oer 31 Desemher 2008 ...... ,. 

Auditor 
Auditor Auditor PerbaodiDgan Fertama/ Auditor Muda 
Madya Utama Jumlah 

te:r3mpit 
Kondisi yang ada 20 22 21 2 65 
Fonnasi 2009 45 15 5 2 67 
Selisib -25 7 16 0 -2 
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Secara kumulatif jumlah Auditor lnspektorat IV kekurangan 2 PFA dan 

jika ditinjau dari segi jahatan dan peran fonnasi maka Jnspektorat IV kekurangan 

25 orang Auditor Pertama yang berperan sebagai anggota tim, kelebihan 7 orang 

Auditor Muda yang berperan sebagai ketua tim, kelebiban 16 Auditor Ahli Madya 

yang berperan sebagai Pengendali Teknis. 

Dengan kondisi tersebut sudah pasti akan te~adi penyimpangan peran 

Auditor dalam Tim guna memenuhi kriteria yang dibutubkan. Atau dengan kata 

lain Seorang Auditor Madya dimungkinkan bisa berperan sebagai Pengendali 

Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim atau anggota; seorang Auditor Muda bisa 

berperan sebagai Ketua Tim atau anggota. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh 

terhadap koefisien perhitungan angka kredit, dimana seorang Auditor akan 

dirngikan ketika hams berperan di bawab scrtifikasi yang dimilikinya yaitu 9001<> 

X angka kredit yang diperolebnya atau akan diuntungkan jika hams berperan di 

atas sertifikasi yang dimilikinya yaitu II 0% X angka kredit yang diperolehnya 

Dari basil analisis tersebut di ata<;, maka dapat dibuat fonnulir kornpilasi sebagai 

berikut: 

Tabel4.27 

Re!gmitulasi Fonnasi JF A Tahno 2009 

Formasi :Z009 

No UoitKerja Auditor Auditor Aaditor 
Pertamal Auditor Muda Jnmlab 

terampil I Mady.a Utama 

l Inspektcrat I 36 12 • 2 54 
2 lnspeldornt ll !2 • 2 54 ···--
3 Inspekrornt Ill 36 12 4 2 54 .. 
4 Inspckturat IV 45 15 5 2 67 

Jumlah !53 51 17 8 229 --

Dengan demikian, formasi auditor secara keselurnhan untuk Inspektontt Jenderal 

Departernen Pendidikan Nasional adalah 17 Gugu.s Tugas (221 PFA dengan 

komposisi seperti pada tabel di atas) ditambah 8 orang Auditor Ahli Utama. 

Sedangkan kondisi yang ada adalah seperti tabel berikut: 
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Tabel 4.28 

R 1m 'tul 'AU<fto It' D!;!l!!ikn P 31 D • BI OSI I r JCll as er esem be 2008 r 

Auditor 
Auditor Auditor Auditor 

No Uult!Wja Pertamal 
Muda Madya Utama 

Jumlab 

~pil 
I 20 29 0 65 
l !,;;;ora! II 22 20 25 I 68 
J lnSPl:ktorat m 19 14 33 I 

-··--·-67 
4 lnsm::ktorat 1V 20 22 21 2 65 

Jumlab 77 76 108 • 265 . ' . 
(sumber: Pengolahan Data KepegaWlHan lljen Depdjknas) 

Dengan memberulingkan label 4.28 terhodap "'bel 4.27 di atas diperoleh 

keahnpulan bahwa kondisi jumlah Auditor ltjen Depdiknas secara jumlah telah 

melebihi kebutuhan s~dar, narnuu dari sisi jaba~ ~pak eukup besar 

perbedaan dengan harapan idealnya Dengan demikian alrnn teljadi penyimpangan 

peran Auditor dahun Tim guna memenuhi !criteria yang dibutuhkan. Atau dengan 

kala lain Seorang Auditor Madya dimungkinkan bisa berperan sebagai Pengendali 

Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim atau anggota; seorang Auditor Muda bisa 

berperan sebagai Ketua Tim atau anggota. Hal tersebut tcntunya ak:an berpengaruh 

terbadap koefisien perhitungan angka kredit, dimana seoreng Auditor akan 

dirugikan ketika hams berperan di bawah sertifikasi yang dimilikinya yaitu 90% 

X anglrn kredit yang diperolehnya alau akan diuntungkan jika hams berperan di 

atas sertifikasi yang dimilikinya yaitu 110% X anglrn kredit yang diperolehnya. 

4.2. Pemetaau Komposisi Jumlah Auditor Per 31 nesember 2008 

Berdasarkan Peran yang Ada di Setiap lnspektorat ltjen Depdiknas 

Melalui pengolahao data kepegawaian luspektorat Jendera[ Departemen 

Pendidikan Nasional per 31 Desember 2008 diperoleh relrnpitulasi label 

komposisi jumlah Auditor per 31 Desember 2008 berikut: 

Universitas Indonesia 

Analisis Dampak..., Sujana Gitanegara, FEB UI, 2009



Tabel4.29 

Rekal!itulasi Auditor berdasarkan sertifikasi ~ J1!;nieniangan JF A 

No UnitK<ltja T A KT I'T 
I I l 10 7 19 28 
2 lnspek1ora! II 8 16 18 24 
3 Inspekrorat III 9 9 16 31 
4 IrupektorntiV 1 16 20 20 

lumlah 34 48 13 103 . . . 
(sumber: Pengolahan Data Kepegaw.nan llfen Depd!lmas) 

T : Temmpill anggota 
A : Anggota 
KT : Ketua Tim 

PT ; PengendaJJ T eknis 
PM : Pengendali Mutu 

I 

I'M 
I 
2 
2 
2 
7 

65 

I 
65 
68 
67 
65 
265 

Jumlab 

Gambar 4.2 Rekapitulasi Auditor Berdasarkan Jenjang ............ ! 
Sertffikasi JFA I 

I . . 

i 

jalnspektoratl i r 
l•lnspeklorat H !. 
io lnspektocat m: 

i[]lnspel<!OO>t w!: ' 
! 

KT PT PM 
i l___:_ __ r _______ A_ 

------------·-- - .. -------- . ----· --- ---' 

Jika melihat tabel dan grafik di atas, tampak secara kumulatif jun!lah 

Auditor di setiap lnspektorat hampir merata, namun jika dipetakan berdasarkan 

sertifikasi JFA yang dimiliki masing-masing Auditor tampak adanya perbedaan 

yang cukup berpengaruh terhadap ketidaksesuaian pecan. 

Untuk itu perlu direncanakan ulang pemetaan Auditor di setiap lnspektorat 

dengan berlandaskan pendekatan perbitungan fonnasi yang Ielah dilakokan 

sebe!umnya. Dalam analisis tersebut hanya lnspektorat yang secara kumulatif 

kekunmgan personil minimal sejumlah 2 PFA Untuk itu dari kondisi yang ada 

sekarang, lnspektorat IV harus ditambah kekuatan personilnya dari luspektorat 

lainnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan komposisi di masing-masing 

lnspektorat. Upaya pendekatan tersebut disajikan dalam tabel barikut: 
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Tabel4.30 

Pemetaan Auditor Berdasarkan Pemerataan Peran 

No 
I 
2 
3 
4 

~~··· 

' . 

Uoi~ T A KT I'T PM -
lnspekromtl 9 12 18 25 I 
lnspektorat II 8 12 18 2S 2 
lnspektorat lll 8 12 18 25 2 
Jnspektorat rv 9 12 19 28 2 
Jumlah 34 48 73 103 7 

·~--·······--···-~~~-

Gambar 4.3 Usulan Pemetaan Auditor lljen Oepdiknas 
Tahun2009 

66 

:E 
65 
65 
65 
70 

265 

mlnspektoort 1 

15 l------m:!121~ 
•lnspektoll!t II 

o lnspektrnallll . 
10 

5 

' 0 lnspeklolllt IV I 

A KT PT I 
0 

T PM 
--·- --· I 

Dengan udanya pemetaan tersebut diharapkari akan mengumngi pembebanan 

peran di beberapa Inspektorat sekaligus akan meningkatkan kekuatan pengawasan 

di lnspektorat lainnya. 

4.3. Dampak Sertifikasi Jabatan Fnngsional Auditor Terhadap Pola 

Karier, Kompetensi, dan Fungsi Auditor Inspektorat Jenderal 

Depdilulas 

Seeara ideal, sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JF A) akan berdampak 

positif kepada pola karier dan kompetensi Auditor lnspektorat Jenderal 

Depdiknas. Hal tersebut didasarkan bahwa pola karier JFA didasarkan atas juralah 

angka kredit dan kelulusan Sertiftkasi JF A yang merupakan jaminan bahwa 

persyaratan kompetensi minimal bagi Auditor unluk melaksanakan tugas sesuai 

jenjang peran dan jabatannya Ielah diperoleh oleh seorang Auditor. Namun 
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demikian, perihal tetsebut perlu dianalisis kebenarannya terhadap kondisi yang 

ada 

Bcrdasarl<an analisis data kepegawaian Itjen Depdiknas per 31 Desember 

2008 sebugaimana terlampir pada Jampiran 2, diperoJeh kesimpulan sebugai 

berikut: 

• Banyak Auditor yang memiliki Jatar belakang pendidikan sarjana (SI) mampu 

menembus golongan 1IId bahkan Ielah mencapai tingkat teratas dari Jabatan 

Fungsional Auditor (Audiror AhJi Utaraa). 

• Audiror yang !idak memiJiki Jatar belakang pendidikan sarjana (SI) meskipun 

jumlah angka kreditnya tinggi tidak dapat menembus golongan llld karena 

terbatas pada kompetensi Auditor trampil. 

• Untuk menduduki Jabatan Fungsional Auditor tidak harus memiliki 

peadidikan formal dengan disiplin ilmu akuntansi dan manajemen tetapi harus 

melalui mekanisme pengangkatan. yaitu : 

I. Pengangkatan Jnpassing 

Merupakan pengangkatan ke dalam JF A rneialui penyesuaian jabatan 

pad a kurun waktu tertentu 

2. Pengangkatan Perpindahan 

Merupakan pemindaban ke dalam JFA dari jabntan struktural atau 

jabntan fungsionallain 

3. Pengangkatan pertama 

Merupakan pengangkatan pertama kali seorang PNS ke dalam JF A 

• Dilihat dari TMT pangkat dan TMT jabatan, masih banyak Auditor yang 

belum mengalami kenaikan pangkat dan jabatan bahkan ada yang lebih dari 4 

tahun dari TMT pangkat danjabntan yang saat ini. 

• Dampak dari pengangkatan melalui inpassing atau perpindahan menyebabkan 

formasi Auditor di Itjen Depdiknas mef\iadi tidak ideal, bahkan dampak dari 

pe'J)indahan jabntan struktuml ke dalamjabatan fungsional menyebabkan pola 

karier menjadi timpang. Sebugai contoh seocang kepala bagian ( eselon Ill) dan 

seorang kepala subbngian (eselon IV) dengan pangkat f'l/a ketika berpindah 

ke dalam Jabntan Fungsional Auditor melalui pengangkatan perpindahan 
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maka akan menduduki tingkat dasar Jabatan Fungsional Auditor Ahli, yaitu 

Auditor Ahli Per1ama (idealnya got Hila atau 111/b ). 

• Jabatan fungsional merupakan jabatan alternatif bagi pegawai negeri sipil 

yang tidak dapat menduduki jabatan struktural karena terbatas jumlalmya (22 

orang). Hal tersebut dapat dilihat pada tabal berikut: 

Tabel4.31 

Jabatan Struktural vang Tersedia di ltjen Deodiknas 

a. lnsoektur Iendend 1 ·-· --
b, Sekretaris Itien . 1 
c. lnspektur : 4 
d. Kepala Bagian : 4 
e. Kepala Subbagian : 12 
Jwnlah : 22 

Sumber: Permendiknas no. 12 tahun 2005 

Sedongkan sampai 31 Desember 200S Jabatan rungsional Auditor telah 

mencapai 265 orang dan dapat bertambah atau berknrang, dengan kata lain 

tidak ada batasan tergantung kepada formasi yang diliutuhkan atau kebijakan 

Pimpinan ltjen Depdiknas. 

Tabe14.32 

Jabatan Fun~ional Auditor ltjen Del!\liknas ver 31 Desember 2008 

a. Auditor AbU Utama 4 
b. Auditor AhH Mady:a . 10& . 
c. Auditor Ahli Muda : 76 
d. Auditor Ahli Pertama : 43 
e, Auditor Penyelia 19 
f. Audl!or Pe!aksana Lan'utan . 14 
2. Auditor Pelaksana : I 
Jumlah : 265 ... . . . 
Sumber : Subbag~an Kepegawa1an 1\jen Depdiknas 

• Seperti halnya Jabatan Struktural, Jabatan Fun~ionalpun mendapatkan 

tunjangan sesuai dengan jenjangjabatannya: 
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Tabel4.33 

Tunjangan Jabatan StruktuJ:al 

No. ESEI.<lN BESAR TUNJANGAN 

l lA Rp 5.500.000 

2 IB Rp 4.375.000 

3 IIA Rp 3.250.000 

4 liB Rp 2.025.000 

5 lilA Rp 1.260.000 

6 liiB Rp 980.000 
....... 

1 IVA Rp 540.000 

8 !VB Rp 490.000 

9 VA Rp 360.000 
. (Sumber: Pernturan Prestden Nomor 26 tahun 2007) 

Tabe14.34 

T . J b tan J b tan F g alA d't Wl.Jangan a a a a un §IQD y 1 Qr 

- -----Tun· an~mn 1--:;- Jabatan Pangkat ---------- --
Jeniang Audilor Altli 

Auditor Ahli Utama !V/d- IV/e Rp 1.200.000,00 
Audirot Ahii Madya fV/a-IV/c Rp 900.000,00 
Audimr Ahli Muda llJJc-lilld Rp 600.000,00 

~ 

Auditor Ahli Pertama Ulla-UI/b ·- Rp 300.000,00 

~~r< Auditor Trampil 
Auditor Penyelia llllc lll/d Rp 425.000,00 
Auditor Pelaksana Lanjutan llUa IIUb Rp 265.000,00 
Auditor Pelaksana !lib. 11/d Rp 240.000,00 

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2007 

Sementara itu, untuk mengetahui dampak sertifikasi terhadap kompetensi 

Auditor dilakukan me!alui analisis keragamau opini Auditor yang tetah lulus ujian 

diklat sertifikasi penjenjangan JF A terbadap basil yang mereka peroleh bagi 

peningkatan kompetensi sesuai peran mereka sekarang. Kuesioner isian didiseba.r 

secara random dengan tingkat keyak:inan 70%, sehingga diperoleh jnmlah 

responden sehanyak 70% x 265 Gumlah Auditor per 31 Desember 2008), yaitu 

186 responden. 
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Namun demikian berdasarkan pengembalian kuesioner, dari 186 kuesioner 

yang kembali secara utuh adalah sebanyak 174 kuesioner, sebingga tingkat 

keyakinan yang dihasilkan adalah sebesar 
174 

x!OO% = 66%. Berdasarkan hasil 
265 

kuesioner tersebut diperoleh hasil sebagai barikut: 

a. Dampak sertilikasi (basil diktat sertifikasi) rernadap pengelahuan Auditor: 

79"/o sesuai kebutuhan peran karena 79".1. narasumbemya kompeten dalam 

bidangnya, 94% menambah pengelahllllll, 84% memberikan bal-hal bara bagi 

Auditor. 66% mengurangi perbedaan persepsi terhadap suatu kasus. Namun 

dcmikian ada kekurangaanya yaitu, 62% yang menyalakan bahwa materi dari 

nara surnber diklat sertilikasi belurn utuh atau lengkap sebingga masih perlu 

mencari referensi yang lain. Hal tersebut dianggap wajar mengingat ilmu 

pengelahuan itu amat luas dan tidak terbatas. 

b. Dampak sertilikasi (basil diktat sertifikasi) terhadap kemampuan dan fungsi 

Auditor: 

68% telah sesuai dengan kebutuhan keterampilan karena, 83% memberikan 

tarubahan keterampilan. 56% merasa lebil1 mudah menemukan 

masalah/penyimpangan, 60% merasa laporan hasil pomeriksa.an menjadi lebih 

berknalitas, 61% pimpinanlatasan Auditor memberikan kepercaya.an penub 

dalam melaknkan audit karena dianggap Ielah memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang memadai dalarn melaknkan peran audit, 51% Audiror 

merasa Audit menjadi efisien dan tuntas 

c. Dampak Sertifikasi (basil diktat sertifikasi) erhadap Sikap/Perilaku Kelja 

Auditor: 

51% banyak mengnbah sikap kelja Auditor menjadi lebih baik, karena 36% 

Auditor menganggap sertifikasi belum memberikan rasa arnan dan kepastian 

meraih karier dan jabatan yang lebih balk, 40% Auditor menganggap prinsip 

keadilan dan kesetaraan belum diterapkan dalarn penunjukkanlpenugasan 

peserta diktat sertifikasi, padahal subbagian kepegawaian telah berusaba adil 

dengan berpedoman pada Dafiar Urut Kepangkatan (DUK) dan persyaratan 

angka kredit, 74% menganggap penerapan peran PM, PT, KT dan Anggota 

sangat membantu kegiatan audit 
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Dari semua penilain tersebut hanya 117 Auditor (67%) dari 174 Auditor 

yang menyatakan babwa diklat sertifikasi dibawah pembinaan BPKP mampu 

menlngkatkan kompetensi Auditor Itjen Depdiknas. Hasil tersebut juga 

menunjukkan babwa peran sertifikasi penjenjangan JF A belum optimal dalam 

mendukung fungsi Auditor lnspektorat Jenderal Depdiknas, sehingga dibutuhkan 

pemikiran yang lebih mendulam untuk menciptakan metode pengajaran Dildat 

Sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan sekarang dan yang akan datang, 

diantaranya adalah materi dildat yang diberikan hams lebih menyentuh substansi 

kegiatan yang dihadapi lembaga di lapangan dan Auditor sendiri harus memiliki 

sernangat untuk terns bel/1iar dan berkembang. 

Hasil kuesioner di alaS bukanlah suatu nilai yang mutlak, namun patut 

diperhitungkan mengingat paradigma baru terhadap Auditor Inspektorat Jenderal 

Depdiknas menuntut tidak lagi sebatas pada "walchdog" melainkan juga 

pernberian jasa-jasa konsultatif dan safe guarding yang dibutuhkan oleh 

manajemen sehingga organisasi yang diawasi dapat mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah di rencanakan secara efektif,. efisien,. ekonomis dan sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

4.4. Pennasalahan Yang Masih Meujadi Kendala Pengembangan Sistem 

Karier Auditor Itjen Depdiknas Sehubungan Denga.n Penerapan 

Sertilik&si Penjenjangan Jahatao Fungsional Auditor 

Sertifik&si Penjenjangan Jahatan Fungsiouai Auditor berhubungan dengan 

Sistem Karier Auditor lljen Depdiknas. Hal tersebut diatur dalarn Keputusan 

Menteri Pendayaganaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun !996 tentang Jabatan 

Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. dan peraturan pelaksanaannya, 

sebagaimana dapat dirangkum dalarn label berikut ini: 
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Tabel4.35 

Pola Karier ]FA Auditor Trampll 

Audftor Tmmpil 

Jabatan 

Auditor Pelaksana 

Tabel4.36 

Pola Karier JFA Auditor Ahli 

Auditor Ahtl 

Jabatan: 

r 

Auditor Ahli Muda 

Auditor Ahli Madya 

Auditor Ahfl Utama 

Peran 

Anggota 
Tim 

Per.m 

Pembentukan 
Auditor 
Trampi! 

72 

Entry leva/ 

Entzy fell'el 

175 

350 

Seorang Auditor tidak akan naik pangkat dan a!au jabatan apabila belum 

memenuhi persyaratan di atas. 

Dari klasifikasi dan analisa perbandingan data kondisi yang ada di 

lnspektorat Jenderal Depdiknas per 31 Desember 2008 dengan kriteria tersebut di 

atas sebagaimana terlampir pada lampiran 3 diperoleh rekapitulasi ha.,il sebagai 

berikut: 
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Tabel4.37 

Basil Analisa Pe b d' an Kondis dan Kriteria Pola Karier JFA l!jen Deodiknas ran mg I 

oer 31 Desember 2008 
Sesuaideogan Tidak Sesuai dengan 
ADglttKmlit Jumlab 

No Kriteria 
yang Diperoleh 

Altgb Kmlit yang (onng) 
(o,.;.,l Diperoleh (or.ang) 

AuditO¥ Abli 
1 Jabatan Fungsiona1 Auditor 140 92 232 
2 Pangkat 113 119 232 

3 Sert.ifikasi 119 110 229 

Auditor Trampil 
I Jabatan Fungsional Auditor 32 I 33 

2 Pangkat 31 2 33 ... 
3 Sertifikasi 33 0 33 . . . 

(sumber: basil analtsts pada lamptran 3) 

Dari label 4.12 tampak masih eukup banyak ketidak sesuaian antara poia 

karier yang ideal dengan pola karier yang ada. Dari hasil wawancara dengan 

pengeloia bidang Jabatan Fungsiouai Auditor pada Bagian Tatalaksana dan 

Kepegawaian diperoleh informasi bahwa penyebab hal tersebut bisa terjadi 

karena: 

I. Seorang auditor tidak dapat mengikuti diklat jenjang yang tinggi apabila 

belum Iulus sertifil<asi diklat jenjang sebelunmya. Hal ini menegaskan sesuai 

pola karier auditor pada Tabel 4.10, bahwa selama. karier auditor dalarn 

jaba!an auditor sejak diangkat sampai terminasi akan mengikuti babarapa kali 

diklat sertifikasi JFA sesuai kenaikan jabatan yang dilaluinya. 

2. Cukup banyak Auditor ltjen Depdiknas yang diangkat melalui inpassing 

dalam jabatan tertentu dengan cara mengikuti dildat sertifikasi yang terdiri 

dari dildat matrikulasi (tanpa ujian) untuk jenjang peran di hawahnya dan 

diklat dengan ujian sertifikasi sesuai dengan peran dalamjaballinnya. 

3. Snrat Keputusan Kenaikan Pangkat dan atau Jabatan sedang dalam proses 

pengajuan dan sampai 31 Desember 2008 belum selesai 

4. Banyak Auditor yang telab memenuhi persyara!an angka kredit, namun 

terganjal pada antrian mengikuti diklat dan ujian sertifikasi panjenjangan. Di 

mana untuk kenaikan pangkat ke 1!1/c harus mengikuti dan lulus sertifikasi 

penjenjangan ketua tim, kenaikan !V/a harus mengikuti dan lulus sertiftkasi 
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penjenjangan Pengendali Teknis, dan kenaikan IV /c harus mengikuti dan lui us 

sertifikasi penjenjangan Pengendali Mutu. Dalam kenyataannya dalam satu 

tahun untuk diusulkan mengilruti diklat sertifikasi sangatlah terbatas dan 

berurut sesuai daftar urut kepangkatan (DUK) dan angka kredit yang telah 

memenuhi persyaratan, disamping itu sangat jarang Auditor bisa langsung 

lulus dalam satu kali ujian. 

5. Ada kelalaian staf kepegawaian ltien Depdiknas dalam pengajuan kenaikan 

pangkat Auditor tanpa memperbatikan persyanatan yang harus dipenuhi, 

namun hal tersehut masih dalam proses perbaikan. 

6. Ada heberapa Auditor seeara kurnulatif jumlah angka kredit sudah memenuhi, 

namun dari segi knmpenen yang terdiri dari unsur pendidikan, unsur 

pengawasan, unsur pengembangan profesi dan unsur pernmjang ada yang 

belurn terpenuhi persyaratan nilainya. 

7. Bagi Auditor Trampil, meskipun angka kreditnya > 300 tidak dapat mengikuti 

jenjang di atasnya seperti balnya Auditor Abli apebila tidak memiliki ijazah 

sarjana (S I). 
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5.1. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dibentuk dengan tujuan untuk 

menjamin pembinaan profesi dan karier~ kepangkatan dan jabatan bagi 

PNS yang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah dalam rangka 

mendukung penlngkatan kinerja instansi pemerintah. 

Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam melaksanakao tugas pengawasan 

selain ditentukan oleh jenjang jabatan yang didudukinya juga ditentukan oleh 

perao yang diembannya yaitu peran Pengendali Motu, Pengendali Teknis, Ketua 

Tim atau Anggota Tim. Penentuan peran teesebut disesuaikan dengan sertifikasi 

yang telab dimiliki PF A. 

Sertifikasi tersebut menjadi persyaratan kompetensi minimal auditor untuk 

melaksanakan tugas sesuai jenjang peran dan jabatannya yang diperoleh melalui 

ke!ulusan ujian dildat sertifikasi JF A pada setiap jenjang dildat. Dengan demikian 

seorang auditor tidak dapat mengikuti diklat jenjang yang tinggi apabila belurn 

lulus sertiftkasi diklat jenjang sebelumnya atau dengan kata lain, untuk mencapai 

puncak jabatan dan peran tim, seorang Auditor harus mengikuti beberapa kali 

dildat sertifikasi JFA sasnai kenaikanjabatan yang dilaluinya. 

Dari hasil ana!isis data pada bab !V yang dihubungkan dengan landasan 

teori pada bab II serta gambaran umum lnspektorat Jenderal Depdinas di bab m 
diperoleh kesimpulan sehagai beriknt: 

I. Formasi Auditor lnspektorat Jenderal per 31 Desember 2008 secara knmulatif 

(265) telab melebihi kebutuhan formasi jumlab Auditor berdasarkan rumusan 

formasi BPKP (229), namun sangat berbeda dari sisi jahatan yang tentunya 

akan teJjadi penyimpangan peran Auditor dalam Tim gWla memenuhi kriteria 

yang dibutubkan. Atau dengan kata lain seorang Auditor Ahli Madya 

dimungkinkan bisa berperan sebagai Pengendali Mutu, Pengenda!i Teknis, 

Ketua Tim atau Anggota; seornng Auditor Muda bisa berperan sebagai Ketua 

Tim atau Anggota. Hal terse but tentunya akan berpengaruh terhadap koefisien 
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perhltungan angka kredit, dimana seorang Auditor akan dirugikan ketika hams 

berpernn di bawah sertifikasi yang dimi1ikinya yaitu 90% X angka kredit yang 

dipero1ehnya atau akan diuntungkan jika harus berperan di atas sertiflkasi 

yang dimilikinya yaitu 110% X angka kredit yang diperolehnya. 

2. Pemetaan komposisi jumlah Auditor per 31 desember 2008 berdasarkan pernn 

yang ada di setiap inspektorat ltjen Depdikaas belum meCllta penyebarnnnya. 

Hal tersebut akan menyebabkan banyakaya ketidaksesuaian pecan Auditor 

dalam tim. Untuk itu perlu direncanakan u)ang pemetaan Auditor di setiap 

!nspektorat dengan berlandaskan pendekatan perhitungan formasi yang telah 

dilakakan pada no. I. Dalam analisis tersebut hanya Jnspektorat IV yang secata 

kumulatif kekurangan personil minimal sejumlah 2 PF A. Untuk itu dari 

kondisi yang ada sekarang lnspektorat IV hams ditambah kekuatan 

personilnya dari lnspektorllt lainnya dengan tetap memperhatikan 

keseimbangan komposisi di masing-masing Jnspektorat. Upaya pendekatan 

terse but disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel5.l 

Usulan Pernetaan Auditor Berdasakan Pernerataan Peran 

No UnitKerja T A KT PT PM I 
-

I Inspektorat I 9 12 18 25 I 65 

2 lnspektorat II 8 12 18 25 2 65 

3 lnspektorat Ill 8 12 18 25 2 65 

4 Inspektorat IV 9 12 19 28 2 70 

Jurniah 34 48 73 103 7 265 

Dengan adanya pemetaan rersebut dlharapkan akan mengurangi 

pembebanan peCllD di beberapa lnspektorat sekaligus akan menlngkatkan 

kekuatan pengawasan di inspektorat lainnya. 

3. Dampak sertifJkasi Jabatan Fungsional Auditor terhadap pola karier, 

kompetensi dan fungsi Auditor lnspektorat Jenderal Depdiknas adalah 

sebegai berikut: 
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Dampak positif terbadap pola karier Auditor Iljen Depdiknas: 

• Dengan adanya serlifikasi penjenjangan, Auditor yang memililti latar 

belakang pendidikan satjana (S 1) berkesempatan untuk menembus 

golongan Illd bahkan meneapai golongan tertinggi fV/e dan menduduki 

tingkat teratas dari Jabetan Fungsional Auditor (Auditor Ahli Utama). 

• Untuk menduduki Jabatan Fungsional Auditor, PNS ltjen Depdiknas 

tidak harus memiliki pendidikan formal dengan disiplin ilmu akuotansi 

dan manajemen tetapi harus melalui mekanisme pengangkatan 

inpassing, pengangkatan perpindaban atau pengangkatan pertama. 

• harapan akan terjadinya peningkatan profesionalisme~ 

pengembangan profesi, pendidikan dan pelatihan yang terencana, 

be!jenjang dan berkelanjutan sehingga persyaratan kompetensi minimal 

auditor untuk melaksanakan tugas sesuai jenjang peran dan jabatannya 

dapat dieapai. 

• Sertiflkasi yang dimililti menentukan kenaikan pangkat dan jabatan 

Auditor sehingga menjadi jabatan altematif bagi pegawai negeri sipil 

yang tidak dapat menduduki jabatan struktural karena terbatas jumlahnya 

dan seperti halnya Jabatan Struktural, Jabatan Fungsionalpun 

mendapelkan tunjangan sesuai dengan jenjang jabatannya. 

'Dampak negatif terbadap pola karier Auditor lljen Depdiknas: 

• Dilihat dari TMT pangkat dan TMT jabatan, masih banyak Auditor yaog 

belum mengalami kenaikan pangkat dan jabatao bahkan ada yang lebih 

dari 4 tabun dari TMT pangkat dan jabatan yang saat ini. 

Salab satu penyebabnya adalab banyak Auditor tidak bisa mengiknti 

kegiatan diktat sertifikasia akibat batasao jmnlab peserta yang disediakan 

oleh Puadiklat BPKP. 

• Dampak dari pangangkatan melalui inpassing atau perpindaban 

menyebabkan formasi Auditor di Iljen Depdiknas meojadi tidak ideal, 

babkan darnpak dari perpindabao jabatan struktural ke dalam jabetan 

fungsional menyebabkan pola karier menjadi timpang. 
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• Sistem pengusulan peserta diklat sertifikasi ke BPKP jika tidak 

disosialisosikan kepada sernua Auditor Jljen Depdiknas akan menimbulkan 

kecemburuan diantara Auditor ltjen Depdiknas. 

• Kesalahan di dalam pengusulan kenaikan Jabatan Fungsional Auditor 

berpengaruh terhudap kerugian negara akibat jumlah pembayaran 

tunjangan yang lebih besar dari sebarusnya, sehingga dibutuhkan tingkat 

ketelitian yang tinggi dalam vorifikasi data usulannya. 

Dari basil analisis kuesioner Dampak sertifikasi terbadap kompetensi Auditor 

yang Ielah diisi oleh 186 Auditor Itjen Depdiknas dengan tingkat keyakinan 

66% hanya 117 Auditor (67%) dari 174 Auditor yang menyatakan bahwa 

diklat sertifikasi dibawah BPKP mampu meningkatkan kompetensi Auditor 

ltjen Depdiknas. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa peran sertifikasi 

penjenjangan JF A belum optimal dalam mendukung fungsi Auditor 

lnspektorat Jenderal Depdiknas, sehingga dibutuhkan pemikiran yang lebih 

mendalam untuk menciptakan metode pengajaran Diktat Sertiftkasi yang 

sesuai dengan kebutohan sekarnng dan yang akan datang, diantaranya udalah 

materi diklat yang diberikan harus lebih menyentuh substansi kegiatan yang 

dihadapi lembaga di lapangan dan Auditor sendiri hams memiliki semangat 

untuk terus belajar dan berkembang. 

4. Permasalahan yang masih menjadi keudala pengembangan sistem karier 

Auditor l!jen Depdiknas sehubungan dengan penempan Sertifikasi 

Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor adalah masih eukup banyak ketidak 

sesuaian antara pola karier yang ideal dengan pola karier yang ada dengan 

penyebab sebagai berikut: 

I) Seorang auditor tidak dapat mengikuti diklat jenjang yang tinggi apabila 

bel urn hilus sertifikasi diktat jenjang sebelumnya. 

2) Cukup banyak Auditor ltjen Depdiknas yang diangkat melalui inpassing 

dalam jabatan tertentu dengan cara mengiknti diklat sertiftkasi yang terdiri 

dari diklat malrikulasi (tanpa ujian) untuk jenjang peran di bawahnya dan 

diklat dengan ujian sertifikasi sesuai dengan peran dalam jabatannya. 
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3) Swat keputuson kenaikan pangkat dan atau jabatan sedang dalam proses 

pengajuan dan sampai 31 Desember 2008 belum selesai 

4) Banyak Auditor yang telllh memenuhi persyaratan angka kredit, namWl 

tergaqjal pada antrian mengikuti diklat dan ujian sertiftkasi penjenjangan. 

5) Ada kelalaian staf kepegawaian ltjen Depdiknas dalam pengajuan 

kenaikan pangkat Auditor tanpa memperbatikan persyaratan yang harus 

dipenuhi, namWl hal tersebut masih dalam proses perbaikan. 

6) Ada beberapa Auditor secara kumulatif jumlah angka kredit sudah 

memenuhl, namun dari segi komponen yang terdiri dari unsur pendidi~ 

unsur pengawasan, unsur pengernbangan profesi dan unsur penunjang ada 

yang belum terpenuhi persyaraJan nilainya. 

7) Bagi Auditor Trampil, mesklpun angka kreditnya > 300 tidak dapat 

mengikuti jenjang di atasnya seperti halnya Auditor Ahli apahila tidak 

memilikl ijazah satjana (S 1 ). 

5.2. Saran 

Dalam rangka penguatan pencapaian tujuan Jabatan Ftmgsional Auditor di 

Inspektorat Jenderal Depdiknas. yaitu rnenjamin pembinaan profesi dan 

karier, kepangkatan dan jabatan Auditor lnspektorat Jenderal Depdiknas 

maka perlu diperhatikan hal-hal berikut: 

l. Dalam penyusunan kebutuhan Auditor hendaknya menggunakan pendekatan 

fonnasi yang telllh dikeluarl<an olah Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangnoan (BPKP), mengingst rumusan tersebut relah diteliti dan 

diujicobakan olen BPKP selaku pembina APIP 

2. Pemetaan Auditor hendaknya memperhitungkan beban kerja dan sertiftkasi 

peran yang dimiliki masing-masing Auditor 

3. Bagian Tatalak.sana dan Kepegawaian Itjen Depdiknas hendaknya lebih 

mensosialisasikan tentang sistem pengiriman peserta diklat sertifikasi agar 

tidak ada kecembuman diantara Auditor Itjen dapdiknas dan membuat 

program karier Auditor sehingga memudahkan Auditor untnk mengejar 

kariemya masing·masingl serta menjadi alat kendali guna mengurangi 

kesalahan di dalam pengusulan pangkat dan jahatan Auditor, 
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4. Kompetensi Auditor hams terns ditingkatkan, baik oleh lnspektorat Jenderal 

maupun alas inisiatif Auditor itu seodiri. Untuk itu semangat untuk leruS 

belajar dan berkembang barns ada dalam diri Auditor. 

5. BPKP sebagai badan pembina pengawasan APIP diharapkan Iebih optimal 

dalam menciptakan Auditor-Auditor yang handal, profesional, loyal, jujur dan 

berintegritas tinggi dalam melaksanakan kegiatan Audit melalui kegiatan 

diklat sertifikasi yang selama ini berlangsung. 
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Lampiran 1 

Daftar Sasaran Pemeriksaan lnspektorat I 

No. Propinsi Sasaran Pemeriksaan 

lnspektorat Jenderal Depdiknas dan Direktorat Jeno:k:ral Manajenren 

I DKI Jakarta 
Pendidikan Dasar dan Menengah,. Universitas Terbuka, Dana 
Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan dana Block Grant pada Dinas 
Pendidikan Propinsi dan sekolah 

-----
LPMP Riau, Ba!ai Bahasa Pekan Baru. Universitas Riau, Perguruan 

2 ltiau 
Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrnsi dan Dana Alokasi Khusu.s pada 
Propinsi d.an dana Block Grant pacta Dinas Pendidikan Propinsi, 
Kabuoaten dan sekolah 

3 Kep.. Riau 
Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokas.i Khusus pada Propinsi dan dana 
Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah 
LPMP Lampung, Universitas Lampung. Politani Negeri Bandar 

4 LampUllg 
Lampung. Perguruan Trnggi Swasta, Dana Dekonsentrnsi dan Dana 
Aiokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas 
Pendi~~ propinsj, Kabupmen dan sekolah 
LPMP Jawa Barat. P4TK IPA Bandung, P4TK Bidang Mesin dan 
T eknik lndustri Bandung, P4TK TK dan PLB Bandung, P4TK Pertanian 
Cia.njur, P4TK Bisnis dan Pariwisata Jawa Barat, P4TK Pendidikan 
Jasma.ni dan BimbinganKonseling Jawa Barat, Balai Bahasa Bandung. 

5 Jawa Barat 
BPPNFl Jawa Barat. Universitas Padjajaran, Universitas Pembangunan 
lndones!a. [nstitut Pertanian Bogor, lnsiilul Teknologi Bandung. STSI 
Bandung, Pol!teknik Negeri Bandung, Politeknik Manufu:ktur Bandung, 
Kopcrtis Wilayah IV, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan 
Dana A!okasi Kbusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas: 
J'~i~.~.Propinsi. Kabupaten dan sekolah 
LPMP Kalimantan Selatan, Balai Bahasa Banjarmasin,. Universitas 

Kalimantan 
Lambung Mangkurnt, Politeknik Negeri Banjarmasin. Kopenis Wilayah 

6 Selatan 
XI, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentmsi dan Dana Alokasi 
Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan 
Propinsi Kabupaten dan sekolah 
LYMP Sulawesi Utara, Ba.Iai Bahasa Manado, Universitas Samrn:tulangi, 

Sulawesi Universitas Negeri Manado, PoHteknik Negeri Manado, Perguruan 
1 u .... Tinggi Swasta. Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada 

Propinsi dan dana Bloek Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, 
Kabupaten dan sekolah 
LPMP Nusa Tenggara Timur, Universitas Nusa Cendana, Poli!ekntk 

8 NIT 
Negeri Kupang, Politani Negeri Kupang, Perguruan Tinggi Swasta, 
Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Proptnsi dan dana 
Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah 
LPMP Maluku, Universitas Pattimurn, Politeknik Negeri Ambon, 
Politeknik Perikanan Tual, Kopertis Wiiayah XII, Perguruan Tinggi 

9 Maluku Swasta, O.ana Oel<onsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi 
dan dana Bloek Grantpada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan 
sekoiah 
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Lampiran l (lanjutan ••. ) 

Daftar Sasaran Pemeriksaan lospektorat II 

No. Propinsi Sasaran Pemeriksaan 

,_Pusatl ~usa! 
Perbukuan, _P~t B~h: Pusat Grafmdo~ Pusat 

1 DKIJakarta Komunikasi, Pusat 'DaM 
Dekansentrasi, Dana Alokasi Khusus dan U<UJd 1 tDinas 

LPMP Bahasa Banda Aceh. Universitas Syiab. K;!ala. 
Universitas Malikussaleh, Po1iteknik Negeri Lhokseumawe, Kopertis 

2 NAD Witayah l, Perguruan Tinggi Swasta. Dana Dekonsenhasi dan Dana 
Alokasi Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas 

~ ,Batai 
Sriwijaya.. PoJiteknik Negeri Sriwijaya, Kopertis Wilayah n. Perguruan 

3 SumseJ Tingg! Swasta. Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada 
Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Proplnsi, 

~~a Pro~~~~ sdana B1~S:a 4 Bengkulu Dekonsentrasi dan Dana A1okasi 
I Grant oada Dinas Pendidikan 

~ 
LPMP Santen, Universitas Tirtayasa Sern.ng, Perguruan Tinggi Swasta, 

Banten Dana Dekonsentrasi dan Dana AlQka<>i Khus~ ~da Propinsi dan dana 
I Rlnrl.- r.. ..-~" Dinas . . sekolah 

d E! ktro'!:::'w:,t4TKP~-:IPSI ba ,,P4TK_. . 
an e n Ma ang, Ba <U B asa Sum. ya, BPPNFI Jawa Ttmur, 

BMTV Surabaya.. Universitas Airlangga. Universitas Negeri Surabaya, 
U11iversitas Negeri Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas 

6 Jawa Timnr Negeri Jcmber, Universitas Tntnodjoyo Madurn. liS Surnbaya, 
Politeknik Negeri Malang, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, 
Polite!mik Perkapalan Surabaya, Polltani Negeri Jember, Kopertis 
Wilayah VII, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana 
Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas 
Pendidikan sekolah 

Kalimantan j ~~:Politclattk ~e~:~ Ba~ai ~ahP~uruan Tinggi Swasta, Dana 
7 Barat Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus p_ada Propinsi dan dana Block 

tDinas ; 'v: 
LPMP Tenggara, I I Tinggi 

8 
Sulawesi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi 
Tenggara dan dana Block Grant pada Dinas Pend.idikan Propinsi, Kabupaten dan 

LPMP Nusa Tenggara Barat, i Tin_gg~ 

9 NTB Swasta, Dana Dekonsemra.si dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi 
dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan 
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Lampiran I (lanjutan ... ) 

Daftar Sasaran Pemeriksaan Iospektorat III 

No. Propinsi Sasaraa Pemeriksaan 

Direktorat Jenderal f>endidikan Tinggi, BaJitbang, Direktorat 
Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, P4TK Bahasa, 
Univer.sltas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta. Politeknik 

I DKJ Jakarta Negeri Jakarta, Kopertis Wilayah III, Perguruan Tinggi 
Swasta. Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada 
Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan 
l'ropinsi. Kabupaten dan seko1ah 
LPMP Sumatera Barat. Balai Bahasa Padang. Universitas 
Andalas, Universitas Negeri Padang, STSf Padang: Panjang, 

2 Sumbar Politeknik Negeri Padang, Politani Payakwnbufl. Kopertis 
WUayah X, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrnsi 
dan Dana Alokasi Khusus pada Propinst dan dana Block Grant 
pada Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten dan sekolah 
LPMP Yogyakarta, P4TK Matematika Yogyak:arta, P4TK 
Seni dan Budaya Yogyak:arta. Batai Bahasa Yogyakarta, 
BPMR Yogyak:arta. Universitas: Gadjah Mada. Universitas 

3 DIY Negeri Yogyakarta, ISI Yogyak.arta, Kopertis Wilayah V. 
Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana 
Alokasi Khusus pada Propinsi dan dana Block Grant pada 
Dii!!IS Pendidikan ProEinsi, KabuP:aten dan sekolah 
LPMP Kalimantan Timur. Universitas Mulawarman, 
Politeknik Negeri Samarinda, Politani Negeri Saroarinda, 

4 Kalimantan Timur Perguruan Tinggi Swasta. Dana Dekonsent:rasi dan Dana 
Alokasi Khusus pad a Propinsi dan dana Block Grant pada 
Dinas Pendidikan Propinsi, Kabuoaten dan sckolah 
LPMP Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, Perguruan 

5 Gorontalo Ti11ggi Swasta, Dana Dekonsentrnsi rlan Dana Alokasi Khusus 
pada Propinsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan 
PfQI)insi. Kabuoaten dan sekolab 
LPMP Mafuku Utara. Universitas Khairun Temate, Perguruan 

6 Maiuku Utara Tinggi Swasta. Dana Dekonsentrnsi dan Dana Alokasi Khusus 
pada Proplnsi dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan 
Propinsi. Kabupaten dan sekolah ······-LPMP Papua, Balai Bahasa Jayapura. Vniversiw 

7 lrian Jaya Barat Cendrawasih, Perguruan Tinggi Swasta, Dana Dekonsentrnsi 
dan Dana AlQkasi K.husus pada Propinsi dan dana Block Grant 
parla Dinas Pendidik.an Propinsi, Kabupaten dan sekolah 
Univer3itas Papua, Perguruan Tinggi Swasta,. Dana 

8 Papua Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada Propinsi dan 
dana Block Grant pada Di.Das Pendidikan Propins~ Kabupaten 
dansekolah 
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Lampiran l (lanjutan ••• ) 

Daftar Sasaran Pemeriksaan Inspektorat IV 

No. Proplasi Sasaran Pemeriksaan 

Direktorat Jenderal PMPTK. LPMP Dana 
I DKlJakarta Dana Alokasi Khusus dan dana Block Grant pada nin 

~~--------H~~' ,MITI >dmListt~ 
Balai Bahasa Medan, l ~!!tara,. BPTG Medan, 

2 Sumut 

3 Jambi 

4 Bangka Belltung 

5 Jawa Tengah 

6 Kalimantan T eng.ab 

Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Me.dan, Polileknik: 
Negeri Medan, Kopertis Wilayah I. Perguruan Tlnggi Swasta. Dana 
Dekonsemrasi dan Dana A!okasi Khusus pada Propinsi dan dana Block 

,n;, .. ~~ 

I ~=:=i~Daoa .A. ~dam! Block 
~ I LPMP 

,nana 
'nu.., 

1 ~~ Jawa , ~~lai: I J::rslw 

Dipon~~~ - Negeri Semarnng, Universitas Scbelas Maret,. 
STSI Surakarta, Pollteknik Negeri Semarnng,. Kopertis Wilayah VI, 
Per~~~~ Swasta, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi 
Khusus ~A~ ' dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan 

odan 

' LPUMP. • p '···" , Balal Bah""" . S D mversttas a ..... q;n.amya, PergWl.lan Tmggt wasta. ana 

g:;:~:rdan Dana Alokasi K.husllS pada P~p:i dan dana Block 

f--f-------J[Ii'MP-7 Sulawesi ~ UJ~g " 
Sulawesi Selatan, BPTG Makasar, Universitas Hassanuddin, 

1 Sulawesi Selatan 
Universitas Negeri Makasar, Politeknik Negeri Ujung Pandang, 
~~!~~ik Negeri Pertanian Pangkep, Kopertis Wilayah IX, Perguruan 
:. ..... ~. Swasta., Dana Oekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus pada 
i(Pr,,'';;·n~l~n~s;l;d;:~!~a Block. Grant pada Dinas Pendidikan f>rapinsi, 

f--+-------tfLPMPSuiii · , Balal 
8 Sulawesi Tengah 

Tadulako, Perguruan Tinggi Swasra, Dana Dekonsentrasi dan Dana 
Alokasi Khusus pada Propinsi cla.Jl dana Block Grant pada Dinas 

f-t----+~~· ~ danseknlah 

9 Sulawesi B:uat Khusus pada . , d-:1' =Block Grant pada Dioas Pendidikan 

JO Bait 

1 LPMP lali, Balal · 
, STSJ Denpa=, < ~e~eri Bali, , ·~~ 

: vni. , j ~~~.swasta, Dana i tk 
Khusus··-~~.. i dan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan 
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Lampiran 2 

Gambaran Umum Kondisi Auditor lljen Depdiknas per 31 Desember 2008 
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lampiran 3 

Rekapitulasi Hasil Kuesioner 

~ 

No Pertanyaan Bel urn Jumlah Sudah/ Bel urn Jumlah 
SudahNa (%) 

ffidak Ya ffidak 

!it~~" 
tdlidat 

sertifikasi sudah sesuai dengan 
kebutuhan pengetahuan untuk 137 37 174 79% 21% !00% 

1::",~ melnksanakan peran dalam tim 
audit? 

L dikJat 
sertifikasi sudah sesuai dengan 

2. kebutuhan keterampilan Wltuk 119 55 174 68% 32% !OW/o 

melaksanakan pecan dalam tim 
audit? 

yang 
Bapak/ lbu ikuti banyak 

3. mengubah sikap ketja Bapak/ 89 85 174 51% 49% IOWA!. 
Jbu menjadi lebih baik dalam 
tim Audit? 

llbu merasa 
oleh nara sumber yang 

4. kompeten karena memilild 
137 37 174 79"A. 21% 100% 

kapabilitas dalam bidangnya 
·,• : pada setiap kegiatan diklat 
.:..' ' sertiflkasi ? 

" • Ibu menerima 
-''" materi dari nara sumber diklat • • sertifikasi dengan utuh atau 66 108 174 38% 62% IOO% 

' lengkap sehingg~ tidak p<;rl~ 
•-,:, _: men can 

Apnksh diklat sertifikasi yang 
pernah Bapak/ lbu ikuti Ielah 

6. memberlkan rasa aman dan 63 til 174 36% 64% !00% 
meraih karier dan 

• YWll! leb~ ~ 
apakah ' }, lbu, 

7. kesetarnan surlah 70 104 174 4ll% 60'% 100% 
dalam penunjnkkan!penugasan 

~ rliklat ? 

I ;, ' 

tam bah an 8; 164 10 174 94% 6% 100% 

~ '· pengetahuan setelah mengikuti 
,, 

diklat sertifikasi ? 
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9. keterampilan setelah mengikuti 
144 30 174 83% 17% 100% 

merasa 
menemukan 

10. masalah atau penyimpangan 97 17 174 56% 44% 100% 
setelah mengikuti diklat 
sertifikasi ? 

merasa 
laporan pemeriksaan 

11. menjadi lebih berkualitas 104 70 174 60% 40% 100% 
setelah mengikuti diklat 

? 
baru 

yang dipero!eh dalam kegiatan 
diktat sertifikasi yang 146 28 174 84% t6% IOO% 
sebelwnnya belwn pemah 

'? 

Apakah 
Bapak/ Ibu !ebih memberikan 
kepereayaan penuh dalam 
melakukan audit karena 

!3. dianggap telah memiliki Ul6 68 174 61% 39% !00% 
pengetahuan dan keterampilan 
yang memadai untuk 
melakukan peran dalam tim 
audit? 

14. 
aertifikasi, apakah Bapak/ Ibu 

8S 86 !74 5!% 49% 100% 
merasa kegiatan audit menjadi 
lebih efisien dan tuntas ? 

yang 
dapat mengurnngi 

perbedaan persepsi terhadap 114 60 174 66% 34% 100% 
Slll!tu kasus ketika dilakukan 
audit? 

Apakah penerapan peran PM, 
16. PT, KT dan Anggota sangat 128 46 174 74% 26% lOO'l/o 

membantu kegiatan audit ? 

! 7. 
dibawah pusbin BPKP mampu 

117 57 174 67% 33% 100',1, 
meningkatkan 
Auditor ? 
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Analisa Perhandingan Kondisi dan Kriteria Pola Karier JFA 
ltjen Depdiknas per 31 Desember 2008 

Nu. 

' 
' 
4 

A. Auditor Ahli 

NIP Jnb~:ran 

1 :WSl4:XXX I Auditsr Ahh Utlllllll 

131600XXX I AudilorAhliUUtms 

Jmb 
Gel Angb 

Kmllt 

SttUfllw:lylllll 
Dlml1ild 

IVk.l , LQI7,0J Pengendsli Mutu 

IVki J l:t43,012 I ~ndo:li Mutu 

ll0181XXX I Auditor Ahlt Utunm I IVAi 1 905,537 I P4ll~lldnli MllW 

!J0796XXX I AwH~or Abli UW!IIl I IVkl I S2S.049 I Pl:t!gn1dall Muru 

U0518XXX I AuditorAhHMe.dyu I fV/c I 850,68 I i\m8¢'fldnliMutu 

Jnba111n )111111: 
ub1ru1nyv 

Audilor Ahli Uw.ma 

Aculioor Ahli M~ 

AuQitor Ahli IJ111.ma 

Audiwr Anti Me;Jya 

Auditor Ailli Utnmn s 
6 l30784:XXX I Auditor Ahh Mndyu I IV/e I 721,71!9 I Pen.gcndali Tekni$ I A1.1ditorAhli Madyn 

1 l31414X:XX I AuditorAhliMndyn I !Vk I 768,62:1 I Mmrikul!lSiP'f A\li;litor Ahli Madyu 

• l~I403X.XX I Audiu:rrAh!iMndytt IIV/c I 7S2,197 I Mlltriku!~~iPT Audnor Allli Mod~a 

9 IJ1468XXX I AuditM Ah!i Modyn IY/c 7SS,I71 MB!.l'ikohl.llt PT Aodilor Ahh Madyn 

10 [131467XXX I AuditorAhliMadya IV/c 843,064 PcnscndnliTekni~ AoditorAhliMudyu 

11 I 131l22XXX I Auditor Ahli M11ti)'U i lYle 812,30 I Pengendah Tekflis Auditor Ahli Modya 

!2 ll3l414XXX I AudirorAhliMadyn [!VIc! 873,5:!) I Pen:;cndllliMtthl 

l3 I IJI287XXX I AuditorAhhMadyo I!Vfc l !!168.504 I Mntrikulru~iPT 

14 

" 
l30!16X.XX Audilor Ahli Mddyti 

l31292XXX Al.lditor Ahli Mad:ra 

!VIc 754,918 PMgcndllliTeknis 

!Vic 74S,I4l PengtnduliTck.nf~ 

Audi!Cf Ahli Ulw11B 

Amiilw Allli Utama 

Audilor Ahli Mudya 

Audilor Ahli Mad;,:& 

GDlyg 
~bltuSft)'ll. 

IVM 

lV/a 

IVM 

IV/d 

IVM 

!VIc 

IV/c 

IY/c 

I VIc 

I VIc 

!VIc 

IVM 

IV/d 

!Vk 

iVk 

&!rtifliOOI yatJg 
Jtht.l'liM.YA 

prngrndw.i 
penjenj&lgart 

ii·;-btis 

li iC:kms 
l""'J'"'J""'IS"'' 

pengo:nde.li tekn!s 
penjenJMaan 

------"'-" -··"· 

-· 
.Ell!.. 

"" :krlis 

K-tfl:lu-'•n P•ntckat 

ses1111t 

tdkm1111i 

Sdlllli 

sesual 

tdk seti\ltd 

SCSUill 

sesuai 

scsuai 

SUUOl 

~~\llli 

S~S08l 

tdk ~esuai 

!dk se~uai 

5e5\J3i 

5CSUlll 

Lampiran 4 

KtsetUIIbll 
Jsb•tan 

Kuts!Wtn 
Scrtlftkltl 

-~~'1 ~I:: I I 
"'~' 

SUIJll.l l!e5ua.i 

"'' liA!nr' I sesua! 

sesilAi I l sesuai 

seswti scsuai 

sesUIIi m~uai 

scsuai tiCM.IIIi 

se.o;uai snuai 

9e!Wli 

SI\5Uili 

St.'iu&i "'"" 
~esuoi 

sesUAi -; 

!ti!ai ''""' 

odk 
Soe$Ulli 

"' mlllili 

"' ''""' 

Analisis Dampak..., Sujana Gitanegara, FEB UI, 2009



Lanjutan ... 

" 131292XXX Auditor Ab!i Mndyu !Vk 745,!43 P<:nge:!'ldeli Td:nis Auditor Ah!i Me<lya !Vk ' P"''!.l"'U"''P' ! ses:uai I """' i telalis """" 
" l3t467XXX: Auditor Ah!i Mndya lYle 768,l29 P.:ngendoli Teknis Audi10r Mli Madya IVIc pcnjcqJangun 

DCnW:ooan lcknis "'"' """' sesuai 

J7 130314XX:X Auditor Ahli Mad )Ill IV!c 754,439 Mmiltu!I!Si P'f Audiwr Ahli Madya "'"' "'""'"""" scsuai """' "'"' !~ht 

" l31599XXX Auditor Ahli Med}'A IV/c 857.54 Pengcndali Mu!u Auditor Ahli Utnma lVId ponjelljangan tdJt.wuat """" ""'' pe~l\dn.ll mutu 

!9 J31759XXX Auditor Ahli Medya I VIc 704.631 Pengendali Tcknis Auditor Ahli Madya !Vk penjetljllngtm sesuai """" sesuai pengendali lcknit 

zo 13147SXXX Audilor Ah!l Mad}'fl. IV/c S39JI.l3 Matrikula.si PT Auditor Ahli M11.dya !Vk -:r:~njangun se:sua.l -· ldk_·· 
nd&Ji muiU ''""' 

21 13l404XXX Auti!tor Ahll Ma!i}'ll !Vic 19:S,4 Pengendoll Tcknis Auditor Ahli Mlldyn !Vk O:~enjMgan sesual sesul\i ldk 
endAii muto scsual 

22 1316JOXXX Audilor Allli Madyn IV/c 765,485 Maliiku!BSi PT Auditor M!l Mlldya !Vk pc'1fer\illl'lg1Sn 
nc"mrindall ttknls SeliUIIi scsual SCSilai 

" l31414XXX Auditor Abli Modyn IVfc 691,411 Keruo Tim Auditor Ah1i Madya IVIb 
penjenjangan tdk~Ri scsunoi ~k 

ne"nllit~dNi ttkrlia "'"" 
" J3l4Q1XXX Auditor Ahli Madyu !VIc 854,4711 MlltrikulBSi PT Auditor Ahli Utomo IV/d pefllel\illl'IJ!,IU'I tdkwuai sesul'l.i 

' tdk ,-
oCnrzCndrtlimutu lcsual.·· 

" D1783XXX At~ditOr AlJli Madya !VIb 64:5,37 Pengendnli Tcknis Auditor Ahli Madya !VIb 
penjenjmgfU1 

oclnRcinde.li ttknls $e$Uitl sesutl.i sesuai 

" IJ1694XXX Auditor Ahll Madyn !VIb 694,0lJ Pengendali TeknC! Auditor Ahli Mad)lll !VIb ~=gun Dfin t1:knis sesll.fli sesual scsua.i 

27 131759XXX Audi1-0r AhJi Mad}'ll !VIb 714,001 Penget1dali TeknU I AudUor Ahll Madya I VIc peltjenjangnn · .tdk SCJ)JIII. sesue..i """' l teknis 

" 1:3I694XXX Auditor AIIH Mndyn !V!b 629,601 Matrikulasi PT Auditor Ahli Mndyn lVII> penjef\langan sesuai sesuoi s.esuai I teknitl ,. tJl7:S9XXX Auditor Ahli Madya !V!b 677,2411 Peng~nd~li Teknls Auditor Ndi Mtldyn !VII> pcnjet!}!l.l.tgan stsuni sesuai ''""' l tek.nis 

" 13l762XXX Auditor Ahli Mudya !VIb 633,168 Pengendali Teknis AudltQI' Ahll Mndya !VIb pel'lftltjangan 
SC9\Uii !!dual sc.suai ! ll:latis 

" 13l698XXX I Auditor Ahli M8dya !VIb 7:5&,614 Pel'lge!ldllli Teknl~ Auditor Ahli Madyu IV/c penjtnjangen tdic: SCSllal· "'"' muai ( ~klli$. 

" i3060S:XXX Audiux Abli Madya !VIb 696,508 Pc!lgt!ldali Teknio Audiltn' Ahll Madya IV/b petUet\J&rlgan sesui ~uBl SCSIIai 

'"""' 
" i31!29XXX Auditcr Abli Madyn IV/b 744,668 Ptngefldnli Teknis Audl!Of Ahll Madya 

1 I VIc peqjttnjanpn · tdli·wua! sesuBl sesuai i!HnU 

' pt:qjeujangan 
34 l31759XXX Audl10t Ahll Madya IV/b 65H,)S8 hnSCfldnli T eknls Audlror All!! M:Miya i IVA> lklmU se'Wii ...... """' 
" tH694XXX Aud.liQI' Ahli Madyn !Wb 707,604 P1mgendsll TWis Auditor Ahli Madya ~ [Vk ""'"'"""' tdk&t$Ual .· """" """' pe~~i teknis . 

" l30:816XXX Auditor Ahli M!id}'tl. !Vib 7!2,834 P:ng:nduli T eknls Audioo.r Ahll Mlldra I !Vic pmjt:nja.l:;p """"" se&!lai tdk.,. 
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Lanjutan ... 

" 1Jt468XXX Audiror AhH Msdya !VII> 690,752 Pengendali Tek11is Audilcr Ahll Mudya fV/b pci!J~IJ!lllpll 

"""" "'"'" ''""' ittknis: 

59 lli69'1XXX Auditoi Ahli M&dYJ !VIl> 6!2,327 f>engrodl\li Tckr!is Audilof Ahli Medyn !VIl> --uc:'n~l kknis """' """' "'"'" 
60 l3!7S9XXX Auditor Allli M&d}'ll !VIl> 606,838 ~ogtnd.lili Telrnii A!.ld!tor Ahti Madyt !VIb -- """' """' sesuai itd:nis 

6! l30JS7XXX Audilor Ahll Madya JV/b 124,195 Ptrt~llli Teknis AuditoJ AbU Mlldya lV!c pmjcnjMgan 
tdkMSUei 

_ .. 
"'"" itcknis ., l3!79t:XXX Audiwr Ah!i Madya !Via 591,111 Ptngau!lili Tckni5 1 Audi!W Ahli Madya IV/b N'l'\icnjangan tdkMSUti """" ll¢SUai ittknis ., l3!419XXX Auditor Ahli Madya JV!a ~ $64,214 Ptngendal! TckniS j AUdil¢:f Ahli Madya JV/b penjepjmgan tdks;suat """' """'' penget~dali tcknis 

64 l3!762XXX Au4ilor Ahli Madya !Via ) 531,417 PtngMdall Tcknis i Auditor Ah!i Madya !Via pmje~ 
pefl~i ttknis 

SC$i,Ud """' Sdlllli 

., 13!696XXX Auditor Ahli Madya ]Via 633.379 Ptngendall TekrHS j Al.!dill)f Ahli M&eya JV/b pet\lcqjangan tdk sesua1 """' sesuai pcngeodall ttknis 
' ptt\ltlljangan 66 13t792XXX Auditor Mli Mad)'$ I VIa >%.004 Pcogendllli Teknls Audikl! Ahli M!ldyl! fV/b ptingindali td:nis ttilc: scsuai '"'"' "'""' ., 13l466XXX Auditor Ahll Mndya IVfa 674.761 Pengendnli Teknis Auditor Ahli Mudyu fV/b perljcnjuugan 

. pe"n.&indali tdmis tdkiiew.l!i sesusi st'UAi 

" 13l968XXX At.~dltor Ahli lVfu 334,943 Ahli Auditor Ahll Mm.la ll!ld Perijenjangen 
tdksesuai ""' Wk 

"'"""' Ketua T'tm 5t'SIItli SCIIWII 

69 t3l999XXX At.~ditor Ahli Mudya IV/u 450,9 Pengendali Teknis Audilof Ahli Madya !Via pctt.Jcnjoogoo 
oefnrindali tekrJis """' sesuai ,...,.; 

70 tJlOIOXXX At.~dilor Ahll Mud}'U lVla 453,621 Pcngendnli Teknis Auditoc Ahli Mudya IV/ a penjcnjnngun 
oeiuuindnli tl!knis sesWI.i sesuti scsuai 

71 t31691XXX At.~dilur Ahll Mud)"tl IV!u 616,83 Pcngcndali Tcknis Auditor Ahli Madya fV/b penjenjMgnn 
oeiutCnduJi tl!knis tdk "'"" "'"" i $Csuai 

pol\jtflianssn ' 
" t3l292XXX Auditor Allli Ml!dya IV/n 621,774 Pcngendali Teknis Auditor Allli Ma.dya fV!b ne'ntCndllli tcknis tdk ses\1111 sesual $e1Ua.i 

73 i.ll759XXX Audilor AbU M!Uln IV!u 45:;!,07:l Kerua Tim Auditor Ahli Msdya I VIa penJenjlll'lgan 

"""' ""' ""' uc'nm.id"l!i tcknis i sesuai scnu!l 
74 i31759XXX Audilor AbU Medyn tV!o :594,181 Pengendali Tcknis Audilor Ahli Madya fV!b penjtnjangan 

!)C'n~i ~knis ldkwual sesual sesual 

" 130542XXX Audilor Abli Modyo tV!a 415,954 Prog«~dali Tekrlis Audilm Ahti M!ldyn fVIo pmJMJansan sesuai sesusi 5e5U.!IJ i telatis 

76 IJI7S9XXX Audilor Ahli Madya !Via 434.95 Ptngemlali Tcknis Allditcr Ahli Mudyu lVfll 
pmjtujan@M sesuai sesuai sesuai 

. """" 
17 13!414XXX Auditor Ah!i Mu.de rvro 512,72 KetuaTim Alldi!CI Ah!iMtdYJI IVJa ~lUlf!!lll !eSUI!i w• '"" lkknis ,...,.; "'"" 78 !316\fSXXX Auditor Ahll Madya Ivtu 439,06 P'!ngendali T cknis: Auditm Ahii Madya !VIa "'"""'"""' uertai!'ldall teknlli &csual "'""' sesuai 

79 ''"""""" Audilor Mli Madya TV/a $~.8 Peogendllli Tcknis AUditor Ahli M4d)1l !Via penjtqjengan """"' sesuai j """" 
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Lanjutan ... 

1""''6'""""'' ''"''"~ 

" il0813XXX Audllor Ahli Muda !VIa 6~0.!11!!. KetuaTnn Auditor Ahli Madya JV/b :~=~SM iGk:soMi ""' ""' ncf teknfs: .auiU.' "'""' 
" il0610XXX Audlu:rr Ahli Madyn !Via 563,465 PtnpndAli Tek::niS- AuditOr Ahli Mnd)'ll IV/b pc:nj;njangan 

nc'i1l<indali teknis "" """' sesuai sesunl 

" 13l759XXX Audiklf Ahli Madya I Via 570.S67 f>eo~ndali Teknis Auditor A.hli Mildya IV/b penjmjangoo tdk:m;ud sesuai scsusi i tekni$ 

" l3l759XXX Audi!Ot Ahli Madya !Via St\1,267 Peng;erninJi Teknis Audi!nr Ahli Mrulyt~ !VIo ~jenjlllljJllfl sesUti sesuai i sesusi i tekl'lis 

" l3l.631XXX Audi!OI Ahli M11dyn !Via 606,007 Pl:n&ern.llli Tdmi$ Auditor Ahli Madyn !VIb penjenjMgltn !dksesuei ,JeSlllli """" • teknis 

" l3l759XXX Auditor Ahli Madya !Via 626,422 Penpdcli Teknis Auditor Ahli MudY!l !VIb penjenJangan 

""'"""" SW!Ili "'""' itektlis 

" J3l416XXX Auditor Al!li Muds !Via S2l.29I KeltlaTim Auditor Ahli Mady11 lVI• - """' I ""' "" i tdatls smuU- "'""' 
" J3l81JXXX Auditor Ahfi M!tdyn IVia 516,238 ~ngern.lali Teknis Al.ldilOl' Ahll Madya !VIa penj¢njl!llgltrl 

"""' ses.ual "'"' i leknis .. IJI571XXX Auditor Ahli Mrulya IV/a, 6[1),525 P<;ngeru!aH T~knis A1.1dil.ar Ahli Mad)'a !VIb penjenja.ngan 
pc:nwindalllcknis !dkmnai S«Uai :Si:$Wii 

" i31759XXX Al.ldiwr Ahli Madya I VIa. 596.857 P<::~ndali T~k.r1is A1.1ditor AbU Madya IV~ 
pcnjeflja.ngsn ! 

"""'""' KSI.llli ruuai [ !clmis 

" i31127XXX Audit01 Ahli Mndyn IV/a. 599,766 Pengendali 'l'ckilis Auditor Mil Madya IV~ 
penjenjangnn 

"""'"" sesuel "'"" pcngcndall tcknis 

" !31599XXX Auditor Mli M~dY!l I VIa 584,837 Pengendali Tclcnis Audilor Ahli Mad)ltl IV~ 
pcnjenjangt\11 

pc'nt~~ndali teknis """""' sesu.al scsuai 

" i31403XXX Auditor Abli Mnclyn IV/a 536,634 Pcngcndali Teknis Auditor AhH Mudyn !VIa pcnjenjangan 
pe'ngCndali tcknis se!uai "'""' sesuai 

9J 131999XXX Auditor Ahli IV/a 31l,57 Ahli Auditor Ahli Muda lfl{IJ Pcnjenjangan tdksesuili "'\ "" Pertama KctuaTim """" "'"' 94 !J1806XXX AtMblOl' Mli Mttdyn IV/a 520,653 P:ngerldali Teknis Audltor Abli Mud)ll'l !Via peJlji::Jijangan 
ue!J~ndali teknis 

sesuai """' sesuai 

" J3l7S9XXX Audi!J:»' Ahli Mild~B IV/a n3,351 ?enge•1da!i Tclmis Auditor Ahli Mncl)1'1 !VIb pepJcnjans&n 
oc"noindali ttknJs ""''""' """' "'"' 

" i3l846.XXX Auditor Ahli MBdya fV/B m.o1s Pengemiali 'l'Cialis AudilOl' Abli Madyn !Vio 

~ "'"" """" """" " 
91 I3l797X:XX Auditor Ahh M&d~ll lV/B 417,823 PtngendeJi Tekms Auditor AhH Madyu IV In ·- sesuai sesuai sesuai 

" JJ\)4J)X'JO{ At.'l'.litor Ah!i Msdyn !Via 548.851 PtngendeJi T cknis Auditor Ahli Mudyu !VIo """"- "'""' """' """' i tdoris 

99 l317S9XXX Auditof Ahll Madyt~ !V/B 6U,481 Pengendall Teknis Atidi!ot A.hli M!idya fYib penjelljMpn 

"""""' ~uai ·-i tda!is 

100 i31863XXX Auditor Altfi Madya !Via 463,916 j Pt:ngendali Teknls Auditor AbliMadya tVIa pon;..J-
''"'' "'"" ses.uai 

------ - ~~it:!mis - ' 

Analisis Dampak..., Sujana Gitanegara, FEB UI, 2009



Lanjutan ... 

101 131759XXX Auditor Ahli Mudyn IV/a 605.59 Pengenduli Tcknis Auditor Ahli Madya IV/b ji'WIIJIOIIJII!Igllll 

oeilRindali tcknis 
tdkseai.Jai sesuai .,.,.; 

102 J31I25XXX Auditor Ahli Mudya JV/a 541.017 Pengendali Teknis Auditor Ahli Madya JV/a pcnjtnjangan 
oe-mt:Cndali tcknis sesuai sesuai sesuai 

103 !31694XXX Auditor Ahli Madyn IY/a 534.79 Pengendali Teknis Auditor Ahli Madya JV/a pcnje!UIII'Iglln 
oeil~~:Cndali teknis sesuai sesuai scsuai 

104 I31759XXX Auditor Ahli Madya IV/a 557,46 Pengendali Teknis Auditor AJlli Madya IV/b pcnjenjangan 
oeOP:(ndali tcknis tdk sesuai sesuai sesuai 

105 I32087XXX 
Auditor Ahli 

IV/a 264.728 Ahli Auditor Ahli Muda 111/c PenjenjMgan 
tdk sesuai tdk tdk 

Po= Ketua Tim sesuai sesuai 

106 131408XXX Auditor Ahli Madya IV/a 466.65 Pcngendali Teknis Auditor Ahli Madya IV/a pcnjenjangan scsuai sesuai sesuai penl!cndaU tcknis 

107 1311!51XXX Auditor Ahli Madya IV/a 539,347 Pcngendali Tcknis Auditor AJlli Madya IV/a penjenjangan 
scsuai sesuai scsuai peDI!CildaJi tcknis 

108 !31784XXX Auditor Ahli Madya IV/a 562.013 Pcngendali Teknis Audioor Ahli Mudya IV/b 
penje(\jangan 

tdk sesuai sesuai sesuai pengcndali tcknis 

109 131965XXX Auditor Ahli Madyo JV/a 521,135 Pengcnduli Teknis Auditor Allli Madya JV/a 
pcnjcnjqngon 

ne"n11Cndali tcknis scsuai scsuai scsuai 

110 J31759XXX Auditor Ahli Madya JV/a 635,162 Pcngendali Teknis Auditor Ahli Madya IV/b 
pcnjcnjangan 

oe.ni!Cnda\i tcknis tdk sesuai sesuai sesuai 

Ill J3G478XXX Auditor Ahli Madyu IV/o 624,772 Pcngendoli Teknis Auditor Ahli Madya IV/b 
pc(\je(\jangan 

oe.ni!Cndali tcknis tdksesuai scsuoi sesuai 

112 J31844XXX Auditor Ahli Modyo IV/a 564.3 Pengcndoli Teknis Auditor Ahli Modya IV/b penjenjangan 
oeili!Cndali tcknis 

tdkscsuai scsuai scsuai 

113 J31417XXX Auditor Ahli Mudo IV/a. 509.231 Ketua Tim Auditor Ahli Madya IV/a 
pcnjenjangan 

sesuai tdk <dk 
pe-nltindali tcknis scsuai scsuai 

114 J31759XXX Auditor Ahli Madya I VIa 580,Q] Pcngcndali Teknis Auditor Ahli Madya IV/b pcl\ienjllllgon 
oeii~~:Cndoli tcknis 

tdk sesuai sesuoi sesuai 

115 J317S9XXX Auditor Ahli Mndya I VIa 558,648 Pcnsendali Tcknis Auditor Ahli Madyn IV/b penjenjangan 
oeO~~:cndali tcknis ldk scsuai sesuai sesuai 

116 !31797XXX Auditor Ahli Muda IV/a 538.792 Kctua Tim Audioor Ahli Madya lV/a 
pcnjenjang:an 

sesuai tdk <dk 
pen~endali tcknis sesuai sesuai 

117 13l427XXX Auditor Allli Madyn IV/a 587,263 Pcngendali Tcknis Auditor Ahli Madya IV/b pc(\jcnjongan tdksesuai scsuai scsuai pengendali teknis 

118 130674XXX Auditor Ahli Mudyu !VIa 516.419 Pengendali Teknis Auditor Ahli Madya IV/a pcnjcJ\iangan 
SCSUIIi scsuni sesuai pengcndali tcknis 

119 J31759XXX Auditor Ahli Mudyn IV/n 595.041 Pcngendali Teknis Auditor Ahli Madya IV/b 
pcnjenjangan 

tdk sesuai scsuai sesuai pengcndali tcknis 

120 JJIIIIXXX Auditor Ahli Madya IV/a 520,938 Pcngcndali Tcknis Auditor Ahli Ma.dya IV/a penjenja.ngan 
:n~~:Cndali teknis 

sesuai scsuai scsuai 

121 JJI69JXXX Auditor Ahli Mucin IV/u 574.389 Kc1uuTim Auditor Ahli Madyn IV/b pcnjenjangan tdk scsuui "'' <dk 
oe"n~~:Cndali tcknis scsuai sesuai 

122 !3l7S9XXX Auditor Ahli Madyn IV/u 647,825 Pcngendnli Tcknis Auditor Ahli Madya IV/b pcnjcnjangan tdk scsua.i sesuai sesua.i 
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123 i30542XXX Audilot Al1li Mudu ltlfd 463,65 Ketunfim Auditor Ahll Madyo !Via "'*'""""' tdk$C$uai .... ""' ne~llindGli lekll!9 ·sesual sesual 

124 i320&7XXX Audilor Allli Muda JH/d l49 KetuuTim Audi1or Ahli Muda ltlld Penjenjaneart sesuai sesuei sesuai Kctw1Tim 

"' 131799XXX Al.ldilor Ahli Muda JIJ/d 460,041 KctuaTim Alldt!OI Ahli Madya ''" 
pcnjenjMglll 

tdkmulli "'' "" lteknis ,..,.; -,,. !306UXXX Audilcr Mti Muda JU!d 4i0,97 l>indnb Jnlurt Ahli Auditor Ahli Mttdyu !VIa pcnjenjangan tdksem&i "" "'" i 1tkl'lit ,..,.; """' 127 J31806XXX Auditor Ahli Mudu lllld 408,165 KetunTim Auditor Ahli Mrulya !Via }Xlnjeltjlln$Bil ldltmulli ""' ""' itrkn!s """' """" 
1:!8 !J0816XXX Audiwr Ahll Muda IJW 444,139 KeruaTim Audil1.lr Ahli Mndya JVI< petljtrtj&ngan tdkse!:uai '"" ""' i t:knls """' '""" 129 J3!698XXX Audiwr Ahli Mudtt 111/d 4&4,057 Ahli Auditor Ahli Madyn !VIa pcnjenjMgM tdksesunl ""' ""' i teknis sesuai scruai 

JJO !3!2li9XXX Auditor Ahlt Muda lll/d 509,008 (Matrikulasi) Auditor Ahli Mad}1! I VIa """- ldkstsual tdk 
Kt!tmTlm i lek:nis sesual 

'" 13l7S9XXX Audiltlr Ahli M1.1® III!d 412,703 KetueTim Auditor Ahli Ml\d)'ll lVI a penftnjangan tdkscsual "" "" i !Cknis sc.suai scsuei 

"' 1)1696XXX Audlltlr Ahli M1.1da Hlfd 488,687 Ketua Tim i Audttor Ahli Mad)'l.l I IV/a ~nj:njangan ttfk teJ.Uai !dk "'' t teknls s.tsuai sesual 

"' l)l79SXXX Auditor Ahli Mwl.yn Hlld 574,234 ~ogcrn:Wl Teknis Auditor Ahll Mad)'!!. ! !Vfu pcnjertjll!lgBI'l 
pe'a~t u:knls ldk scsuei sesuai sesuai 

"' 1)180SXXX Auditor Al!li Mudn lll/d 400,7l)ll KetuaTim Auditor Atlli Madyn I VIa pcnjenjangl11! tdk $oC$Uai "'' "'' _ pe~gCndali tekn!s ''""" scsuoi 

"' J)l8fl6XXX Auditor Ahli Mudn Jll/d 414,503 Kct1.1aTim Auditor Ahli Madyu lV/ll pcnjcnj1111gan ldk sesual "'' !dk 
oenllendali leknis ''""' scsuai 

'" !31307XXX Auditor Mli Muda lll/d 425:,729 Kerua Tim Audi!Qr Ahll MRdya IV/a pcnjenjMgan tdksesuai "' !dk 
ocft~ndali tekni£ scsuai scsusi 

ll7 !) t800XXX 1 Auditor Mli Mud a JJW 319,!5 Ahh Auditor Ahli Mud a IIT/d :Penjcnjangan sesuai scsuai '" K~rua Tim sesuai 

'"' 132100XXX j Auditor Ahli Muda Jllld 400,357 Kttua Tim Auditor Ahli Madya IV/a penjcnjengan tdk sesuai "" !dk 
oeiu.irnfali teknis muai """' 

'" tJ:W89XXX i Auditor Ahli Muda lllfd 423,148: Kema Tilr1 Auditor Ahli Madya !VIa 
tMllljcnjangan tdkmual "' "" ne"tlaindali t:knis """'' ''""" 

140 l31664XXX Auditor Ahli Mwla H!/d 508,31 KuuaTliU Auditor Ahli Mt'ldya !VIa 
penjcnjang.an tdksm.u.U ""' ""' i trknis !le5UDi ~"" 

j 14! J3l'l59XXX Auditor Atlti MI.Kia lfl/d S4€i,69S KetuaTim Audilor Allli Mttd}'ll lvta )'!Cnjenj~ tdksmilli "'' !dk 
it:knis '"''"' ,.,,.; ,., lll759>CXX Audi!l:IT Ahli Mudu lH/d 488,825 Ketus.Tlm Auditor Ahli Mudya JVfu pcnjcnjengm 

""'"""" 
!dk ""' iteknis """"; """' '" lll924XXX Allditcr Mli Mudn lllid 355,11 KcrunTim Audl:oc Attli Mudn nw .::)mo ... ;c;suai SI:$Ufti 

tdk 
ndalltdcnl:> ~sual 
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1 l44 r un:roxxx Auditor AhH Muds lfifd 447,934 K4l:tuaTlm. A\Jd;tor Ahli Madya JV/a l"oJon- """""' 
tdli . .!' .. "teknis ..s..iit 

145 nos:nxxx Auditor Ah!i Mudo HUd 388,819 ohll Audlw Abli Muda Uf/d 
_..,,., 

..,,.; ..,..; "" ! t!ri.nis ..,..;. 
' ,_ 1 ... "" 146 1ll!ll5XXX Auditor Ab!i Mudo ! H!id 442.139 KeruaTim Audit<w: Ah!i Madya tWa ~is i h!ksauai 
' - ..,..; 

147 Jll797XXX Audiwr Abli Muds IIUd 530,353 KetunTlm Auditor Allli M~tdya !VIa ::j~ tdk...uru ... "" nda!i telmis """' -148 lJl844XXX Audiwr Abli Muds 111M 488,1 KetuaTim Auditor Alt!i Madyn !Vhl penjcnjangan Mk...uru ... ... 
I~""" """' -149 I3l759XXX Auditor Al!li Muda II!Jd 5011,44 KetuaTim Al.ldilor Ahli Madyu !VIa 

,_.,,., 
""'..,..; ... t<lk 

~kn· """" """' 151) Ul8MX:XX Auditor Ah.li MudD I!Ud JS3,812 KeruaTim Audhor AbU Mud& Il!ld pre;njeqjrmgen ..,,.; 
''"" 

tdk 
I'C';"~ 1eialis $e$1ial 

Ill lll478XXX Auditor Ahli Mud:i Hl/d 426,546 KeruaTim Auditur Abli Mndyu lVI> pcnjctUoop; tdk sesuai «<I< "' oc"n2in4all ~knls '""'' $UUii 

152 13210SXXX Auditor Ahl~ Muda llUd 416,95 Kt:ruaTim AudiUlr Altli Madya IV!u pellienjrmg.an tdk:sduai 
klk tdk 

t~e!uzindali teknis J;GW!i "'"' 
JSl 13Z008XXX Auditor Abli Mtu:ln 111/d 3)4,283 KclllsTlrn AUditor Ahli Muda 111/d 

Pen.ieP.jang!!!l s.esuai sesull.i ..,,.; 
KewaTlm 

ll4 IJlOIOXXX Auditor Abli M1Jcl11 lll/d 535,1.31 Kctua Tim AudiOOI Ahli Madya I VIa .... ':!.l!llj!JHSIID tdk sesuBJ ... ldk 
n ndall tcl:nis "'"" ''""' 

lSl I.3!87SXXX Auditor Mli Mudll lll/d 452,'284 Ketua Tim Audllo! Ahli Madya IV! a .... '::jenjangan tdk sesuBl tdk ... 
f1 ndali ttk:ni5 sesuai ,.,,.; 

156 I.3!691XXX Auditor Ahli Mudn l!Ud 479.755 Ketua Tim AudllO! Ahli Madya !VIII pcnjenjangan tdk sesuai tdk tdk 
nc~~·;ndali teknis ~Uti sesuai 

'" t3l759XXX Auditor Ahli Mudn Jllfd 492,071 Kctun Tim Audilor Ah1i Madya JV/a ~Y~~,cnjllllgllll tdk sesuai .... tdk 
n ndall teknis S¢SUaJ ,.,,.; 

'" t30938XXX Auditor Ahli Mud11 lll/d 452,98 K~tua Tim AudiiDI' Ahli Mad}'U lV/11 pcnjeojangan tdkscsun.i ldlt tdk 
ne'll~endaH ulmis SCSWI} """' '" 13l468XXX A1.1ditor Ah!i Mudn 111/d 305,4 Ketua Tim Auditor Ahll Muda 111/d PeJ\ltfliH118wt sesual SCSIJ.I!.i I sesuai KeweTim 

160 J3179JXXX A1.1ditor AMi Muda lllld 3'20,14 Ahli Auditor Ahli Muda Jll/d Penjcnjangan 

"""' 51e.'SU~i "" KotuaTim ~esw!l 

161 i31806XXX Auditor AMi Mudn lflld 369.21 Kcrua Tim Audilur Abli Muda Ill/d nen~~angaq 1C$lldi $C!lllai ldk 
ali teknU ''""' 

"' 131816XXX Auditor A.hli Ml.ldo lll/d 452.9.57 Kenm Tim Audiw Allii Madya JVfn :~a:'san ldk sesuBl "'' ""' ru:"n I t:lmJs "'"" Soe~u.ai 

'" 131817XXX Audilor Ahli Mudu 111/d 555,.567 Ketua Tim Auditor Ahti MadYJl JV/b pen,lenjangan tdk sesuai '"' ldk 
l~tknis """" ''"llll 

164 IJI664XXX Audilor Ahli Mud11 tlfld 5:l7,28:2 Kctua Tim Audi!Ot Ahli Medya 1Vfe 
pe!\let\jang31l Wtsesuai "" tdk 

i !tlmis ..,..; """' 165 J320S1XXX Andilot Abll Mudo fHJd 418,511 Ke!ualim Auditor Ahh M1dya !Via; penjwjanaan tdkruw~i "' "" 
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pengendall tcknis "'"" sesuil:· 

166 !31459XXX Auditor Allli Muda liUd 300 Kcrua Tim Auditor Allli Muda Ill/d PcnjcnjBngan scsuai 5Cl1Uai """" Kctuo. Tim 

167 !32087XXX Auditor Ahli Muda liUd 368,934 Kctua Tim Auditor Ahli Muda IIUd pcnjcnjBngan scsuai scsuai tdk 
ocli~~:rlndali tcknis """' 168 !3068IXXX Auditor Pcnyelia 111/d 384,796 Auditor Pcnyclia 111/d pcnjcnjBngan 
oc-mr:c"ndali tcknis scsuai scsuai 

169 131S71XXX Auditor Ahli Muda IIUd 436,21 Kcrua Tim Auditor Ahli Modya IV/o penjcnjangBn tdk sesuai ulk tdk 
pc-n~~:Cndali tcknis ·- ·-170 i31875XXX Auditor Ahli Muda IIUd 540,798 Kctua Tim Auditor Ahli Modya. IV/a penjCnjB!Igllll 

tdk sesuai "' "' OCDRCDdaJi tcknis sesUai ·-171 !30816XXX Auditor Ahli Muda IIUd 3!9,57 Allli Auditor Ahli Muda 111/d Pcnjcnjangan sesuai scsuai ldk 
Kctua Tim ·~"" 

172 13!965XXX Auditor Ahli Muda [][/d 522,408 Kcrua Tim Auditor Ahli Madya. IV/a pcnjcnjBilgBn tdk scsuai "" Jdk 
pcngcndali 1eknis sesuai ·~"" 

173 132087XXX Auditor Ahli Muda IIUd 428,294 Allli Auditor Ahli Madyu IV/a pcnjcnjBngan 
tdk scsua:i <dk ldk 

pcngcndali tcknis sesuai sesu.ai 

174 130790XXX Audir:or Ahli Muda 111/d 626,053 Kcruo Tim Auditor AllH Madya. IV/b pcnjcnjangan tdk scsuai "" <dk 
nc'ni!Cndali !Cknis sesuai scsuai 

175 l3!804XXX Auditor Ahli Muda 111/d 419,433 Nlli Audir:or Ahli Madya. IV/a pcnjcnjBngan tdk scsuai "" ldk 
oc"nlllindali tcknis scsuai scsu.ai 

176 1319IOXXX Audir:or Ahli Madya lllld 503,749 Pengcndali Teknis Auditor AllH Madya !VIa pcnjcnjangan 
oc"n~~:.indali tcknis tclk scsuai scsuai scsuai 

177 i31844XXX Audir:or Ahli Muda 111/d 423,006 Kcr:ua Tim Auditor Allli Madya Ivta pcnjcnjBngan tdk scsuai "" <dk 
nc"nRCndali tcknis sesuai scsuai 

178 l31808XXX Auditor Ahli Mudn lll/d 422,862 Kctun Tim Audir:or AJlli Madya IV/n pcnjcnjangan tdk scsuai tdk ldk 
nc-nRCndali tcknis sesuai sesual 

179 131687XXX Audir:or Ahli Mudo lllld 460,055 Kcrua Tim Auditor Ahli Madya !VIa pcnjcnjangan tdk sesuai "" <dk 
oc-n~~:Cndali tcknis sesuai scsu.ai 

lBO !32054XXX Auditor Ahli Mudo 111/d 302,909 Kcruo Tim Auditor Ahli Muda [J[/d Pcnjcnjangan scsuai scsuai sesuoi KctuaTim 

181 l32087XXX Audhor Ahli Muda Ill/d 362,908 Ahli Auditor Ahli Muda 111/d pcnjenjangan sesuni sesuai '" pen11,endllli tcknis scsuai 

182 !31880XXX Auditor Ahli Mudo 111/d 465,438 Ketun Tim Auditor Ahli Madya !Vfa pcnjcnjangan tdkscsuai ldk ldk 
pengendali tcknis sesuai sesuai 

183 J31269XXX Auditor Ahli Muda 111/d 369,385 Kcr:ua Tim Auditor Ahli Muda 1llfd penjenjangan sesuai scsuai <dk 
pengendali teknis sesuai 

184 !31909XXX Auditor Ahli Mudn 111/d 503,387 Ketua Tim Audir:or Ahli Modya !VIa penjenjangan tdk scsuai ldk "' pcngendali tcknis sesuai sesuai 

185 130792XXX Auditor Ahli Mudo 111/d 519,379 Kcruu Tim Auditor Allli Madya !VIa pcnjcnjangan tdk sesuni ldk ldk 
oe'n~~_Cndali teknis scsuai sesuai 

186 i30779XXX Auditor Ahli Muda llUd 394 Pin doh Jolurf Ahli Auditor Ahli Muda lllfd penjcnjangan sesuai sesual '" oe.n11.Cndali teknis sesuai 
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"' 131759XXX Auditor Ahli Mudn II lid 577,868 KctuaTim Auditor Ah1i Modya IV/b pcnjcnjmgan tdksr,su.tti: - Jdk Jdk 
pen~ndllli tcknis -·scSuaf .'' ... .w 

188 l30779XXX 
AUDITOR AHLI 

111/d 498,92 KcruaTim Auditor Ah1i Modya I VIa penjenjangan 
tdk scsuai 

tdk,. Jdk 
MUDA pengcndali tcknis sesUai · ... .w 

189 t31951XXX Auditor Ahli Muda Illlc 290,383 Auditor Ahli Muda flUe 
Penjcnjangan 

scsuai scsuai 
Ketua Tim 

190 132069XXX Auditor Ahli \life 302,639 Ketua Tim Auditor Ahli Muda 111/d Penjenjangan tdk scsu!U Jdk 
scsuai Pertama Ketua Tim scsuai.-

191 t31694XXX 
Auditor Ahli IJJ/c 301,461 KetuaTim Auditor Ahli Muda 111/d Penjenjangan 

tdk SC9uai Jdk seswti 

'"''""' KetuaTim scsuai 

192 i3t664XXX Auditor Ahli Muda llllc 333,068 Ahli Auditor Ahli Muda 111/d 
Penjenjangan 

tdkscsuai scsuai <dk 
KetuaTim ''""" 

193 131687XXX 
Auditor Ahli IJJ/c 243,376 Ahli Auditor Ah1i Muda lll/c Penjcnjangan scsuai <dk Jdk 
Pertalllll KetuaTim scsuai "'"'" 194 i31873:XXX 
Auditor Ahli 

llllc 266,t8 ahli Auditor Ahli Muda 111/c 
Penjenjangan sesuai <dk ldk 

,,~ KetuaTim scsuai sesuai 

195 J31468XXX Auditor Ahli \life 220,49 ahli Auditor Ahli Mudn llllc 
Pcnjenjangan 

sesuai rdk <dk 
Pertam.a Kctua Tim SCSU8i sesuai 

196 \3!459XXX 
Auditor Ahli 

111/c 23t,421 ahli Auditor Ahli Muda 111/e Penjenjangll!1 scsuai ldk ldk 
Po~ KctunTim scsuai sesuai 

197 i3214SXXX 
Auditor Ahti 111/e 241,024 ahli Auditor Ahli Muda 11/lc 

PcnjcnjiiDgllll 
sesuai ldk rdk 

,,~ Kctu11 Tim scsuai sesuai 

198 J31694XXX 
Auditor Ahli llllc 268,733 ahli Auditor Ahli Mud11 llllc 

Penjcnj~~ngan 
sesuai ldk ldk 

Pertama Ketu11 Tim se.suai sesuai 

199 130870XXX Auditor Ahli llllc 231,01 ahli Auditor Ahli Muda llllc 
Penjenjangllll 

sesuai ldk <dk 
Pertamo Ketua Tim scsuai sesuai 

200 !32087XXX Auditor Ahli Muda llllc 231,853 Kctuo Tim Auditor Ahli Muda 111/c Penjenjangllll sesuai sesuai se.sUBi 
Kctu11 Tim 

201 t31874XXX 
Auditor Ahli lll/c 278.25 ahli Audi!or Ahli Muda 111/e 

PenjenjB!Iglln 
sesuai ldk rdk 

Pertama Ketu11 Tim sesuai sesuai 

202 t32145XXX Auditor Ahli 111/c 261,473 ahli Auditor Ahli Mudn 1llle 
Penjcnj!l!lgBn sesuai ldk rdk 

Penamn Ketu11 Tim scsuai sesuai 

203 J31664XXX Auditor Ahli MudB I!Uc 247,233 Kctua Tim Auditor Ahli Muda IIJ/e PenjcnjangB!I sesuai scsuai sesuai 
Kctua Tim 

204 L32145XXX 
Auditor Ahli 

111/c 264,388 Kerua Tim Auditor Ahli Mudn IIJ/c Penjenjangllll scsuai ldk 
sesuai Pcnwna Ketua Tim se.suai 

205 J31806XXX Auditor Ahli 111/c 289,485 Kerua Tim Auditor Ah1i Muda 111/c 
PcnjenjangB!I 

sesuai <dk sc.suoi Pertwna Ketu11Tim sc.suai 

206 132145XXX 
Audilor Ahli 

111/c 267,178 Ketua Tim Auditor Ah1i Muda 111/e 
Pcnjcnjllllglll1 scsuai ldk 

sesuoi 
Pennma Ketua Tim sc.suai 

207 i30816XXX Auditor Ahli Mudll 111/c 302,44 ahli Auditor Ahli Mudn 111/d 
Pcnjenjongan 

tdk sesuoi SCSUIIi "' Ketua Tim sesuai 
208 J31797XXX Auditor Ah1i 11!/c 249,812 llhli Auditor Ahli Muda 11l/c Penjcnj!IRgllll sesuai ldk <dk 
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""""" KeruaTJm """' semat. 

209 JJI873XXX 
Auditor Abll llll¢ 251,01 ah!i Audilor Ahli Mudu lUte - sesuai "" ""' """"" ~Tim ...... _. sc!tiai . 

2lO !31478XXX 
Auditor Ah::li 

!life 252,81 ahli Audi!O! Ah!i Muda !!!It: ~eniM&an 

"'"' '"' ""' p"""'' KttuaTim ...... "'""' 
211 Il1806XXX AuditotM!i uuc 243,148 KwtaTim Al.ldiror Ah!l Muds ""' 

Penjmjangan 

"'"' "" ~UBi 

""""'' Ketw!.Tim """" 
212 l31Rl2XXX 

Alidlroc Ahli HUe 29?,469 KetuaTim Audirot Ah!i M~da ""' 
Penj~rnjangan >esll(li "" sesu6i 

""""" KctuaTim ''""' 
213 l3!690XXX 

Aud[toc Ahli 
lllib 268,087 Ahli Aur.llkJJ Ahti Mucht ""' 

Pcrijcnjangan tdk:K$uai "" ""' """""" KctuaTim "'"' suual 

'" l31806XXX Alldlwr Ahli IIllb 235,413 Ahli Audlw.r Ah!i ML~da HJk: PcfljtrtjMgt:n tdk: SCS.I.Iai '"' ""' "'"""' Ketun Tim "'"' '""" 
"' 131459XXX Audt~or Ahli 

111/b 217,73 Plndah Jalur/ AMi Audittlr Ahli Muda !lilt: l'<nJ"li"'"" "'"""'" "" "" Pertam11. K¢tuaTim sc:suai suual 

"' l31459XXX 
Auditor Ahti 

llllb 161,73 P'1ndAh Jalur/ Ahli Al.nfrtor Mil Ptrt11.111A ! lllib Pembcntuknn 
SCSIIl1i Stsllll.i :sesuai Pcnama Auditor Allll 

217 t3l&OSXXX 
AudiiOr Ahli 

111/b 240,064 Mli AudiWr Allli Muda ' Hlfc PtmjenjMgnn 
tdk~llaj tdk "k 

Psrtruno. K«uaTim ''""' sesuei 

"' 131806XXX 
Audilot Ahli llllb 1.ID,l44 Ahli At1ditor Ahll Muda lU/i) PenjenJansen tdk ses.l.lai '"' "k 
Pcrtama Kettut Tim sesuai SCSWii 

'" illlllXXX Auditor Ahli llllb 197,36 nhli Audi1or Ahli Pertama llllb 
P«\]~njangan so:sual SCSLial 

!dk 
Pcrtamll Kerua Tim sesuai 

220 J31696XXX Audilor Ahli 
llllb J 70.556 Pindllh Jnlut/ Ahli Auditor MH Pertama (Jlfb Pcmbentukan scsuai sesuoi scsuai Pertama Auditor Ahli 

221 131806XXX Auditor Ahli Hlib 189,902 Pirldllh JalUt/ A.hli Auditor AhH Perto.ma lll!b 
Penjcnjanguo sesuai scsuai '"' Pettama Kc:tuaTim sesuai 

222 l)l92JXXX 
Auditor Allli 

I !Jib 183,084 Ahli Auditor All1i Pertarna llllb Pcnjcnjanpn sesuai sesuai !dk 

''"""" Kctua Tim scsua.i 

223 1Jl4S9XXX 
Auditor Allli Hllb 280,082 AhH Alldltor A.hll ML!dU llllc Penjenjangan tdk sesuai "' "k 

"'"""" Kctuu Tim "'"'" scsu.el 
~ 

Penjenjangan " 
224 iJ2206XXX 

Auditor Ahli I!Jib 211,47 AhH Audiwr A.hll Mud a llllc ldk ttsuai '" !dk 

··"""' Kctun Tim ieSUai sesuai 

::m lll873XXX 
Auditor Ahli Hllb 2SS,462 Plndnh Jnlurl Ahll Auditor Ahll Mudo lllfc Ptmjenjangan tdk sest~ai "' '" ''"""' KetuaTim sesWli SCSillll 

226 JJII28XXX 
Auditor Ahll 

111/b 221,849 nhli Auditor Ahli Mudo !lift Penjenjangan tdk resuai ~k !dk 

''"""' K~tua Tim sesuai scsuai 

227 i32064XXX 
Auditor Ahli 

111/b 2ll,812 nhli Auditor Ahli Mud a ll!fe PertJet\iMi!tul 
ldkm~uai "' tdk 

Perumo KetuaTim !eSilai ses:uai 

"' l30814XXX Auditor Allli 111/b }l4,6J 7 Pilldllh Jalut/ Ahli Auditor Ahli Mude llrtd Pt::n.let\iflllg;m 1dk se.\uai tdk !dk 

''"""' KeruaTim ~i SCSUlli 

"" 
IJI?SJXXX l AuditorAhli 111/b 194,'194 ahli Auditor Allll Pcnama 11!11> Pcnjcajansnn 

SCStiBi l!lSUiii "' ' Pemma J<eruo:Tim ----------- "'"" 
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Lanjutan ... 

230 IJI965oXXX AUdlmr Ahli rllto I 2:21, lOS ""ll AudUor A.hli Mud!l Illk- PcnjcnJangan 

"'"""' "' . \II< .. 
Perlamu KctuaTim seW.r: -Seluai: 

"' 131873X:XX 
Auditl)f Ahli liUa l 18l,104 Pindah Jalurl Ahli Audilor Ahli Pcnnma 111/b Penj¢D.IIIllSflll tdkscsual "'"' ~ Ptrlanlll Kctlla Tim 

232 13l999XXX 
AuditQr Ah!i 

t!lla 1199,702 Plndah Jalurl Ahli AmJitQr MH Pcr1!lmll llllb PenjcnjlmgruJ 

""'"'"'" '""" ""' Penamll K1$1!1.Tirp """' 

B. Auditor Trampil 

Jmh Smlflka.sl Strtlllkul 

Nil' Jabatan Gol Angka yang. Jab11.tlln yang sehartlllnya 
Golyg YllllS: Kenaualan Kuetualan Ktflll!lual.an 

Kredlt Dlmlllkl sehnrusnya !ehtrulll,)'a Jabatan Pangklt Sertfnii.UI 
Dlmlllld 

IJ0672XXX Auditor Pen~lia [J[/d 353,04 Trwnpil Auditor Penytlio. Uf/d Tl'lll'llPil ~esual senllll sesuai 
i:IOS4IXXX Auditor Penyeli~ 111/d 362,22 Trampil Auditor PenyeliB 111/d TrM!pil sesuai seauai "'"' i30S41XXX Auditor Peny~lin I Hid 381,79 Trampil Auditor Pell)'lllia 111/d Ttantpll senmi sesuai · sesuai 

IJ0422XXX Auditor Penyelia !Hid 300 Trwnpil Auditor Pen)'lltla 111/d Tnunpil stsuai sesuai "'"' 130S42XXX Audi!or Pcnyelin 111/d 35S,7(!J Ttampll Auditor Pcr~yctla lllld TrnmpU sesuai SC$ual sesll4i 
IJOSI&XXX Audiwr Pcnydia 111/d 367,856 Trampil Audloor Pcr~yella 111/d Trnmptl scsuai scsual sesu!li 

l30814XXX AU<li1or Pen)·elia 111/d 408,036 TUflt)lil Audiwr Pcnyeli11 Jll/d Trampil sesuai sesuai sesllfli 
IJQ870XXX Auditor Pcr~ydia 111/d 36S,8S TrBmpil Audiltlt Penyelia IJI/d T""""l MSUai SJ:twli sesuai 
IJOSISXX:X Audi101 Pcr~yelia 111/d 392,563 TrllJTlpil Auditor Pcnyelill JU/d Tre.mpil scsual ~suai seswrl 

l30537XXX Audi101 Pcr~yclia 111/d :m.Js Tr1m1pil Avditor Pcn)'l:llia Tllld Trampil scsual '""" sesuni 
130SI8XXX Audi!Ol' Pcr~yelia !!lid )46,876 Tnunpil Audlror Penyelia Jll/d Tnlrnpll scsuai """' $C'uni 

130689XXX · Auditm Per!}'Cii.a !U/d 482,408 Tnwpil Audil.or Pcnyelit Ul/d T""""l scsuai """' se:nW 
I30605XXX Audilm Pen.)>elia DUd 395,96 Trnmpil ' AltdiiK!r P.:::nyel~ Itl/d Tt'G.I'nJ)il sesuai """' "'""' 130687XXX fnu:litor Penycl ta !11/d 4'2.9,619 Trnmpil i'IJldiWr P¢ny¢Ha Ulld Tramp! I su\Uil """' S¢Suai 

l306lOXXX Audilcr Pcnyclia HUd 523,648 Trllltlpil Auditor Pcnyclia HUd T"""'l SC5UIIl """' """' 130785XXX Auditor Penycl i~ lllid 430,486 Tra:mpil A1.1ditor Pcnyclia !U/d T""""1 1iesnai """' ""'" !3140SXXX Aud®r PenytUa l!lk 256,753 Trampil A1.1ditor PMY\'illl liiJd T"""'l scs\Uil """' sentai 
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Lanjutan ... 

lli79S.XXX AUdiW Pclaksamt !IJ/h. 210,208 Tramp!! Audilm Pi:n)"1llia UIIc Tt'l!l'tlp!l "" "" ...... Lmt'll!Bn scsuai -l301il4XXX Auditor PelllksSl1a llflb 11L,33 Trsmpil Auditor Ptlaksana Lanjuum !!lib Trampll ~e$U!U mooi sesuai LMiulM 

l31806XXX Auditor Pel!Wrma 
llflb 155,666 Trampil Auditor Pr.ilaksanaLanjUIM II lib Trampil '""" ''""' """" l.a.niu!M 

13ll18XX:X 
Auditor Pc:~hWana II lib 175,668 Trampil Audil<lr Pr:lsksanal.aqjutan II lib TrampiJ """' wuai -· ~..an·utan 

lllliiXXX Audi[Or Pr:nyeli~~o 11111> 224,601 Trampil Auditor Penyelia lliio Tnunpit """' "" """' mimi 

131<159XXX A~~~~:o~ relaksana 
'-"" ""' 

lllib 111,385 Trampil Auditor Pclskssne. L.anjutan iliA> Tt1t111pit '"'"' sesual "'"' 
131759XXX A~~.:~or Pefakmna 

La1fut11n I! lib 177,886 Trampil Audiror Pclaksa.na.1..8l1j.utau Illlb trampii ""'" """' "'"' 
l31806XXX A~~i:~or Pclaksano 

Lan'uU!fl Ill/a 122,224 Trnmpil Auditor Pelllksana LPI\)Iltan 111/n TrllmpH &eSUfti sesuai "'"' 
t:H883XXX A~~:~or Pelllksana 

LM'ut.nn IIIIa 140,911 Trnmpil Auditor Pelak.qlltla LMjutan 111/a Ttllltlpil sesuai sesuai "'"" 
I3l880XXX Auditor Pelaksana Hila ll0,197 Trwnpil Auditor Pel!k.sma Lwtjultlll lUlu Trampll ~esufli sesuai $e5Uai len'utan 

13UJ83XXX Auditor Pelnk.~Dl'IO IIIla 112,872 Trwnpil Auditor Pelllk!MB Lfll'ljutan nua Trampil sesufli "'"" "'"" IW'l'utan 

J30S97XX:X 
Auditor Pelllk:iMn Hila 167,015 Tramp I! Auditor Pelak.smalanjuts.n II lib Tro.mpU se~ufli scsu.ai "'"" Lan'utan 

IJlSSli:XX.X Auditor Pelsbruw 
Ill/a 134,0:ZI Trampil Audiror Po:lnllsorm Lml.iut~~n llVt1 T111mpll SCHUll.[ SC5Ufli SCSI.Uli L411'utan 

I)I664XX:X AUditor Pelaksann lll!a 139,76$ Trampil AudltQI' Peli!kswnt Lanjut.lln Hila Tromp II sesuai sesuai S~Mi Uniutan 

130S97XXX Audi!or Pelaksana IH/a ll5,4 Trumpil Auditur P;el!!hW!a. LanjUinn IIIIa T111mpil sesuai sesuai ""'" J...nn'utllrl ' 
131999XX.X Audltor Pela.ksil!la 11/d 88,37 Trampil Audi!or PelaksmB 11/d Tro.mpil sesuai SCSUlli ! 1CSUal 

~ 
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Lampiran4 

KUESIONER PENELITIAN 

Assalamu'alaikum W.W. 

Bapakllbu Auditor lnspektorat Jenderal Depdiknas yang kami hormati, saya 

Sujana Gitanegara, S.T mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Indonesia 

yang sedang menyusun karya akhir dengan judul: 

"Analisis Dampak Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor 

Terhadap Kompetensi, Sistem Karier dan Fungsi Auditor 1nspektorat 

Jendera1 Depdiknas" 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami membutuhkan infurmasi yang akurat dari 

Bapak/lbu melalui pengisian kuesioner yang kami bagikan inL Jawaban Kuesioner 

dari Bapal</lbu sanga! berguna bagi kami dalam menganalisis realisasi dampak 

sertifikasi binaan BPKP terhadap kompetensi Auditor ltjen Depdiknas. 

Demikian kiranya, atas perhatian, kerjasama dan bantuan Bapak/lbu, kami 

ucapkan terima kasih. 

Jakarta, 2 Aplil 2009 

Sujana Gitanegara 
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Lampi ran 4 (lanjutan .. ) 

Pedoman Pengisian lnstrumen 

• Berilah tanda check ( ...J ) pada salah satu kolom jawaban yang tersedia di sebelah kanan 

pertanyaan untuk maslng-masing pertanyaan 

• Setiap pertanyaan hanya berisi 1 (satu) jawaban dan Udak diperkenankan mengis! jawaban 

!ebih dari satu. 

No Pertanyaan SudahNa Belwn!Tidak 

L Apakah kegiatan diklat sertifikasi sudah sesuai dengao 
kebutuhan pengetuhuan untuk melaksanakan peran dalam 
tim audit? 

2. Apakah kegiatan diklat sertifikasi sudah sesuai dengan 
kebutuhan keterampilan untuk melaksanakan peran dalam 
tim audit? 
•.. -- --

3. Apakah diklat sertifikasi yang Bapak! lbu ikuti banyak 
mengubah sikap kelja Bapak/ lbu menjadi lebih baik dalam 
tim Audit? 

4. Apakal1 Bnpak! lbu merasa dilatih oleh nara sumber yang 
knmpeten karena memiliki kapabilit>s dalam bidangnya 
pada setiap kegiatan diklat sertifikasi 'I 

5. Apakah Bapak/ Ibu menerima materi dari nara somber 
diklat sertiftkasi dengan utuh alan lengkap sehingga tidak 
perlu rnencari referensi yang Jain? 

---
6. Apakah diklat sertifikasi yang pernah Bapak/ lbu ikuti 

teiah memberikan rasa aman dan kepastian meraih karier 
dan jabatan yang lebih baik ? 

.•. 

7. Menurut pendapat Bapak/lbu, apakah prinsip keadilan dan 
kesetaraan sudah diterapkan dalam 
penunjukkan/penugasan peserta diklat sertiflkasi ? 

-- ·-···· 

8. Apakah Bapakl Ibu merasakan memperoleh tambahan 
pengetahuan setelah mengikuti kegiatan diklat sertifikasi ? 

•.. 
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Lampiran 4 (lanjutan .. ) 

9. Apakah Bapak/ Ibu merasakan memperoleh tambaban 
keterampilan serelah rnengikuti kegiatan diklat sertifikasi 7 

10. Apakah Bapak/ Ibu merasa lebih mudah menemukan 
masalah atau penyimpangan setelah mengikuti diklat 
sertifikasi ? 

II. Apakah Bapak/ lbu merasa laporan basil pemeriksaan 
menjadi lebih barkualitas serelah mengikuti diklat 
sertifikasi ? 

12. Apakah ban yak hal-hal baru yang diperoleh dalam 
kegiatan diklat sertifikasi yang sebelumnya balum pemah 
Bapakl Ibu ketakui ? 

.. 

13. Apakah pimpinanlatasan Bapakl lbu lebih rnembarikan 
kepercayaan panuh dalam melak:ukan audit karena 
dianggap telah memilikl pangetahuan dan kete!llmpilan 
yang memadai untuk melakukan peran dalam tim audit ? 

14. Setelah mengikuti diklat sertiftkasi, apakah Bapak/ Ibu 
merasa kegiatan audit menjadi lebih efisien dan tuntas ? 

15. Apakah diklat semfikasi yang dilakukan dapat mengurangi 
perbadaan persepsi terhadap suatu kasus ketika dilakukan 
audit? 

16. Apakah penerapan peran PM, PT, KT dan Anggota sangat 
membantu kegiatan audit ? 

17. Apakah diklat sertifikasi dibawah pusbin BPKP mampu 
meningkalkan kompetensi Auditor ltjen Depdiknas ? 

------

- Terima kasih-

Catalan' 
.r Kompetensi adala.h suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetabuan, keteramp!lanlkeahtian, dan 

sikap kerja tertentu d! tempat kctia sesuai dengan kinetja yang dipersyamtkan . 
.r Kompetensi em kaitannya deqan kcwenangan . 
./ Orang yang kompete:n ialah orang yang memiliki kemampuan dan seka!igus juga kewenangan. 
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NO UN SUR PER 
lENT AS F. 

I KOMP0$151 )UHLAH AK 
i{UMULATif MINlHAL' 

.UTAHA ~60% 
5. PENUN]ANC ~ 20% 

UMLAH 100% 

II KOMPOSlS! }UMLAH 
P£NAHliAJiAN AK UNT.UK 
KENAlKAN PANCiKA i l (SA TlJ} 
TlNGKA T LEBtH TINCGl . 
A. UTAMA 

. f. PENDIDIKAN 
2. PENGAWASAN . 
3. PENG"MANGAN PROF£51 
u H 

It PENUN ANG 
UMtA 

)tiMLAH ANGKA KREDJT KUMUlATlf HIIJIMAL 

liNTUK fll!:NGANGKAT AN OAN KF.NAIKAN Pfo.N!JCA T /)ABA TAN 

AUDITOR AHLI 

IENJANG lAIIATANfGOLONGAN R.llflNG/ANGiA KREOIT 

AUDliOit AHLl AUDITOR AliU AU1HOR AIILI 
I'ERTAMA MUOA MAD 'fA 

!111.1 If lib 11!/c tll/d IVIJ IVJh I VIc 

80 120 160 2"10" 320 «O s•o 
zo 30 40 60~ 80 110 1<0 

100 150 200 300 100 sso 700 

. 
37 37 'i 72 JFs1 · 105 lOS 
3 3 • IS IS 

4<) 10 80 80 1!0 1!0 IZO 
10 0 20 20 30 30 30 
50 50 100 100 ISO ISO ISO • 

Lampiran5 

AUDITOR AHU 
UTAMA 

JV/d !VIe 

••o 84<) 
170 210 

sso 1050 

130 35 
30 IS 
160 50 
10 

200 :m:: . 
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<0 UNSUR PER 
SENTASE 

.I KOMPOSISIJUMLAHI\K 
KUMUI.A TF MINIMAl: 

A. UTAMA > 80% 
B. PENUN).CNG < 20% 

)UMLAH 100% 

II KOMPOSJSJ]UMLAH 
PENAMBAFAN AK UHUK 
KENAIKANPANGKA11 (SATU) 
TINGKA T IEBIH nNn;;J 

-A UTAMA 
I. PENDIHKAN 
2. PENG~'WASAN 
3. PENG'MBANGAI PROFESI 

]UMLAH 

B,PENUN]MG 

'JUMlAH 

}UMLAH ANGKA KREDIT KUM_ULA11F MINI HAl 
UNTUK PENGANGKAT.I.N DAN KEN.AIKANPANGKAT/)ABATAN 

WDITOR TRAMPIL 

Lampiran 6 

)EN)ANG (ABATAN{GOLONGAN RUANGIANGKA KREDIT 

AUDITOR TP.AMPIL AUDITOR TR.M'IPIL AUDITOR TRAMPIL 
PELAKSANA PEL.LANJUTAN PENYELIA 

11/b 11/c ltd 111/J ' II lib 111/c 111/d 

32 48 &4 80 120 1~0 30 
8 " 16 20 ]0 "" 

<O 60 10 100 ISO 200 30 

IS 15 IS ]8 ]8 76 28.5 
I I I 2 2 4 1.5 

" " " 40 "" 80 30 

4 ' 4 10 10 20 

20 20 20 50 50 100 ]0 
- -- - ---

.I 
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